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KATA PENGANTAR

Puiji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya sehingga segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat berjalan
dengan lancar dan dilaksanakan dengan baik hingga saat ini. Dengan berakhimya
pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, kami selaku Bupati melakukan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru Tahun
Anggaran 2022.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 ini
disusun dalam rangka memenuhi kewajiban Bupati Barru sebagaimana amanat dari
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Kepala
Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD ini diharapkan dapat
memberikan gambaran keadaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2022. Selain itu
Laporan ini merupakan wujud transpransi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten
Barru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah.

Dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini tidak luput dar
kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun
senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan. Akhimya
Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

_Barru, Maret 2023
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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

LPPD adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh
Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri,
serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban
untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (2)
disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat.

.Dasar Hukum

Untuk memberikan dasar pijakan yang jelas, Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 ini
berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

a. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi, Barru terdiri dari 4
(empat) Kerajaan yang dikepalai masing-masing oleh seorang Raja
selaku Kepala Pemerintahan, yaitu: 1) Kerajaan Barru, 2) Kerajaan
Tanete, 3) Kerajaan Soppeng Riaja dan 4) Kerajaan Mallusetasi.

b. Pada era Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1907, Kerajaan Tanete

dan Kerajaan Soppeng Riaja menjadi Afdeling Barru dan pada Tahun
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1908 menjadi Onder Afdeling Barru yang dipimpin seorang Kontroler
bernama GOCHART vyang berkedudukan di Sumpang BinangaE
sedangkan Kerajaan Mallusetasi masuk dalam wilayah Onder Afdeling
Pare-Pare. Keempat Kerajaan tersebut kemudian berubah menjadi
Daerah Swapraja yaitu, Swapraja Barru, Soppeng Riaja, Tanete dan
Mallusetasi.

c. Sebagai tindak lanjut lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi, Barru
termasuk salah satu Kawedanan yang berubah status menjadi Kabupaten
Daerah Otonom Tingkat Il dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di
Sumpang BinangaE dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebanyak 18 orang.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari
1960 Nomor U.P.7/2/39-376 Letnan Satu TNI LANAKKA dilantik pada
tanggal 28 Pebruari 1960 di Balai Pemerintahan Swapraja Barru sebagai
Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Barru yang Pertama. Tanggal 20
Pebruari 1960 yang merupakan pelantikan Bupati Kepala Daerah
Pertama, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Barru. Hal ini dilakukan
setelah melalui seminar sehari yang diselenggarakan pada tanggal 27
Desember 1993. Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat Il, ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat Il Barru No. 2 Tahun 1994
tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat Il Barru. Pada
tanggal 20 Pebruari 2020, Kabupaten Barru telah berusia 60 Tahun dan
telah 9 (sembilan) kali mengalami pergantian Bupati. Dengan usia 60
tahun hingga tahun 2020, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Barru sesuai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dengan
berbagai tahapannya akan diupayakan sesuai target-target yang telah

ditetapkan.

b.Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantaran koordinat
4°0.5'35" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 1 19°49'16" Bujur Timur
dengan luas wilayah 1.174,72 km2 (117.472 Ha) dan berada = 102 km di
sebelah utara Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat
ditempuh melalui perjalanan darat + 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di
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antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan
trans Sulawesi.

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir
pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78
km. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans Sulawesi dan
merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan
Kota Pare-pare. Berdasarkan kondisi geografis jika dikaitkan dengan
pengembangan wilayah, maka Kabupaten Barru memiliki potensi geografis
yang strategis yaitu (1) berada pada daerah lintasan perekonomian Utara-
Selatan Sulawesi Selatan (2) merupakan wilayah trans Sulawesi (3) pintu
perekonomian yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Kalimantan
Timur dan daerah lainnya. Dengan kondisi geografis tersebut, maka
Kabupaten Barru dapat menjadi "hub" atau sebagai pintu bagi Sulawesi
Selatan untuk pengembangan berbagai potensi yang dimiliki baik sosial
budaya maupun ekonomi ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini telah
termuat dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana Kabupaten Barru termasuk sebagai
salah satu daerah dalam Koridor Ekonomi IV Pembangunan Pulau Sulawesi.
Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat

pada tabel berikut:

TABEL 1

LUAS DAERAH DAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

KABUPATEN BARRU

NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN LUAS
Km?2 %

1. | TANETE RIAJA 7 17.429 14,84
2. | TANETE RILAU 10 7.917 6,74
3. BARRU 10 19.932 16,97
4, SOPPENG RIAJA 7 7.890 6,72
5. MALLUSETASI 8 21.658 18,44
6. PUJANANTING 7 31.426 26,75
7. BALUSU 6 11.220 9,55

TOTAL 55 117.472 100%

Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka, Tahun 2022

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

GAMBAR 1
PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN BARRU

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)

RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2011-2031

PETA TOPOGRAF!
KABUPATEN BARRU
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c.Gambaran Umum Demografis; Jumlah Penduduk, Komposisi
Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia, Jumlah Rumah
Tangga Dan Pendidikan

1) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk pada Tahun 2022 sebesar 191.895 jiwa,
meningkat sebesar 2.018 jiwa dibanding tahun 2021 sebesar 189.877 jiwa

TABEL 2
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022

JENIS KELAMIN

WILAYAH
% P
TANETE RIAJA | 12.888 672 | 13377 697| 26265 13,69
TANETERILAU |  19.147 oog| 19711 lo27| 38858 20.25
BARRU 22694 l1gg| 23366 lo1g| 46060 24,00
s T ENG 9.063 s72| 9698 so5| 18761 078
MALLUSETASI | 13.996 2ag| 14222 a1| 28218 1470
PUJANANTING 6.753 25| 6962 26| 13715 715
BALUSU 9.710 506 | 10-308 sa7| 20018 1043
KAB. BARRU 94.251 sonz| 9764 sogs| 191895 o000

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab.Barru Tahun 2022

Untuk kecamatan Pujananting dengan potensi sumber daya alam
yang dimiliki, sangat dimungkinkan untuk dikembangkan khususnya
sektor pertanian, melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, sehingga dapat
menstimulir masuknya investasi yang multiplier effectnya dapat
meningkatkan pendapatan dan bergesernya sentra-sentra ekonomi ke
wilayah-wilayah pengembangan dan tidak hanya berpusat di sektor
perkotaan.

Kepadatan penduduk yang tidak merata mempengaruhi kemajuan
wilayah, terutama bila dikaitkan dengan pemanfaatan potensi wilayah,
untuk kecamatan Pujananting dengan berbagai potensi yang dapat
dikembangkan antara lain dari sektor pertanian dan kehutanan, jumlah
penduduknya relatif sedikit dan tingkat kepadatannya relatif rendah.
Pemerintah Kabupaten Barru dengan berbagai program dan kegiatannya

berupaya untuk pemerataan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

2)

pendidikan maupun kesehatan dan pembangunan sentra-sentra ekonomi
sehingga sebaran penduduk akan terjadi secara alami.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat
menunjukkan tentang keadaan komposisi, distribusi dan laju perubahan
penduduk di suatu daerah. Pengidentifikasian tentang hal tersebut akan
dapat membantu Pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan
program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan,
pendidikan, dan fasilitas lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi
pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan
berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Transisi demografi
yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial
kultural masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat
kematian (mortalitas), serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah
(migrasi) akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan
di wilayah tersebut.

Perbaikan terhadap infrastruktur terutama daerah-daerah yang
memiliki potensi untuk dikembangkan, akan mendorong pertumbuhan
ekonomi wilayah dan secara linier akan terjadi migrasi penduduk ke
wilayah tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan
pembangunan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang
selanjutnya berdampak pada kerawanan sosial antara wilayah yang padat

dengan daerah yang jarang penduduknya.

Struktur penduduk menurut usia

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah
komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : (i) Usia belum produktif
( kelompok umur <14 tahun), (ii) Usia produktif (kelompok umur antara 15
- 64 tahun), dan (iii) Usia tidak produktif ( kelompok umur > 64 tahun).
Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur

Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut :
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TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

K VRO JENIS KELAMIN PENDUDUK
TUNGGAL LAKI-LAKI PEREMPUAN
Nelalely NOIWA) | %)  n@IWA) %) n(IIWA)
00-01 924 | 048 821 0,43 1.745 0,91
01-02 1374 | 072| 1.286 0,67 2.660 1,39
02-03 1513 | 0,79 |  1.449 0,76 2.962 1,54
03-04 1500 | 0,78 |  1.446 0,75 2.946 1,54
04-05 1549 | 081 | 1479 0,77 3.028 1,58
05-06 1627 | 085| 1434 0,75 3.061 1,60
06-07 1524 | 079 | 1506 0,78 3.030 1,58
07-08 1651 | 086 | 1503 0,78 3.154 1,64
08-09 1648 | 086 | 1546 0,81 3.194 1,66
09-10 1.668 | 087 | 1559 0,81 3.227 1,68
10-11 1667 | 087 | 1636 0,85 3.303 1,72
1112 1805 | 094 | 1621 0,84 3.426 1,79
12-13 1843 | 096 | 1642 0,86 3.485 1,82
13-14 1804 | 094| 1715 0,89 3.519 1,83
14-15 1713 | 089 |  1.665 0,87 3.378 1,76
15-16 1820 | 095 |  1.742 0,91 3.562 1,86
16-17 1768 | 092 | 1623 0,85 3.301 1,77
17-18 1001 | 052| 1090 0,57 2.091 1,09
18-19 1501 | 078 | 1512 0,79 3.013 1,57
19-20 1758 | 092 | 1730 0,90 3.488 1,82
20-21 1.718| 090 | 1706 0,89 3.424 1,78
21-22 1673 | 087 | 1541 0,80 3.214 1,67
22-23 1725 | 090 | 1772 0,92 3.497 1,82
23-24 1614 | 084 1640 0,85 3.254 1,70
24-25 1503 | 083 | 1532 0,80 3.125 1,63
25-26 1534 | 080 | 1578 0,82 3.112 1,62
26-27 1504 | 078 |  1.468 0,77 2.972 1,55
27-28 1478 | 077 | 1442 0,75 2.920 1,52
28-29 1370 | 071 | 1204 0,67 2.664 1,39
29-30 1308 | 068 | 1341 0,70 2.649 1,38
30-31 1448 | 075 |  1.266 0,66 2.714 1,41
81-82 1233 | 064 | 1237 0,64 2.470 1,29
32-33 1208 | 063 | 1233 0,64 2.441 1,27
33-34 1192 | 062 | 1217 0,63 2.409 1,26
34-35 1230 | 064 |  1.229 0,64 2.459 1,28
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35-36 1245 | 065| 1315 0,69 2.560 1,33
36-37 1141 | 059 | 1231 0,64 2.372 1,24
37-38 1304 | 068 | 1328 0,69 2.632 1,37
38-39 1.256 | 065 |  1.290 0,67 2.546 1,33
39-40 1246 | 065 | 1375 0,72 2.621 1,37
40-41 1391 | 072 | 1440 0,75 2.831 1,48
41-42 1121 | 058 | 1168 0,61 2.289 1,19
42-43 1531 | 080 | 1468 0,77 2.999 1,56
43-44 1275 | 066 |  1.340 0,70 2.615 1,36
44-45 1174 | 061 | 1.278 0,67 2.452 1,28
45-46 1280 | 067 | 1354 0,71 2.643 1,38
46-47 1124 | 059 | 1184 0,62 2.308 1,20
4r-48 1350 | 071 | 1472 0,77 2.831 1,48
48-49 1188 | 062 |  1.349 0,70 2.537 1,32
49-50 1281 | 067 | 139 0,73 2.675 1,39
50-51 1315 | 069 |  1.328 0,69 2.643 1,38
51-62 1.041| 054 1.09 0,57 2.137 1,11
52-53 1462 | 076 |  1.449 0,76 2.911 1,52
53-54 1236 | 064 | 1304 0,68 2.540 1,32
54-55 1071 056 | 1190 0,62 2.261 1,18
55-56 971 | o051 | 1114 0,58 2.085 1,09
56-57 785 | 0,41 903 0,47 1.688 0,88
57-58 1148 | 060 |  1.292 0,67 2.440 1,27
58-59 861 | 045 | 1109 0,58 1.970 1,03
59-60 898 | 047 | 1028 0,54 1.926 1,00
60-61 834 | 043| 1035 0,54 1.869 0,97
61-62 520 | 0,28 686 0,36 1.215 0,63
62-63 1002 | 052 | 1205 0,63 2.207 1,15
63-64 678 | 035 868 0,45 1.546 0,81
64-65 654 | 034 826 0,43 1.480 0,77
65-66 575 | 0,30 712 0,37 1.287 0,67
66-67 459 | o024 571 0,30 1.030 0,54
67-68 554 | 0,29 776 0,40 1.330 0,69
68-69 531 | 028 614 0,32 1,145 0,60
69-70 485 | 0,25 550 0,29 1.035 0,54
70-71 455 | 0,24 479 0,25 934 0,49
2 300 | 0,16 326 0,17 626 0,33
7273 558 | 0,29 762 0,40 1.320 0,69
314 261 | 014 381 0,20 642 0,33
7475 203 | 015 393 0,20 686 0,36
7576 256 | 0,13 405 021 661 0,34
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617 203 | o011 290 0,15 493 0,26
-8 426 | 022 624 0,33 1.050 0,55
879 171 | 0,09 227 0,12 308 0,21
79-80 225 | 0,12 331 0,17 556 0,29
80-81 236 | 0,12 359 0,19 595 0,31
81-82 118 | 006 165 0,09 283 0,15
82-83 208 | 0,16 437 0,23 735 0,38
83-84 121 006 159 0,08 280 0,15
84-85 121 | 0,06 184 0,10 305 0,16
85-86 87| 005 143 0,07 230 0,12
86-87 63| 0,03 89 0,05 152 0,08
87-88 118 | 006 173 0,09 201 0,15
88-89 44| 002 66 0,03 110 0,06
89-90 54 | 0,03 84 0,04 138 0,07
90-91 51| 003 85 0,04 136 0,07
91-92 34| 002 61 0,03 95 0,05
92-93 88 | 005 107 0,06 195 0,10
93-94 25 | 001 43 0,02 68 0,04
94-95 34| 002 26 0,01 60 0,03
95-96 30| 002 17 0,01 47 0,02
96-97 11| oot 9 0,00 20 0,01
97-98 18| 001 14 0,01 32 0,02
98-99 10| o001 16 0,01 26 0,01
99-100 15| o001 15 0,01 30 0,02
100++ 27| o001 31 0,02 58 0,03

94.251 | 4912 | 97.644 50,88 191.895 100,00

Sumber :Dinas Dukcapil Kab. Barru, Tahun 2022.

d.Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu

Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru
(Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi,
Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 kelurahan
dan 40 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kota Pare-pare dan Kabupaten Sidrap

Sebelah Timur dengan kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Sebelah Barat dengan Selat Makassar
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e.Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan

pegawai pemerintah
Perangkat Daerah di Kabupaten Barru Sebanyak 35 ( tiga puluh lima )

dan 9 Unit Kerja yaitu :

1
2
3.
4

© N o O

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

. Dinas Tenaga Kerja
11.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

Dinas Lingkungan Hidup

Badan Pendapatan Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Perhubungan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Pertanian

Sekretariat Daerah

Bagian Umum

Bagian Pemerintahan dan Otoda

Bagian Hukum

Bagian Organisasi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

0 Qo0 o

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Perekonomian

- Q

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022
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23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sekretariat Dewan

Kecamatan Barru

Kecamatan Tanete Rilau

Kecamatan Tanete Riaja

Kecamatan Pujananting

Kecamatan Balusu

Kecamatan Soppeng Riaja

Kecamatan Mallusetasi

Inspektorat

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barru pada tahun 2022

adalah sebanyak 3.745 ( tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima ) dan jumlah
PPPK sebanyak 273 ( dua ratus tujuh puluh tiga)

f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022
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TABEL 4
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO. URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 (%) REALISASI 2021
1. | PENDAPATAN 902,412,131,655.00 892,785,039,806.45 98.93 | 942,029,873,041.69
1.1.1, | Pendapatan 22,870,000,000.00 24,221,878,153.23 105.91 | 20,295,192,486.50
Pajak Daerah
Pendapatan
112, | Borribis Daerah 7,666,681,177.00 7,194,962,118.00 93.84 6,591,238,990.00
Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
113, | okayaan 10,027,692,032.00 10,027,692,032.00 100.00 |  9,198,474,101.00
Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain PAD
114, | yinoSan 40,089,259,500.00 54,062,288,476.52 134.85 | 54,995,821,319.19

1.2.1.1. | Bagi Hasil Pajak 12,137,104,000.00 25,029,785,533.00 206.22 | 22,553,028,054.00

1.2.1.2, | DanaAlokasi 482,675,239,000.00 479,792,789,690.00 99.40 | 482,644,349,000.00
Umum (DAU)

1.2.1.3 | DanaAlokasi 71,098,133,000.00 63,475,906,509.00 89.27 | 50,695,741,408.00
Khusus (DAK)
Dana Alokasi

1.2.1.4. | Khusus (DAK) 99,512,400,000.00 84,752,420,987.00 85.16 | 94,433,258,162.00
Non Fisik

1.2.2.3.

Dana Insentif
Daerah -DID

9,909,264,000.00

9,909,264,000.00

100.00

52,320,458,000.00

1.2.2.4.

Dana Desa

42,933,469,000.00

42,933,469,000.00

100.00

53,277,341,000.00

1.2.3.1.

1.2.4.1.

Pendapatan
Bagi Hasil Pajak

Bantuan
Keuangan dari
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lainnya

46,391,820,815.00

14,724,516,160.00

49,829,122,855.00

8,125,246,561.69

107.40

55.18

38,595,826,521.00

30,399,252,000.00

1.3.1.

Pendapatan
Hibah

1,500,000,000.00

KABPATEN BARRUTAHIN 2022
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Lain-lain
pendapatan
sesuai peraturan
perundang-
undangan

1.3.1.1.

42,376,552,971.00

33,430,213,891.00

78.88

24,529,892,000.00

5 BELANJA
DAERAH

1,016,302,634,896.00

893,999,419,734.00

87.96

889,399,107,491.90

Sosial

5.2.02 | Belanja Modal
Peralatan dan

Mesin

46,502,188,810.00

38,094,991,086.00

5.1.01 | Belanja Pegawai
413,608,636,487.00 383,900,225,528.00 92.81 403,999,557,253.99
5.1.02 | Belanja Barang
dan Jasa 282,914,776,165.00 250,640,987,224.00 88.59 230,322,937,642.00
5.1.03 | Belanja Bunga
1,528,243,139.00 1,374,006,968.00 89.90 1,558,257,404.18
5.1.05 | Belanja Hibah
9,939,675,909.00 9,699,655,057.00 97.58 24,053,515,495.00
5.1.06 | Belanja Bantuan
2,677,500,000.00 1,569,300,000.00 58.61

81.92

26,807,348,852.00

5.2.03 | Belanja Modal
Gedung dan

Bangunan

53,800,304,370.00

43,887,170,944.00

81.57

25,594,076,313.00

5.2.04 | Belanja Modal
Jalan, Jaringan,

dan Irigasi

99,882,576,755.00

63,617,630,635.00

63.69

58,300,233,427.73

5.2.05 | Belanja Modal

Aset Tetap

65,000,000.00

60,080,000.00

92.43

amnia

1,552,811,650.00

Sisa Lebih

Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya

6.2 PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

118,943,534,505.00

5,053,031,264.40

118,955,481,046.88

4,053,031,264.00

5.3.01 | Belanja Tidak
Terduga 9,552,772,761.00 5,498,981,654.00 57.56 11,507,218,331.00
54 BELANJA
TRANSFER 95,830,960,500.00 95,656,390,638.00 99.81 105,703,151,123.00
5.4.02 | Belanja Bantuan
Keuangan 95,830,960,500.00 95,656,390,638.00 99.81 105,703,151,123.00

80.20

71,365,800,219.10

5,053,031,264.00

6.2.02 | Penyertaan

Modal Daerah

2,000,000,000.00

1,000,000,000.00

50.00

2,000,000,000.00

6.2.03 | Pembayaran
Cicilan Pokok

Utang yang

SILPA

3,053,031,264.40

(-0,39)

3,053,031,264.00

113,688,069,855.34

99.99

Jatuh Temio

3,053,031,264.00

118,943,534,504.89

Sumber : Badan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2022
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1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

TABEL 5

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru

ISU STRATEGIS

PRIORITAS

PEMBANGUNAN

SASARAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN

Masih perlu ditingkatkan
daya saing

Peningkatan
kesejahteraan

Meningkatnya kualitas
pertumbuhan ekonomi

penanggulangan
kemiskinan dan
pemerataan pendapatan
antar masyarakat

Kemiskinan dan
Peningkatan
Pelayanan Dasar
(Pendidikan,
Kesehatan dan
Tenaga Kerja

perekonomian ekonomi.
Pembangunan Berkurangnya jumlah
Manusia melalui penduduk miskin,

Perlu ditingkatkan Pengurangan kedalaman kemiskinan dan

kerentanan untuk miskin
serta menurunnya jumlah
dan jenis penyandang
masalah kesejahteraan
sosial (PMKS).

Perlu Peningkatan
akses dan layanan
pendidikan pada
penduduk usia sekolah
dan Peningkatan sarana
dan prasarana
pendidikan

Pembangunan
Manusia melalui
Pengurangan
Kemiskinan dan
Peningkatan
Pelayanan Dasar
(Pendidikan,
Kesehatan dan
Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan
pemerataan pelayanan
pendidikan.

Meningkatkan kualitas
pelayanan Kesehatan
dan Pemahaman
Masyarakat tentang
pentingnya Kesehatan
Masyarakat

Pembangunan
Manusia melalui
Pengurangan
Kemiskinan dan
Peningkatan
Pelayanan Dasar
(Pendidikan,
Kesehatan dan
Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan
pemerataan pelayanan
kesehatan.

Masih perlunya
peningkatan kompetensi
pencari kerja dan
penyiapan lapangan
kerja baru

Pembangunan
Manusia melalui
Pengurangan
Kemiskinan dan
Peningkatan
Pelayanan Dasar
(Pendidikan,
Kesehatan dan
Tenaga Kerja

Meningkatnya penyerapan
tenaga kerja.

Perlu peningkatan
Pengembangan
Kawasan strategis
Kabupaten dan sistem
inovasi daerah yang
dapat mendukung

Peningkatan Daya

Saing dan Kerjasama

antar Wilayah

e Berkembangnya
kawasan strategis
Kabupaten.

e Terciptanya sistem
inovasi daerah (SIDA)
yang dapat mendukung

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022
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pengembangan daya
saing daerah

pengembangan daya
saing

Peningkatan
kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya menjaga
kebersamaan antar
berbagai unsur
dalam tatanan
daerah

Berkembangnya
penanaman modal dalam
negeri dan asing serta
jaringan kerjasama antar
daerah.

Berkembangnya
wawasan kebangsaan
dan kesadaran
berdemokrasi
masyarakat serta
penerapan nilai —nilai
kearifan lokal.

Masih perlunya
Peningkatan kualitas
akses dan layanan
infrastruktur dasar

Peningkatan Daya
Saing dan Kerjasama
antar Wilayah

Terpenuhinya kebutuhan
infrastruktur ekonomi.
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya alam dan
lingkungan hidup secara
terpadu.

Perlunya optimalisasi
Kinerja pemerintahan
dalam penyelenggaraan
ketertiban umum

Peningkatan rasa
aman, ketentraman
dan terpeliharanya
kebersamaan antar
berbagai unsur
dalam tatanan
daerah

Meningkatnya peran
serta masyarakat dan
organisasi masyarakat
desa /kelurahan dalam
pemberdayaan
pembangunan.
Meningkatnya
kesadaran, ketertiban,
disiplin dan perlindungan
masyarakat.

Perlunya optimalisasi
kinerja pemerintahan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik

Peningkatan
Perwujudan nilai dan
ajaran agama dalam
etos dan budaya
kerja dalam tatanan
pemerintahan

Terwujudnya manajemen
pemerintahan yang baik.
Meningkatnya kualitas
fungsi legislasi,
penganggaran dan
pengawasan DPRD.

Meningkatnya
penanganan bencana.
Meningkatnya kualitas
penghayatan dan
pengamalan ajaran
agama dalam etos dan
budaya kerja pada
tatanan pemerintahan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

b.1. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumber daya yang ada.

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022
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Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of
direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan
daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka
menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dan
mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati
hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015 maka Visi Kabupaten Barru
Tahun 2016-2021, adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat
Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru
selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai
berikut :

. Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator
pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan
hidup, kehidupan beragama dan berbaga iindikator sosial, ekonomi
dan politik lainnya

. Sejahtera mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru
dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan
kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.

. Taat asas mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru yang
dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma
budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal

. Bermartabat mengandung arti ; Bahwa pembangunan di Kabupaten
Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya
saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat
kemanusiaan dan harga diri.

. Bernafaskan keagamaan mengandung arti ; Seluruh aktivitas
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada
nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
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Tabel 6

Perumusan Visi

Pokok-pokok .

No Masalah Utama Vispi Pernyataan Visi

Rendahnya Capaian
penanggulangan
kemiskinan dan akses
1 | pelayanan dasar Lebih Maju
(Pendidikan,
Kesehatan dan tenaga
kerja .
. Terwujudnya
Belum optimalnya
. . Kabupaten Barru
2 | perekonomian daerah Sejahtera . . .
Lebih Maju, Sejahtera,
dan masyarakat
. Taat Asas, dan
Daya saing daerah Bermartabat yan
3 | Kabupaten Barru Taat Asas yang
. Bernafaskan
masih rendah
. Keagamaan
Belum optimalnya
4 penera}pan tata kelola Bermartabat
pemerintahan yang
baik
Rendahnyg rasa aman Bernafaskan
5 | dan solidaritas antar
Keagamaan
umat beragama
Tabel 7
Perumusan Penjelasan Visi
Kabupaten Barru
_ Pokok- . .

No. Visi pokok Visi Penjelasan Visi
Peningkatan berbagai
indikator pembangunan akan
lebih baik seperti
Pertumbuhan ekonomi,

. . , Indeks Pembangunan
Tigvgldju:lg%/a Lebih maju Manusia (IPM), Pendapatan
Barrurl)_ebih perkapita, angka harapan

Maiu hidup, kehidupan beragama
Se'ahjte’ra dan berbagai indikator sosial,

J ' ekonomi dan politik lainnya.
Taat Asas,

d Pembangunan Kabupaten

an .

Barru dilakukan untuk
Bermartabat .

: memberikan kemakmuran
yang Sejahtera .

serta meningkatkan
Bernafaskan ;

kesejahteraan seluruh
Keagamaan

masyarakat Barru.

Pembangunan Kabupaten

Barru yang dilakukan

Taat azas
mengacu pada ketentuan
agama, hukum dan norma

KABLPATEN BARRUTAHUIN 2022
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budaya/adat-istiadat serta
kearifan lokal .

Bahwa pembangunan di
Kabupaten Barru dilakukan
dengan berlandaskan pada
semangat menuju daya saing
dan kemandirian  daerah
dengan mengutamakan
harkat kemanusiaan dan
harga diri.

Seluruh aktivitas dilaksanakan
oleh pemerintah dan/atau
masyarakat didasarkan pada

Bermartabat

Bernafaskan | ., .7 . . )
nilai-nilai keagamaan, baik

keagamaan .
proses maupun hasil
kegiatan.

b.2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-
langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah
dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang
ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan
yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi
serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam
pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau
langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala
daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan
pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi
sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Adapun pernyataan misi yang merupakan penjabaran visi Kepala

Daerah Kabupaten Barru bisa dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 8
Penjabaran Visi Kepala Daerah

Kabupaten Barru

VISI POKOK MISI
VISI
Terwujudnya . . Meningkatkan Kecerdasan Dan
Kabupaten Lebih Maju Profesionalisme SDM
Barru Lebih Mengoptimalkan Pemanfaatan
Maju, Sejahtera Sumberdaya Pembangunan Untuk
Sejahtera, Kesejahteraan Masyarakat
Taat Asas, Menciptakan  Lingkungan Yang
dan Kondusif
Bermartabat
yang Taat Asas
Bernafaskan
Keagamaan

Mengembangkan Interkoneksitas
Bermartabat | Sinergis Antar Wilayah Di Tingkat
Nasional, Regional Dan Internasional

Bernafaskan Mewujudkan Tata Kepemerintahan
keagamaan Yang Baik ( Good Governance)
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Tabel 9

Perumusan Penjelasan Misi

Kabupaten Barru

No.

Pernyataan Visi

Misi

Penjelasan Misi

Terwujudnya
Kabupaten
Barru Lebih

Maju, Sejahtera,

Taat Asas dan
Bermartabat

yang

Bernafaskan
Keagamaan

Mengoptimalkan Pemanfaatan
Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat

Kemajuan pembangunan dilakukan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
pembangunanmelalui pembangunan bidang ekonomi,
sosial, politik dan keagamaan dengan tetap
memperhatikan asas pembangunan yang berkelanjutan
dan berkeadilan.

Meningkatkan Kecerdasan Dan
Profesionalisme SDM

Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM
melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaandan keagamaan bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Barru.

Mengembangkan Interkoneksitas
Sinergis Antar Wilayah di
Tingkat,Nasional,Regional Dan
Internasional

Pembangunan Kabupaten Barru yang berdayasaing dan
kemandirian daerah dilakukan melalui pembangunan
infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik, pengembangan
inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi
dan investasi daerah

Menciptakan Lingkungan Yang
Kondusif

Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui
peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
dengan penguatan perundang-undangan, agama,
norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.

Mewujudkan Tata Kepemerintahan
Yan
g Baik (Good Governance)

Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik
senantiasa menggunakan prinsip antara lain transparan,
akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022
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c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan
jangka menengah;

Tabel 10
Program prioritas Tahun 2022
TARGET
KINERJA
PROGRAM
DAN
KERANGKA
Kondisi PENDANAAN Perangkat
No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Indikator Kinerja / Kinerja Daerah
Pembangunan Daerah Impact / Outcome Awal 2022 Penanggung
(2020) Jawab
Target
1 2 3 5 8 20

Visi: Kabupaten Barru yang Sejahterah, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan

Persentase Warga
Negara Usia 5 -6
Tahun yang
berpartisipasi dalam 85.05 100
Pendidikan PAUD
(SPM)

Persentase Warga
Negara Usia 7 -15

Tahun yang
berpartisipasi dalam 92.25 100
Pendidikan Dasar DINAS
, | PROGRAM PENGELOLAAN (SD/MI, SMP/MTs) PENDIDIKAN
PENDIDIKAN (SPM) DAN
KEBUDAYAAN

Persentase jumlah
warga negara usia 7-
18 tahun yang belum

menyelesaikan
pendidikan dasar dan 60.71 100
atau menengah yang
Perpartisipasi dalam
pendidikan kesataraan
(SPM)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA _
KESEHATAN PERORANGAN DAN | Persentase Ibu Hamil
UPAYA KESEHATAN Yang Mendapatkan 100 100%
MASYARAKAT layanan kesehatan

(SPM)

DINAS

KESEHATAN
Persentase Bayi Baru

Lahir Yang
Mendapatkan layanan 100 100%
kesehatan (SPM)
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Angka Status Gizi

DAN BARANG PENTING

PROGRAM PENANGGULANGAN
BENCANA

Persentase Warga
Negara yang
memperoleh layanan
informasi rawan
bencana (SPM)

100

100

0, 0,
Masyarakat 89.00% 91.03%
Persentase Imunisasi o o
Dasar Lengkap 80% 83%
Indeks Keluarga Sehat 0.02 0.03
Persentase Warga
Negara Usia Produktif
yang mendapatkan 100 100%
layanan Kesehatan
(SPM)
Persentase
PROGRAM PENINGKATAN plfgeeﬂ‘;{‘:;‘ Saa'v' DINAS
3 | KAPASITAS SUMBER DAYA Koo el 47% 71% KESEHATAN
MANUSIA KESEHATAN p
standar dan Peraturan
Perundang-undangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Penduduk DINAS
4 MASYARAKAT BIDANG yang menerapkan 75 7 KESEHATAN
KESEHATAN. PHBS
5 PROGRAM PERLINDUNGAN Rasio Kekerasan 0.42 0.84% DINAS
PEREMPUAN Terhadap Perempuan : ! PMDPPKBPPPA
6 PROGRAM PEMENUHAN HAK Nilai Capaian evaluasi 601 650 DINAS
ANAK (PHA) Kabupaten Layak anak PMDPPKBPPPA
Persentase DINAS
7 Program Pengawasan Keamanan Pengawasan dan 423 65 PERTANIAN DAN
Pangan pembinaan keamanan ’ KETAHANAN
pangan PANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA _ .
koefisien variasi harga DINAS KOP,
8 BARANG KEBUTUHAN POKOK antar waktu 13 10 UKM & DAG

BPBD
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Persentase Warga
Negara yang
memperoleh layanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
terhadap bencana
(SPM)

100

100

Persentase Warga
Negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
bencana (SPM)

100

100

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Persentase warga
negara yang
memperoleh layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran (SPM)

100

100

Waktu tanggap
(rensponse time)

SATPOL PP DAN
DAMKAR

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Presentase Korban
Bencana alam dan
social yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
Kab/Kota (SPM)

100

100

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

Persentase cagar dan DINAS
12 PROGRAM PENGEMBANGAN karya budaya yang 0 0.11 PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN ditetapkan sebagai ' DAN
WBTB KEBUDAYAAN
Persentase budaya
lokal dan situs DINAS
13 PROGRAM PELESTARIAN DAN bersejarah yang 0 0.95 PENDIDIKAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dilestarikan dan : DAN
ditetapkan sebagai KEBUDAYAAN
WBTB
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persentase luas
daerah irigasi
kewenangan
kabupaten/kota yang 50 52.66
dilayani oleh jaringan
irigasi
PROGRAM PENGELOLAAN DINAS
14 | SUMBER DAYA AIR (SDA) persentase luas PUPR,PKP &
kawasan permukiman PERTANAHAN
rawan banjir yang
terlindungi oleh
infrastruktur 4.05 571
pengendalian banjir
di WS Kewenangan
Kab/Kota

Persentase warga

PROGRAM PENGELOLAAN DAN "meegrﬁr?';gg L aggl'fgan 97,75 Layak DINAS

15 | PENGEMBANGAN SISTEM kebutuhaﬂ bokok air %’2 20 dan 64,20 PUPR,PKP &

PENYEDIAAN AIR MINUM : oka ' aman PERTANAHAN
minum sehari-hari aman

(SPM)

Persentase warga
DINAS

PROGRAM PENGELOLAAN DAN negara yang
16 | PENGEMBANGAN SISTEM AIR memperoleh layanan 88.74 100 PUPR,PKP &
LIMBAH pengolahan air limbah PERTANAHAN
domestik (SPM)

DINAS

PROGRAM PENYELENGGARAAN Tingkat Kemantapan
17 65,12 70,98 PUPR,PKP &
JALAN Jalan kabupaten/kota PERTANAHAN

Persentase warga
negara korban
bencana yang 100

memperoleh rumah

layak huni (SPM)

100

DINAS
18 Program Pengembangan persentase warga PUPR.PKP &
Perumahan negara yang terkena PERTANAHAN
relokasi akibat
program Pemerintah
Daerah Kab/kota yang 100 100
memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah
yang layak huni (SPM)

Persentase
Peningkatan Kawasan DINAS

Program Peningkatan Prasarana, PglIJerEaE:narrr:ePrgllljkl 4500 5200 PUPR.PKP &
gkap PERTANAHAN

19 Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
(Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)

Persentase
Peningkatan Jumlah

PROGRAM PENGELOLAAN orang/barang yang 204 204 DINAS

terangkut melalui PERHUBUNGAN

melalui dermaga/kapal

Laut

20 PELAYARAN
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PROGRAM PENGENDALIAN

Nilai Realisasi PMA

PROGRAM PENGENDALIAN

Persentase penurunan

21 | PELAKSANAAN PENANAMAN o PYDN 942 M 235 M DINAS PMPTSP
MODAL
22 PROGRAM PENGELOLAAN Produksi Perikanan 6203,9 6359 Ton DINAS
PERIKANAN BUDIDAYA Budidaya Ton PERIKANAN
53 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN Total Produksi Produk | 1325,85 1378 Ton DINAS
PEMASARAN HASIL PERIKANAN Olahah perikanan Ton PERIKANAN
Persentase DINAS
PROGRAM PENINGKATAN DAYA . PARIWISATA,
24 | TARIK DESTINASI PARIWISATA Peningkatan Jumlah 2% 2% KEPEMUDAAN,
PAD Pariwisata
DAN OR
DINAS
o5 | PROGRAM PEMASARAN Pe nu';fgﬁﬁ;‘:jﬁmlah ) 8.05 PARIWISATA,
PARIWISATA Wisatawan : KEPEMUDAAN,
DAN OR
Tingkat Produktivitas
pertanian per hektar 6.48% 6.98%
er tahun
PROGRAM PENYEDIAAN DAN P PERTimﬁﬁ DAN
26 | PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN KETAHANAN
Tingkat Produktivitas PANGAN
Sektor Peternakan Per 1.45% 2.45%
Tahun
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase PERTimﬁﬁl AN
27 | PENGEMBANGAN PRASARANA Peningkatan Produksi 1.43% 1.45%
. KETAHANAN
PERTANIAN Pertanian DANGAN
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PENCEMARAN DAN/ATAU Tingkat pencemaran
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30

PROGRAM PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

Persentase Tenaga
Kerja Bersertifikat
Kompetensi

25

57.03

DINAS TENAGA
KERJA

31

PROGRAM PENEMPATAN
TENAGA KERJA

Persentase Tenaga
kerja yang
ditempatkan (dalam
dan luar negeri)
melalui mekanisme
layanan Antar Kerja
dalam wilayah
kabupaten/kota

9.8

DINAS TENAGA
KERJA

32

PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Persentase warga
negara penyandang
disabilitas yang
memperoleh
rehabilitasi sosial
diluar panti (SPM)

100

100

Persentase anak
terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti (SPM)

100

100

Persentase warga
negara lanjut usia
terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti (SPM)

100

100

Persentase Warga
Negara/gelandangan
dan pengemis yang
memperoleh
rehabilitasi sosial
dasar tna sosial di luar
panti (SPM)

100

100

Persentase
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya yang
mendapatkan layanan

rehabilitasi sosial

100

100

DINAS SOSIAL

33

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL

Persentase PPKS
yang mendapatkan
jaminan sosial

100

100

DINAS SOSIAL
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PPROGRAM PEMBERDAYAAN gﬁfﬁqﬁﬁﬁ; \ DINAS KOP
34 USAHA MENENGAH, USAHA . P ha b 10.08% 10.18% UKM & DAG’
KECIL DAN USAHA MIKRO Wwirausaha baru yang
berskala mikro
Persentase
Peningkatan dukungan
35 EEOK?ARAM PENGEMBANGAN fasilitasi standarisasi 0.46% 0.68% Blli\ll\ﬁi KD?AZ
dan sertifikasi produk
usaha mikro
6
PROGRAM PENUNJANG .
36 | URUSAN PEMERINTAHAN T'”gkg: ';irgaag”ga” 1 Level 1 SEE&EE’%'AT
DAERAH KAB/KOTA 9
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Tingkat Kematang SEKRETARIAT
37 | PEMBANGUNAN UKPBJ Level 1 Level 1 DAERAH
Persentase
Ketersedian
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(RPJPD, RPJMD, 100% 100%
PROGRAM PERENCANAAN, RKPD) yang sesuai
38 | PENGENDALIAN DAN EVALUASI Peraturan Per UU dan BAPPEDA
PEMBANGUNAN DAERAH Ditetapkan tepat waktu
Persentase Rata-rata
Capaian Kinerja 100% 100%
Program RPIJMD
Persentase Penetapan
perda APBD Tepat
Waktu dan sesuai 100% 100% BPKAD
Peraturan Per
Undang-undangan
39 | PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Persentase Realisasi
Pengeluaran Kas
Daerah Terhadap 100% 100% BPKAD
Realisasi Penerimaan
Kas Daerah
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Persentase
Penyampaian Laporan
Keuangan Ke BPK RI

Tepat Waktu

100%

100%

BPKAD

PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

Persentase
Pemberdayaan Aset
Tetap Tanah dan
Bangunan

100%

100%

BPKAD

Program Kepegawaian Daerah

Nilai Indeks
Implementasi Norma,
Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK)

C (41-60)

BKPSDM

Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Persentase PNS yang
mengikuti
pengembangan
kompetensi 20 JP
pertahun

5%

50%

BKPSDM

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Persentase hasil
pemeriksaan eksternal
(temuan BPK) dan
internal (APIP) yang
telah ditindaklanjuti

INSPEKTORAT
DAERAH

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022

PROGRAM PENDAFTARAN PERSENTASE DINAS
44 99% 99%
PENDUDUK PEREKAMAN KTP-EL DUKCAPIL
Persentase DINAS
45 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Kepemilikan Akte 89% 96%
: DUKCAPIL
Kelahiran
Persentase
Peningkatan
Ketepatan Waktu
PROGRAM PELAYANAN . . DINAS
46 Penyelesaian Izin 94.98 97.48
PENANAMAN MODAL yang diterbitkan PMPTSPNAKER
Sesuai Peraturan
Perundang-undangan
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Persentase Warga
negara yang
PROGRAM PENINGKATAN memperoleh layanan SATPOL PP DAN
47 | KETENTERAMAN DAN akibat dari Penegakan 100 100 DAMKAR
KETERTIBAN UMUM g
hukum perda dan
perkada (SPM)
Prosentase
Pelaksanaan
PROGRAM PEMBINAAN DAN - .
48 | PENGEMBANGAN KETAHANAN Keﬂfﬁ’;t‘:‘i’;‘g’;ﬁa" 100 100 KESAANOPOL
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA N .
Ekonomi Sosial dan
Budaya.
Presentase
Pelaksanaan
49 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN koordinasi dan 100% 100% SEKRETARIAT
KESEJAHTERAAN RAKYAT pengembangan DAERAH
kebijakan bidang
keagamaan
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN Periir:f*l‘iiesgsegl‘g‘i”an BADAN
50 PENINGKATAN KUALITAS DAN lingkungan - 50% KESBANGPOL
FASILITASI PENANGANAN mags argkat
KONFLIK SOSIAL Y

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan

Tahunan.

Tabel 11
Rencana Program Prioritas dan Program
Pembangunan Daerah Tahun 2022

APK SD/SDLB, APK SMP/Paket
Program B, Angka Melanjutkan SD/MI Dinas
Pengelolaan ke SMP/MTs, Angka Lulusan 100% L
4,57 1,7
, Pendidikan SD/MI, Angka 54,576.061,70 | Pendidik
Meningkatnya LulusanSMP/MTs an
Kualitas 5
Layanan rogram Jumlah pengembangan Dinas
PrTY 0/
Pendidikan Pengembangan Kurikulum Muatan 100% 221,185,000 Pendidik
Kurikulum
Lokal an
_F;;zgga: Pendidikdan Persentase pendidik 81% Dinas
98 berkualifikasi S1 70,000,000 Pendidik
Kependidikan an
Angka Kematian Ibu (AKI),
Program Upaya Angka Kematian Bayi (AKB),
Pemenuhan . )
Kesehatan Prevalensi Stunting, Dinas
Perorangan dan Persentase FKTP ) 92/10000 | 5, 662 078,66 kesehat
melaksanakan pengendalian 0
Upaya Kesehatan : 7 an
Masyarakat penyakit menulardan
penyakit tidak menular
sesuai standar
Program
Ez;:ﬁr:stan Persentase pemenuhan Dinas
10/
Sumber Daya Sbm Kelsehatap dan 100% 42,076,500 kesehat
R kompetensi sesuai standar
Manusia an
Kesehatan

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

Program
Peningkatan Meningkatnya Pengarusutamaan Persentase ARG pada Dinas
Aksesibilitas R Gender dan f 13,25 %
X Kualitas belanjalangsung APBD 157,000,000 PMDPPKBPP
dan kualitas Layanan Pemberdayaan PA
Perempuan
ze'aya”a“ Pendidikan S p
asar; rogram ’
Perlqnd noan Persentase Korban 100% Dinas
p inaung KekerasanPerempuan yang 337,500,000 PMDPPKBPP
erempuan Terlayani PA
Program S .
Nilai Indeks Kabupaten Dinas
Pemenuhan Hak layak Anak 650 65,000,000 | PMDPPKBPP
Anak (PHA)
PA
Persentase anak
Program korban kekerasan Dinas
i B . ’ 0.017%
Perlindungan yang ditangan instansi ° 60,000,000 PMDPPKBPP
Khusus Anak .
terkait PA
kabupaten
Program
Pengembangan Persentase Pelaksanaan Dinas
. 1 0,
Kapasnas Daya Pengem_bangan Kapasitas 100% 1,085,100,000 Kepemuda
Saing DayaSaing Kepemudaan andan
Keolahragaan Olahraga
Program Stabilitas
HargaKebutuhan Persentase koefisien variasi Dinas
>
Pokok dan . harga antar waktu 213 240,000,000 Kop, UKM
Barang Penting dan
Perdagan
gan
Meningkatnya Program
Kuz_alltas Daya pgnlnglfatap Dinas
Beli diversifikasi dan Skoring Pola Pangan Harapan 94 Ketahanan
Masyarakat ketahanan pangan 9 9 p 715,887,800
Pangan
masyarakat
Program Dinas
Penanganan Terlaksananya 3 Desa Ketahanan
Kerawanan PenangananKerawanan 51,988,000
Pangan
Pangan Pangan
Persentase Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban
Program Umum,persentase
Penguatan Terjaganya Peningkatan en eléapsaian elanggaran 100% Satpol PP
. 9 ! g Y Ketenteraman dan p _y .p 99 978,327,500 dan
lingkungan Stabilitas . k3,jumlah satlinmas yang
. Ketertiban h . Damkar
yang kondusif Keamanan terdapat dimasyarakat,jumlah
dan seni dan perda yang
budaya lokal; Ketenteraman ditegakkan
Daerah Program Persentase cagar budaya Dinas
i i 100% .
pengembangan Kesenian tradisonal (] 910,239,300 pendidik
kebudayaan Lembagaadat yang an
dilestarikam
Program Jumlah Pelaku budaya berperan .
Pengembangan aktif dalam melestarikan 300 Dinas
Kesenian 404,322,000 Pendidik
- kebudayaan orang
Tradisional an
i Program ersentase bencana daerah
Penguatan Terjaganya Penanggulangan p . . 100% BPBD
lingkungan Stabilitas Bencana yangditanggulangi 700,662,000
yang kondusif Keamanan
dan seni dan Program
budaya lokal; Ketenteraman Pencegahan,
Persentase Pencegahan
Daerah Penanggulangan,
Penyelamatan Penanggulangan 100% Satpol PP
i Penyelamatankebakaran dan 1,612,175,000 dan
Kebakaran dan
penyelamatan non Damkar
Penyelamatan Non
kebakaran
Kebakaran
Program Dinas
Pengemban an Persentase capaian SPM 100% Perumah
g 9 bidang Perumahan Rakyat ° 785,640,000 an dan
Perumahan
Kawasan
Permukim
an
Program
Pengelolaan dan Presentase Capaian Dinas
Pengembangan SPMpelayanan 100% Perumah
Sistem Penyediaan pemenuhan kebutuhan 502,500,000 an dan
Air pokok air minum sehari-har Kawasan
Minum Permukim
an
Program
Pengelolaan dan Presentase Capaian Dinas
Pengembangan SPMPelayanan 100% Perumah
Sistem Penyediaan penyediaan pelayanan 1,232,036,000 an dan
Air pengolahan air limbah domestik Kawasan
Limbah Permukim
an
Program Dinas
. . Peng clolaan dan Persentase cakupan Pekerja
Peningkatan Meningkatkan Pengemban an layanandrainase yang 100% 7 617 857 000 an
Pembangunan Kualitas Sistgm Drair?ase menjadi kewenangan , , ) Umum
infrastruktur Infrastruktur Kabupaten dan
dan dan Penata
pengembangan Konektivitas an
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wilayah; Antar Wilayah Ruang
Dinas
Program .
Pekerja
Penataan Persentase bangunan 100% n
Bangunan pemerintah yang di 18,300,000,000 a
Umum
Gedung tata
dan
Penata
an
Ruang
Dinas
z;g:; araan Rasio Ketaatan 100% Pelene
Y 99 Pemanfaatan Ruang ° 572,438,219 an
Penataan Ruang Umum
dan
Penata
an
Ruang
Program Pengelolaan D'”a?
. . . - . Pekerja
Sumber Daya Air Panjang jaringan irigasi 100% an
(SDA) kondisi baik 35,508,134,655
Umum
dan
Penata
an
Ruang
Dinas
E;gr;\; araanJalan Panjang jalan Kabupaten dalam 79.52 P8k§”a
velenag kondisi mantap ' 59,638,901,100 a
Umum
dan
Penata
an
Ruang
Program Jumlah orang dan barang Dinas
Pengelolaan melalul dermaga, 'Jumlah 27.720/13 75,000,000 perhubun
Pelayaran lintaspelayaran yang 065.418 an
beroperasi 9
Program Presentase Perangkat Dinas
Pengelolaan Daerah yang terhubung daya 83.33 % Komunika
Aplikasi akses internet yang ! 2,014,976,000 si,
Informatika berkualitas yang Informasi
di sediakan Kominfo dan
Statistik
Program Persentase Sarana n
Penyediaan dan Pertanianyan 100% Dina
Pengembangan yang o 2,920,800,000 s
. mendukung modernisasi
Sarana Pertanian X Pertan
pertanian ian
Program
. Persentase prasarana
Penyediaan dan ertanianyan Dina
Pengembangan p yang 100% 6,957,000,000
mendukung s
Prasarana S .
X modernisasipertanian Pertan
Pertanian X
ian
Program
Pengelolaan . . o Dina
Perikanan Produksi Perikanan Tangkap 2016000% 509,000,000 s
Tangkap Perika
nan
Program
Pengelolaan Jumlah Produksi Perikanan 6454 53 Dina
Perikanan Budidaya TOI"\ 2,024,000,000 s
Peningkatan . Budidaya Perika
. Meningkatnya nan
daya saing
menuju Sektor- Program
kemandirian Sektor Pengolahan dan Jumlah Produksi Pengolahan 1.352,37 Dina
ekonomi Strategis Pemasaran Hasil Hasil perikanan Ton 322,000,000 s
. Perekonomia Perikanan Perika
daerah;
nDaerah nan
Program
Eenlnngann Jumlah industri pariwisata yang 38 Dina
aya fan berkembang 4,235,000,000 s
Destinasi -
Pariwisata Pariwis
ata
Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui Pemanfaatan Jumlah pelaku Ekfraf yang 100% Dina
danPerlindungan berkembang yang memiliki 274,000,000 s
Hak Kekayaan HAKI Pariwis
Intelektual ata
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Persentase pencapaian

Program .
sasaranpembangunan Dinas
Perekr;canaan dan industri termasuk 100% 3.384.000.000 Kop,
:Drzrlrj\sterlingunan turunan indikator ! ! ! UKM dan
pembangunanindustri dalam Perdagan
RIPIK gan
Program Dinas
Pengembangan Persentase kebijakan pro Penana
Iklim Penanaman investasi yang tersusun 70% man
Modal dandilaksanakan 51,650,000 Modal,
PTSP
dan
Tenaga
Kerja
o
Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat B man
Penanaman 245,652,800
Modal Modal,
PTSP
dan
Tenaga
Kerja
Persentase pelaku usaha Di
Peningkatan Meningkatnya Program yang memperoleh izin sesuai P inas
daya saing Sektor- Perizinan dan denganketentuan 25 3206 enana
menuju Sektor Pendaftaran (IUPP/SIUP Pusat ' 80,000,000 Mmznl
kemandirian Strategis Perusahaan Perbelanjaan dan PEI)'SEI‘D,
ekonomi daerah; Perekonomia IUTM/IUTS/SIUP Toko dan
nDaerah Swalayan) Tenaga
Kerja
Program Dinas
Peningkatan Persentase pengembangan Penana
Sarana Distribusi dan pengelolaan sarana 90% 1.723.000.000 man
Perdagangan distribusi perdagangan di ’ ! ! Modal,
wilayah kerjanya PTSP
dan
Tenaga
Kerja
Program Persentase dokumen Dinas
P_erencanaan perencanaan lingkungan 100% Lingkun
Lingkungan . 600,000,000
Hidup hidupyang tersusun gan
Hidup
Program
Pengendalian
Persentase pemantauan )
Z’en/cemaran KualitasLingkungan dan 79.18% mess
k::u::(l;n usaha/kegiatan usaha yang ’ ° 190,026,668 ";inun
Lingkungan Hidup memenuhi baku mutu Hidup
lingkungan
Program Presentase sampah o Dina
EZ?S;I:’I)ZTE‘” yangtertangani 80,70 % 399,500,000 iingkun
gan
Hidup
Program pelatihan Dinas
ker]adap. Tingkat produktivitas Penana
produkiivitas tenagakerja 6,94 1,312,117,617 man
tenaga kerja Milyar e Modal,
PTSP
dan
Tenaga
Kerja
Persentase Tenaga kerja Dinas
Program yangditempatkan (dalam Penana
Penempatan dan luarnegeri) melalui 50% 91.592.000 man
Tenaga Kerja mekanisme layanan Antar ’ ! Modal,
Kerja dalam wilayah PTSP
kabupaten/kota dan
Tenaga
Kerja
Program
Pengembangan Persentase Pelaksanaan Dinas
Kapasitas Daya Pengembangan Kapasitas 100% 1.085.100.000 Kepemud
Sang Kepemudaan DayaSaing Kepemudaan ! ! ' aandan
Olahraga
Peningkatan Meningkatnya Prog_]ra_m ) )
Penyerapan Penilaian Persentase usaha simpan Dinas
gemderataan d Tenaga Kerja Kesehatan pinjamoleh koperasi yang dinilai 93% Kop,
endapatan dan dan KSP/USP kesehatannya 60,000,000 UKM
penanggulangan ;
kemiskinan: Penanggulang Koperasi dan
an Perdagan
Kemiskinan gan
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Program . .
o
Latihan yang meng . 70,000,000 p.
) pendidikan danpelatihan UKM
Perkoperasian R
perkoperasian dan
Perdagan
gan
Program
Pemberdayaan Dinas
Usaha Menengah, Rasio pertumbuhan 10.08 Ko
Usaha Kecil dan wirausahabaru yang ! 2,870,000,000 UKpl\;l
Usaha Mikro berskala mikro
dan
Perdagan
gan
Persentase jumlah usaha .
Program mikroyang diberikan Dinas
49,59
PengembanganUMKM| - \ingan fasilitasi 200,000,000 SE?A
standarisasi dan sertifikasi dan
produk usaha
Perdagan
gan
Presentase Potensi Sumber
Program Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial (PSKS) yang medapatkan 100% Dinas
peningkatankemampuan 171,597,963 Sosial
dan pengetahuan
kesejahteraan sosial
Zroosgi):lm Rehabilitasi Presentase Capaian SPM 100% Dinas
bidang Sosial untuk 333,739,000 Sosial
Rehabilitasi Sosial
Program
Perlindungandan Persentase PF_’KS. yang 100% Dinas
Jamnan mendapatkan jaminan 514,222,845 Sosial
Sosal sosial
Program Din
- 0,
i::gigi:(an Persentase Perekaman e-KTP 99% 156,343,500 as
Dukc
apil
Program Pencatatan | JCIoNEe ik Aa | oo Din
) Sipil un yang ik 0 111,856,000 as
Mewujudkan Meningkatnya Kelahiran bBuke
good and clean Kinerja apil
Pemerintahan
governance an Program
yangberbasis xk ?“ beldan Perencanaan,
teknologi p Iu abeldal Pengendalian Dan Persentase keselarasan 100% BAPPEDA
informasi. Pet:_ykanan Evaluasi sasaranprogram RKPD 524,000,000
uplikyang Pembangunan dengan RPIJMD
Baik
Daerah
E;%ggr;g:aan Persentase Perangkat
i 0/
Keuangan Daerah yang menyampaikan 100% 4,706,222,050 BPKAD
RKA TepatWaktu
Daerah
Program
Pengelolaan Cakupan ketersediaan data aset o
Barang Milik yang akurat 100% 899,408,300 BPKAD
Daerah
Program
Pengelolaan Deviasi realisasi PAD -1
Pendapatan terhadapanggaran PAD 1,009,182,000 BAPENDA
Daerah dalam APBD
Program Nilai Indeks Implementasi
Kepegawaian Norma, Standar, Prosedur dan C 2. 907.520.800 BKPSDM
Daerah Kriteria (NSPK) e
Ere%gg?r:bangan Persentase PNS yang
- o
Sumber Daya menglkutlp_engembangan 50% 1,313,671,250 BKPSDM
. kompetensi 20 JP pertahun
Manusia
Meninakat ;:ng;ae?gpe::::ga;n Persentase Perangkat
eningkatnya o
Kinerja Daerah z:iza;p;f‘klgn 100% 860,000,000 | SAPPEDA
Pemerintahan penghargaan inovasi
yang daerah
R pan Program Persentase hasil Inspekto
Pela_yanan Penyelenggaraa 100% p
Publik yan: pengawasanyang 2,303,079,000 rat
yang n Pengawasan - )
Mewujudkan Baik ditindaklanjuti Daera
good and clean h
governance Program Perumusan
yangberbasis Kebijakan, Insidensi Inspekio
teknologi Pendampingan Penyimpangan/penyalahgunaan 3 676.294.000 th
informasi. Dan Asistensi yang terjadi Daera
h
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Program

Penyelenggaraan
PemerintahanDan
Pelayanan Publik

Persentase Desa/Kelurahan
yang menyelenggarakan
fungsipemerintahan berbasis
kepuasan masyarakat

100%

26,975,000

Kecamatan

Meningkatnya
kualitas
pengamalan
keagamaan

Program
PemerintahanDan
Kesejahteraan
Rakyat

Pelaksanaan Pelaksanaan
koordinasi dan
pengembangankebijakan
bidang keagamaan

100%

22,209,472,854

Bag.
Kesr

a
Setd
a

Program Pembinaan
Dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Dan Budaya

Prosentase Pelaksanaan
Kebijakan Pembinaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial

100%

116,432,200

Bada
n

Kesbang
pol

danBudaya.

Sumber : RKPD Kabupaten Barru 2022

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal
11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal, maka penerapan SPM di daerah Kabupaten
Barru adalah sejumlah 6 (enam) bidang urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan
Penaataan Perumahan dan kawasan Pemukiman,

Ruang, Rakyat

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang
telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi
ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan
lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada
masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan
daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat

hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada
seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung

jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.
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Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan
yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan
pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui
pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan
untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan
pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan
pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada
kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga

dikatakan sebagai pelayanan minimal.

A.Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah
sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal;

2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,;

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang
Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor
741/Menkes/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang
SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai
berikut :
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1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM
merupakan bagian integral dari Pembangunan yang
berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik
tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis,
tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan
oleh masyarakat.

3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa
mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada
masyarakat.

4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola
dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya.

5. Bersifat dinamis

B. Kebijakan Umum

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh
Pemerintah Kabupaten Barru untuk mencapai sasaran adalah
meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan
sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian
diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi
diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan

efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan
bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk menyusun perencanaan dan
pengganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah
Kabupaten Barru menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat
target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu
pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana
pencapaian SPM dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja

Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM
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dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja
OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) sesuai
klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah.

C. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Barru dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan
arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar
untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

mewujudkan tujuan dan sasaran.

D. Alokasi Anggaran yang terkait dengan SPM Sebagai Berikut:
1.)SPM Dinas Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel. 12
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM PAUD
No. Uraian Tahun 2022
1 Alokasi PAUD Rp. 10.979.137.130,-
2 Total Belanja Langsung Dinas Rp. 52.179.666.296,-
Pendidikan
3 Persentase alokasi 21,04%

Sumber data Dinas Pendidikan

b. Pendidikan Dasar

Tabel. 13
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM Pendidikan Dasar
No. Uraian Tahun 2022
1 | Alokasi Pendidikan Dasar Rp. 36.802.164.987,-
2 | Total belanja langsung Dinas Rp. 52.179.666.296,-
Pendidikan
3 Persentase alokasi 70,52%

Sumber data Dinas Pendidikan 2022
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c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel.14
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM Pendidikan Kesetaraan

No. Uraian Tahun 2022
1 | Alokasi Pendidikan Kesetaraan Rp. 3.001.477.743,-
2 | Total Belanja Langsung Dinas Rp. 52.179.666.296,-
Pendidikan
3 | Persentase alokasi 5,75%

Sumber data Dinas Pendidikan 2022

2.)Bidang Urusan Kesehatan

Tabel.15
Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2022

No. | Uraian Tahun 2022

1 Alokasi Urusan Kesehatan Rp. 205.645.853.211,-
2 Total Belanja Langsung Rp . 232.114.441.874,-
3 Persentase alokasi 89 %

3.)Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel.16
Alokasi Anggaran Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2022
No. Uraian Tahun 2022
1 | Alokasi Urusan Perumahan Rp. 2,638,311,000,-
Rakyat
Total Belanja Langsung Rp. 8,889,664,665.-
3 | Persentase alokasi 29,67 %

4.)Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat

Tabel.17
Alokasi Anggaran Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan

Masyarakat Tahun 2022

No. Uraian Tahun 2022
1 | Alokasi Urusan Ketentraman, Rp 7.513.843.263,-
ketertiban Umum & Perlindungan

Masyarakat
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Total Belanja Langsung Rp 8.245.929.924.-

Persentase alokasi 95,28 %

5.)Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel.18
Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2022
No. Uraian Tahun 2022

1 | Alokasi Urusan Penanggulangan Rp. 2.560.154.084,-
Bencana Daerah
2 | Total Belanja Langsung Rp. 3.015.581.446,-

3 Persentase alokasi 92,53 %

6.)Bidang Urusan Sosial

Tabel.19
Alokasi Anggaran Tahun 2022

i i Jumlah Anggaran
No. | Jenis Belanja Keterangan
(Rp)

1. APBD 4.732.601.555

2. APBN 6.014.250 Program Keluarga
Harapan 8342 KPM

3. APBN 2.016.000.000 Program BPNT 1080
KPM
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BAB Il
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian
kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya
dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai
berikut:

TABEL 20
CAPAIAN KINERJA MAKRO KABUPATEN BARRU

No | Indikator Kinerja Capaian Kinerja Capaian Perubahan (%)
Makro Tahun N-1 Kinerja Tahun N
(2021) (2022)

1 2 3 4 5

1 | Indeks 71,13 71,53
Pembangunan
Manusia

2 | Persentase 8,68 8,4
Penduduk
Miskin

3 | Persentase 6,74 5,32
tingkat
pengangguran
terbuka

4 | Pertumbuhan 4,77 5,11
Ekonomi

5 | Pendapatan  Per 43430 47500
kapita (Juta Rp)

6 | Ketimpangan 0,36 0,36
Pendapatan (Gini
Ratio)

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan



Capaian

urusan

pemerintahan

merupakan

gambaran

dari

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

menjadi

tentang pemerintahan daerah.

kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran
Tabel 21
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran
Kabupaten Barru Tahun 2022
No Urusan Indikator Kinerja Kunci Capaian Sumber Data |Keteranga
Pemerintahan Keluaran (Output) Kinerja n
@ @ (3) (4) (5) (6)
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi
Jumiah Satuan Pendidikan Anak| 225 [L. Laporan
Usia Dini Terakreditasi Individu
Jumlah peserta didik PAUD yang 3904 |Sekolah dan
menerima perlengkapan dasar DAPODIK
peserta didik dari Pemerintah Dinas
Daerah Pendidikan dan
Jumlah peserta didik PAUD yang 3859  |Kebudayaan
menerima pembebasan biayal Kabupaten
Pendidikan Barru 2. Data
Jumlah  kebutuhan  minimal 498  |Penduduk
Jumlah pendidik pada PAUD 550 |Dinas
Jumlah pendidik PAUD yang 3859 |Kependudukan
memiliki ijazah diploma empat (D- dan Pencatatan
IV) atau sarjana (S1) bidang Sipil Kabupaten
pendidikan anak usia dini, Barru
kependidikan lain atau psikologi
dan sertifikat profesi guru
pendidikan anak usia dini
Jumlah kepala sekolah PAUD 173

yang memiliki ijazah D-IV atau
S1, sertifikat pendidik dan surat
tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah
untuk PAUD formal atau sertifikat
pendidikan dan pelatihan kepala
satuan PAUD non-formal dari
lembaga pemerintahan

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar

Jumlah SD dan SMP Negeri
Terakreditasi

236

1. Laporan
Individu
Sekolah dan
DAPODIK




Jumlah peserta didik jenjang
sekolah dasar yang menerima
perlengkapan dasar peserta didik
dari Pemerintah Daerah

16798

Jumlah peserta didik jenjang
sekolah menengah pertama yang
menerima perlengkapan dasar

6988

Jumlah peserta didik
jenjang sekolah dasar
menerima pembebasan
pendidikan

pada

yang
biaya

16798

Jumlah peserta didik pada
jenjang sekolah menengah
pertama yang menerima,

pembebasan biaya pendidikan

6988

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada jenjang sekolah
dasar

1644

Jumlah kebutuhan minimal
pendidik pada jenjang sekolah
menengah pertama

642

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten
Barru 2. Data
Penduduk
Semester 2
Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil Kabupaten
Barru

Jumlah pendidik pada jenjang
sekolah dasar

1310

Jumlah pendidik pada jenjang
sekolah menengah pertama

502

minimal
pada

Jumlah kebutuhan
tenaga kependidikan
jenjang sekolah dasar

1644

jumlah kebutuhan minimal tenagal
kependidikan pada jenjang
sekolah menengah pertama

502

jumlah tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah dasar

1310

jumlah tenaga kependidikan pada
jenjang sekolah menengah
pertama

502

Jumlah pendidik pada jenjang
sekolah dasar yang memiliki
ijazah diploma empat (D-1V) atau
sarjana (S1) dan sertifikat
pendidik

1310

Jumlah pendidik pada jenjang
sekolah menengah pertama yang
memiliki ijazah diploma empat (D-
IV) atau sarjana (S1) dan

502

jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijjazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah

197




Jumlah kepala sekolah pada 35
jenjang sekolah menengah
pertama yang memiliki ijazah D-
IV atau S1, sertifikat pendidik dan
surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah

Jumlah tenaga penunjang lainnya 552
pada jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijazah SMA/sederajat

Jumlah tenaga penunjang lainnya 277
pada jenjang sekolah menengah
pertama yang memiliki ijazah
SMA/sederajat

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Jumlah satuan pendidikan 8 |1. Laporan
kesetaraan terakreditasi Individu
Jumlah peserta didik pendidikan 1154  |Sekolah dan
kesetaraan yang menerima DAPODIK
perlengkapan dasar peserta didik Dinas
dari Pemerintah Daerah Pendidikan dan
Jumlah peserta didik ppendidikan 980  |Kebudayaan
kesetaraan yang menerimal Kabupaten
pembebasan biaya pendidikan Barru 2. Data
Penduduk

Jumlah kebutuhan minimal 122 semester 2
pendidik pada satuan pendidikan Dinas
keset

esetaraan __ Kependudukan
Jumlah pendidik pada satuan 202 dan Pencatatan
pendidikan ke§e.taraan Sipil Kabupaten
Jumlah pendidik pada satuan 198

Barru
pendidikan  kesetaraan yang

memiliki ijazah diploma empat (D-
IV) atau sarjana (S1)

Jumlah kepala sekolah pada 4
jenjang sekolah dasar yang
memiliki ijjazah D-IV atau S1,
sertifikat pendidik dan surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan
calon kepala sekolah

Jumlah kepala sekolah pada 4
satuan pendidikan kesetaraan
yang memiliki ijazah D-I1V atau S1

Kesehatan

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Jumlah RS Rujukan 1 Dinas
kabupaten/kota yang memenuhi Kesehatan
sarana, prasarana dan alat Kabupaten
kesehatan (SPA) sesuai standar Barru

Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi




Jumlah RS dibina
dipersiapkan akreditasinya

dan

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Barru

Persentase ibu hamil mendap

atkan pelayanan kesehatan

ibu hamil

Jumlah dukungan logistik 3969
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan untuk 158

pelayanan antenatal

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Barru

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Jumlah dukungan logistik 2963 Dinas

kesehatan yang tersedia Kesehatan
Kabupaten

Jumlah SDM kesehatan untuk 158 Barru

pelayanan persalinan sesuai

standar

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi

hari Iahir

Jumlah dukungan logistik 2965 Dinas

kesehatan yang tersedia Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan untuk 171 Kabupaten

pelayanan neonatal esensial Barru

sesuai standar

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Jumlah dukungan logistikl 10216 Dinas

kesehatan yang tersedia Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan untuk 180 Kabupaten

Barru

pelayanan  kesehatan  balita

sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar

Dinas
Kesehatan
Kabupaten

Jumlah dukungan logistik ~ 3571
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan untuk 67

pelayanan kesehatan anak usia
pendidikan dasar sesuai standar

Barru

Persentase orang usia 15-59 t
kesehatan sesuai standar

ahun mendapatkan skrining

Dinas
Kesehatan

Jumlah dukungan logistik 1900
kesehatan yang tersedia
Jumlah SDM kesehatan untuk 70

pelayanan kesehatan sesuai

standar

Kabupaten
Barru

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah dukungan
kesehatan yang tersedia

logistik

1321

Dinas
Kesehatan




Jumlah SDM kesehatan untuk
pelayanan kesehatan sesuai
standar

70

Kabupaten
Barru

kesehatan sesuai standar

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan

Jumlah dukungan logistik 27 Dinas
kesehatan yang tersedia Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan untuk 70 Kabupaten
pelayanan kesehatan sesuai Barru
standar

sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Jumlah dukungan logistik 6 Dinas
kesehatan yang tersedia Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan untuk 179 Kabupaten
pelayanan kesehatan sesuai Barru
standar

jiwa sesuai standar

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan

pelayanan kesehatan sesuai

standar

Jumlah dukungan logistik 2331 Dinas

kesehatan yang tersedia Kesehatan
Kabupaten

Jumlah SDM kesehatan untuk 66 Barru

cnciiai etandar

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC

Jumlah dukungan logistik 2062 Dinas
kesehatan yang tersedia Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan untuk 38 Kag:pr)rfﬁen
pelayanan kesehatan sesuai

standar

Persentase orang dengan resiko terinfeks
pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

i HIV mendapatkan

Jumlah dukungan
kesehatan yang tersedia

logistik

Dinas
Kesehatan

Jumlah SDM kesehatan untuk
pelayanan kesehatan sesuai
standar

Kabupaten
Barru

dungi oleh
Kabupaten

Pekerjaan Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlin

Umum dan infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan

Penataan Ruang e . - -
Luas kawasan permukiman  7857,6 Dinas
rawan banjir di WS kewenangan Pekerjaan
kabupaten/kota (ha) Umum, Tata
Panjang sungai di kawasan 5309 Ruang,
permukiman yang rawan banjir di Perumahan
WS kewenangan kabupaten/kota] dan Kawasan
(m) Permukiman
Luas kawasan permukiman 450,3 Kabupaten
sepanjang pantai yang rawan Barru

abrasi erosi dan akresi di WS
kewenangan kabupaten/kota
(HA)




Panjang pantai di kawasan
permukiman yg rawan abrasi,
erosi, akresi di WS kewenangan
kab/kota (ha)

37420

Rencana Tata Pengaturan air dan
tata pengairan/[oa pengelolaan
SD Air WS Kewenangan
kabupaten/kota

Rencana Teknis tata pengaturan
air dan tata pengairan/rencana
pengelolaan sumber daya air
kewenangan kabupaten/kota

Data prasarana dan sarana
pengaman pantai dan sungai

milik pemerintah kab/kota

11410

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani

oleh jaringan irigasi

Persentase panjang jaringan
irigasi primer kondisi baik

54,6877796

Persentase panjang jaringan
irigasi sekunder dalam kondisi
baik

55,0166714

Persentase panjang jaringan
irigasi tersier dalam kondisi baik

47,999798

Persentase  jumlah  rumah
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan

Dinas
Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten
Barru

Penetapan dokumen RISPAM
kabupaten/kota (Ada /Tidak)

Tidak

Tersusun dan
JAKSTRADA
(Ada/Tidak)

ditetapkannyal
Kab/Kotal

Tidak

Jumlah BUMD dan/atau UPTD
Kab/Kota Penyelenggara SPAM
(Ada/Tidak)

Jumlah izin yang diberikan
kepada Badan Usaha untuk
melakukan Penyelenggaraan
SPAM

Jumlah kerjasama
penyelenggaraan SPAM dengan
Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lain.

39

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan

pengolahan air limbah domestic

Jumlah rumah dengan akses unit
pengolahan  setempat  untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan
dasar menggunakan SPALD S

1740

Dinas
Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,




Jumlah rumah dengan akses
sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan
dasar menggunakan SPALD-T

3920

Jumlah rumah dengan akses unit
pengolahan setempat dan data
jumlah rumah dengan akses
sambungan rumah untuk
kegiatan pemenuhan pelayanan
dasar menggunakan SPALD S
dan SPALD T

3920

Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten
Barru

sudah
jasa

Jumlah rumah yang
menerima pelayanan
penyedotan lumpur tinja

69

sudah
jasa

Jumlah rumah yang
menerima pelayanan
pengolahan lumpur tinja

69

Jumlah rumah yang sudah
menerima pelayanan jasa
pengolahan air limbah domestik

3920

Kinerja penyediaan pelayanan
SPALD S akses dasar

100

Kinerja penyediaan pelayanan
SPALD S akses aman

0,1458219

Kinerja penyediaan pelayanan
SPALD T akses aman

89,7959184

10

Kinerja penyediaan unit

pengolahan setempat

100

11

Kinerja penyediaan sarana
pengangkutan lumpur tinja

100

12

Kinerja penyediaan prasarana
pengolahan lumpur tinja

100

13

Kinerja penyediaan sambungan
rumah yang tersambung ke
IPALD

89,7959184

14

Kinerja penyediaan
penyedotan lumpur tinja

jasa

0,1458219

Rasio kepatuhan IMB Kabupaten /Kota

Rasio bangunan gedung (kecuali
rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sederhana) yang laik fungsi

100

Jumlah IMB yang diberikan oleh
Pemerintah  Kab/Kota dalam
tahun eksisting

250

Peraturan Daerah
Bangunan/Gedung

Penetapan
tentang
(Ada/Tidak)

Tidak

Dinas
Pekerjaan
Umum, Tata
Ruang,
Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten
Barru

Penetapan Keputusan
Bupati/Walikota tentang Tim Ahli
Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)

Tidak

Jumlah bangunan gedung yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota
untuk dilindungi dan dilestarikan

24




Jumlah bangunan gedung negara
milik pemerintah kabupaten/kota
yang dipelihara/dirawat

Jumlah bangunan gedung yang 0
ditetapkan oleh Bupati/Walikota
untuk  kepentingan  strategis
daerah provinsi
Jumlah bangunan gedung negara| 335
milik Pemerintah Kab/Kota

335

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota
Panjang jalan berdasarkan yang 683,36 Dinas
ditetapkan Kepala Daerah dalam Pekerjaan
SK Jalan Kewenangan Kab/Kota Umum. Tata
Panjang jalan yang dibangun 1 Ruang,
Perumahan

Panjang jembatan yang dibangun 1

1ang) yang g dan Kawasan
Panjang jalan yang ditingkatkan| 4470,45 N -
(struktur/fungsi)
Panjang jembatan yang 1
diganti/dilebarkan
Panjang jalan yang| 13132,29
direkonstruksi/direhabilitasi
Panjang jembatan yang 30,25
direhabilitasi
Panjang jalan yang dipelihara 65,53
Panjang jembatan yang 30
dipelihara

lrnrmanntAanea:

Rasio tenaga operator /teknisi /analisis ya

potensi pasar jasa konstruksi di
wilayah kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang bersumber
dari APBD Kab/Kota

Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli 1 Dinas
Konstruksi di wilayah Pekerjaan
kabupaten/kota Umum. Tata
Jumlah tenaga kerja konstruksi 8 Ruang,
kabupaten/kota dan Kawasan
Jumlah tenaga kerja konstruksi 2 Permukiman
terlatin yang tersertifikasi ahli di Kabupaten
wilayah kabupaten/kota Barru
Terselenggaranya Sistem 1

Informasi Pembina Jasa

Konstruksi Cakupan

kabupaten/kota yang aktif dengan

data termutakhir

Tersedianya data dan informasi 1

ng memiliki sertifikat




Tersedianya data dan informasi
potensi pasar jasa konstruksi di
wilayah kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang bersumber
dari APBN

Tersedianya data dan informasi
potensi pasar jasa konstruksi di
wilayah kabupaten/kota untuk
tahun berjalan yang bersumber
dari pendanaan lainnya

Tersedianya data dan informasi
paket pekerjaan jasa konstruksi
sesuai kewenangannya yang
sudah dan sedang dilaskanakan
oleh badan usaha jasa konstruksi
yang termutakhir secara berkala

Tersedianya data dan profil OPD
sub-urusan  jasa konstruksi
kabupaten/kota

10

Tersedianya data dan informasi
pelatihan tenaga operator dan
teknisi/analis konstruksi di
wilayah kabuapten/kota yang
dilaksanakan sendiri atau melalui
kerjasama dengan Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Kerja
(LPPK) vyang diregistrasi oleh
menteri yang memb yang
membidangi jasa konstruksi,
asosiasi  profesi, perguruan
tinggi dan instansi pemerintah

11

Tersedianya data dan informasi
tenaga kerja konstruksi yang
terlatih di wilayah kabupaten/kota
yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan operator dan
teknisi/analis

12

Tersedianya data dan informasi
tenaga kerja konstruksi terlatih
yang tersertifikasi
operator/teknisi/analis di wilayah
kab/kota

13

Tersedianya data dan informasi
badan usaha yang mendapatkan
pembinaan di wilayah
kabupaten/kota

14

Tersedianya data dan informasi
pemenuhan komitmen
permohonan IUJK badan usaha
dan TDUP yang disetujui




15

Tersedianya data dan informasi
hasil pengawasan
ketidaksesuaian  jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi usaha
dengan kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya

16

Tersedianya data dan informasi
kecelakaan  konstruksi  pada
proyek yang menjadi
kewenangan pengawasannya

17

Tersedianya data dan informasi
hasil pengawasan
ketidaksesuaian  jenis,  sifat,
klasifikasi, layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi usaha
dengan segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya

18

Jumlah badan usaha yang
memiliki  ITUJKN di  wilayah
kab/kota

19

Jumlah usaha perseorangan
yang memiliki TDUP di wilayah
kabupaten/kota

20

Jumlah badan usaha yang
memiliki ITUJKN vyang terlibat
dalam proyek di wilayah Kab/Kota|

21

Jumlah badan usaha yang
mendapatkan  pembinaan  di
wilayah Kab/Kota

22

Jumlah pemenuhan komitmen
permohonan IUJK badan usaha
dan TDUP yang disetujui

23

Jumlah  pengawasan terkait
ketidaksesuaian  jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi usaha
dengan kegiatan usaha jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya

24

Jumlah kecelakaan konstruksi
pada proyek yang menjadi
kewenangan pengawasannya

25

Jumlah  pengawasan terkait
ketidaksesuaian  jenis, sifat,
klasifikasi, layanan usaha, bentuk
dan/atau kualifikasi usaha
dengan segmentasi pasar jasa
konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya




Perumahan dan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana

Kawasan kabupaten/kota
Permukiman

Jumlah rumah yang berada pada] 47318 Dinas
1 kawasan rawan bencana dan Pekerjaan
rencana penanganannya Umum, Tata

Ruang,

2 Jumlah rumah vyang terkena 204
Perumahan

bencana alam

Jumlah RT, KK dan Jiwa korban| 552 dan Kawasan

yang rumahnya terkena bencanal Permukiman
alam Kabupaten

Jumlah unit rumah korban 17
bencana yang direhabilitasi
sesuai dengan rencana aksi

Jumlah unit rumah korban 1
bencana yang dibangun kembali
sesuai dengan rencana aksi

Jumlah unit rumah korban 1
6 bencana yang dibangun
baru/relokasi sesuai dengan
rencana aksi

Jumlah unit dan lokasi rumah 1
7 sewa yang akan menjadi tempat
tinggal sementara korban
bencana

8 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban 28
bencana yang terfasilitasi

9 Jumlah, luasan dan lokasi 1
pencadangan lahan

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak
relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Jumlah rumah tangga penerimal 1 Dinas
layanan yang telah mendapatkan Pekerjaan
fasilitasi ganti kerugian aset Umum, Tata
properti berdasarkan rencana Ruang,
pemenuhan SPM Perumahan
Jumlah rumah tangga penerima 1 dan Kawasan
kegiatan layanan yang belum Permukiman
mendapatkan fasilitasi
penggantian hak atas tanah Kabupaten
Barru

dan/atau bangunan berdasarkan
rencana pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerima 1
kegiatan layanan subsidi uang
sewa  berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

Jumlah rumah tangga penerimal 1
kegiatan layanan yang telah
mendapatkan penyediaan rumah
layak huni berdasarkan rencana
pemenuhan SPM




Jumlah rumah tangga penerima 1
layanan yang belum
mendapatkan penyediaan rumah
layak huni berdasarkan rencana
pemenuhan SPM

Jumlah  total Iluasan (Ha) 1
pengadaan tanah

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/
kota yang ditangani

1 Jumlah luasan (Ha) kawasan 20,96 Dinas
permukiman kumuh < 10 Ha Pekerjaan
2 Jumlah unit peningkatan kualitas 374 Umum, Tata
RTLH Ruang,
Perumahan
Jumlah luasan (ha) penanganan 18,07 d
3 i an Kawasan
infrastruktur kawasan kumuh Permukiman
Kabupaten
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
1 Jumlah rumah di kab/kota 47318 Dinas
Pekerjaan
2 Jumlah unit PK RTLH 374 Umum, Tata
3 Jumlah rumah tidak layak huni 220 Ruang,
Perumahan
4 Jumlah rumah yang tidak dihuni 1 dan Kawasan
5  |Rasio rumah dan KK 1,3160531 | Permukiman
Kabupaten
6 Jumlah rumah pembangunan 177 Barru
baru
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)
1 Jumlah perumahan yang 22
terfasilitasi PSU
2 Jumlah unit rumah yang sudah|] 46663
difasilitasi air minum
3 Jumlah  unit rumah  yang 472
terfasilitasi jalan lingkungan
Jumlah  unit rumah yangl 46663
4 terfasiltasi akses sanitasi (on site
off site)
5 Jumlah perumahan yang 1
terfasilitasi RTNH
6 Jumlah  unit rumah  yang 0
terfasilitasi akses PJU
7 Jumlah pengembang yang 1
tersertifikasi
8 Jumlah pengembang yang 1
terregistrasi
Jumlah pengembang yang 1
9 mendapat  penyuluhan  atau
pelatihan

Ketenteraman,
Ketertiban
Umum Dan

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan




Perlindungan Jumlah pelanggaran dan 7 Satpol PP,
Masyarakat 1  jpengaduan trantibum dalam Damkar dan

Kab/Kota yang ditangani Penyelamatan
Kabupaten

2 Jumlah Satlinmas yang terlatih 898 Barru

dan dikukuhkan

3 Jumlah Perda dan Perkada yang 16
ditegakkan

Jumlah Polisi Pamong Praja yang 3
memiliki kualitas sebagai PPNS

Tersedianya SOP dalam 7
5 penegakan Perda dan Perkada
serta penanganan gangguan
trantibum

6 Tersedianya sarana prasarana 6
minimal

Jumlah warga negara yang
7 memperoleh layanan informasi
rawan bencana

Persentase penyelesaian 0
dokumen KRB sampai dengan
dinyatakan sah/legal

Persentase jumlah penduduk dii 177648
kawasan rawan bencana yang
9 memperoleh informasi rawan
bencana sesuai jenis ancaman
bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase penyelesaian 71,43
dokumen RPB sampai
dinyatakan sah/legal

Persentase penyelesaian 71,43
dokumen Renkon sampai
dinyatakan sah/legal

3 Persentase jumlah aparatur dan| 0,0005
warga negara yang ikut pelatihan

4 Persentase warga negara yang, 0,0004
ikut pelatihan

Persentase warga negara yang 100
mendapat layanan pusdalops
S penanggulangan bencana dan
sarana prasarana
penanggulangan bencana

Persentase warga negara yang 100
6 mendapat peralatan
perlindungan

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana




Persentase kecepatan respon 0
kurang dari 24 jam untuk setiap
status KLB

Persentase kecepatan respon 0
kurang dari 24 jam untuk setiap
status darurat bencana

Persentase jumlah petugas yang 100
aktif dalam penanganan darurat
bencana

Persentase jumlah korban 100

berhasil dicari, ditolong dan
dievakuasi terhadap kejadian
bencana

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korba
kebakaran

Jumlah dan jenis layanan 56
penyelamatan dan evakuasi pada
kondisi membahayakan manusia
(operasi darurat non kebakaran)
oleh Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan di
kabupaten/kota

Tersedianya pos sektor damkar 7
yang dilengkapi sarana
prasarana damkar, sarana
prasarana  penyelamatan  di
kantor kecamatan

Tersedianya aparatur selama 24 125
(jam) yang dilaksanakan secara
bergantian  (shift) di kantor

kecamatan
Pos Damkar yang dilengkapi 1
dengan sarana/prasarana

damkar, sarana prasarana
penyelamatan dan evakuasi di
setiap keluarahan/desa

Jumlah dan jenis sarana 6
prasarana pemadaman,
penyelamatan dan evakuasi

Jumlah  aparatur  pemadam 1
kebakaran yang memenuhi
Standar Kualifikasi Pemadam
sebagaimana dimaksud
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Standar  Kualifikasi ~ Aparatur
Pemadam Kebakaran

Jumlah relawan kebakaran di 1
bawah binaan Dimas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
atau perangkat daerah yang
menyelenggarakan sub urusan
kebakaran Jumlah peningkatan
kapasitas aparatur pemadam
kebakaran




Jumlah peningkatan kapasitas 2
aparatur pemadam kebakaran

Sosial

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenubhi
kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

Jumlah layanan data dan 69 Dinas Sosial
pengaduaan yang dimiliki Kabupaten
Barru

Jumlah data penyandang 69
disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjur usia terlantar dan
gepeng yang untuk masuk dalam
data terpadu FM dan OTM

Jumlah Tim Reaksi Cepat yang 2
dibentuk

Jumlah penyandang disabilitas 69
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
dijangkau

Jumlah kendaraan roda empat 2
yang akses khusus layanan
kedaruratan yang dimiliki

Jumlah penyandang disabilitas 69
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
menerima paket permakanan
sesuai standar gizi

Jumlahrumah  singgah/shelter/ 1
tempat tinggal sementara yang
dimiliki sesuai standar

Jumlah penyandang disabilitas 15
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
menerima paket sandang

Jumlah penyandang disabilitas 2
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
memanfaatkan alat bantu

10

Jumlah alat bantu yang tersedia 2
di rumah singgah/shelter

11

Jumlah paket perbekalan 1
kesehatan yang tersedia

12

Jumlah penyandang disabilitas 4
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
memanfaatkan paket perbekalan
kesehatan

13

Jumlah tenaga kesehatan yang
disediakan di rumah singgah




14

Jumlah pekerja sosial 10
professional dan/atau TKS
dan/atau relawan sosial yang
disediakan

15

Jumlah penyandang disabilitas 69
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
mendapatkan bimbingan fisik,
mental dan sosial sesuai standar

16

Jumlah bimbingan sosial yang 1
dilaksanakan kepada keluarga
dan masyarakat

17

Jumlah penyandang disabilitas 6
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
difasilitasi untuk mendapatkan
dokumen kependudukan

18

Jumlah penyandang disabilitas 50
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
mendapatkan akses layanan
pendidikan dan kesehatan dasar

19

Jumlah penyandang disabilitas 10
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
mendapatkan layanan
penelusuran keluarga

20

Jumlah penyandang disabilitas 8
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
direunifikasi dengan keluarga

21

Jumlah penyandang disabilitas 11
terlantar, anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan gepeng yang
dirujuk

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota

Jumlah korban bencana yang 444
mendapat makanan

Jumlah  korban bencana yang 67
menerima paket sandang

Jumlah tempat penampungan 2
pengungsi yang dimiliki

Jumlah paket permakanan 444
khusus bagi kelompok rentan

Jumlah korban bencana yang 444
meneriman pelayanan dukungan
psikososial

Jumlah Pekerja Sosial 27
Profesional/tenaga
kesejahteraan sosial dan/atau
relawan sosial yang tersedia

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar




Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana

tenaga kerja

Dokumen perencanaan tenaga
kerja kabupaten/kota.

1 Dinas Tenaga
Kerja
Kabupaten

Persentase  akurasi  proyeksi
indikator dalam rencana tenaga
kerja.

Barru

Jumlah perusahaan yang
menyusun rencana tenaga kerja
di kabupaten/kota.

Persentase tenaga kerjal
bersertifikat kompetensi

Persentase penerapan Program
PBK dengan kualifikasi klaster

100

Persentase instruktur
bersertifikatkompetensi

100

Rasio jumlah instruktur terhadap
peserta pelatihan

0,05

Persentase LPK yang
terakreditasi

15

Persentase LPK yang memiliki
perizinan

60

10

Jumlah penganggur yang dilatih

10

11

Persentase lulusan bersertifikat
pelatihan

100

12

Persentase penyerapan lulusan

75

13

Lulusan bersertifikat kompetensi

40

14

Jumlah Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKI) yang
diberikan pelatihan

15

Jumlah pelatihan Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI)/Calon
Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

Tingkat Produktivitas Tenaga

Kerja

Persentase perusahaan yang
menerapkan program
peningkatan produktivitas

10,26

Data tingkat produktivitas total

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang

layak (PP/PKB, LKS Bipartit,

Struktur Skala Upah, dan terdaftar

peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase perusahaan yang
telah memiliki Peraturan
Perusahaan (PP)

15

Persentase perusahaan yang
telah memiliki Perjanjian Kerja

Bersama (PKB)

24




Rekapitulasi  tahunan jumlah
konfederasi SP/SB yang tercatat,
federasi SP/SB yang tercatat,

3 SP/SB di perusahaan yang
tercatat, SP/SB di luar|
perusahaan yang tercatat dan
anggota SP/SB di perusahaan
Persentase perusahaan yang 100

4 sudah menyusun struktur skalal
upah.

Persentase perusahaan yang 100

5 telah terdaftar sebatai pesertal
BPJS Ketenagakerjaan

6 Persentase jumlah perusahaan 2,56
yang berselisih

7 Jumlah mogok kerja 1

8 Jumlah penutupan perusahaan 1

9 Jumlah perselisihan kepentingan 2,56
Jumlah perselisihan antar Serikat 2,56

10 Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)
dalam 1 (satu) perusahaan

11 |Jumlah perselisihan PHK 2,56

1, {umiah pekerja/buruh yang ter- 20
PHK
Jumlah perselisihan yang 1

13 (diselesaikan melalui perundingan
bipartite
Lembaga Kerja Sama (LKS) 1

14 Tripartit kabupaten/kota yang
diberdayakan
Persentase perselisihan 100
hubungan industrial yang

15 diselesaikan melalui Perjanjian
Bersama oleh Mediator|
Hubungan Industrial
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar
Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah
Jumlah ‘Iowondan kerja yang 590

1 tersedia di wilayah
kabupaten/kota

> Jumlah  pencari kerja yang 1378
terdaftar di kab/kota

3 Jumlah Bursa Kerja Khusus 2

(BKK) wilayah kab/kota




Jumlah Tenaga Kerja Khusus 2

4 terdaftar dalam satu
kabupaten/kota
5 Jumlah Pejabat  Fungsional 2

Pengantar Kerja

Jumlah Lembaga Penempatan 2
6 Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
antar kerja lokal dalam satu
wilayah kab/kota

Jumlah perjanjian kerja yang 7
7 disahkan oleh dinas bidang
ketenagakerjaan Kab/Kota.

Jumlah penempatan tenaga kerja 1
8 melalui Informasi Pasar Kerja
(IPK) Online (SISNAKER)

Jumlah Calon Pekerja Migran 1

9 Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga

Kerja Indonesia (CTKI)yang
mendapatkan sosialisasi

Jumlah Calon Pekerja Migran 1
10 Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga
Kerja Indonesia (CTKl)yang
terdata

Jumlah Calon Pekerja Migran 13
Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga
11  |Kerja Indonesia (CTKI) yang

mendapatkan fasilitasi
kepulangan
Jumlah Calon Pekerja Migran 0

Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga
12 Kerja Indonesia (CTKI) yang
mendapatkan pendidikan dan
pelatihan kerja

Data pemberdayaan Pekerja 1
13 Migran Indonesia (PMI)/Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) purna dan
keluarganya

14 Mumlah Layanan Terpadu Satu 1
Atap (LTSA) yang dibentukan
Pemberdayaan Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Perempuan dan
Perlindungan Jumlah lembaga pemerintah 1 Dinas
Anak 1 tingkat daerah kabupaten/kota PMDPPKBPPP
yang telah dilatih PUG A Kabupaten
Barru
Jumlah  program PUG ada 1

2 perangkat daerah yang sudah
dievaluasi melalui analisis gender
di tingkat kabupaten/kota

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait
Kabupaten/Kota




Jumlah media massa (cetak, 1
elektronik) yang bekerja sama|
1 dengan pemkab/kota (dinas
pppa) untuk melakukan KIE
pencegahan kekerasan terhadap
anak

Jumlah lembaga layanan anak 2
yang telah memiliki standar
pelayanan minimal

3 Persentase korban kekerasan 11
anak yang terlayani

Jumlah lembaga layanan anak 1
yang mendapat pelatihan

Jumlah lembaga layanan anak 0
5 yang mendapatkan bantuan
keuangan/fasilitas oleh
pemkab/kota (APBD kab/kota)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)

Jumlah organisasi 1
kemasyarakatan yang bergerak
1 dim bidang perempuan tingkat
kabupaten/kota yang
mendapatkan pelatihan

Jumlah kader perempuan tingkat 401
kabupaten/kota yang sudah
dilatih

Jumlah lembaga layanan 1
3 pemberdayaan perempuan yang
mendapat pelatihan

Jumlah lembaga layanan 1
4 pemberdayaan perempuan yang
mendapatkan bantuan keuangan
oleh pemerintah kabupaten/kota

Jumlah kebijakan/program 2
pencegahan kekerasan terhadap
perempuan termasuk TPPO pada
perangkat daerah yang sudah
dievaluasi

Jumlah lembaga penyediaan 2
6 layanan perlindungan hak
perempuan yg telah
terstandardisasi

Persentase korban kekerasan| 4,0577005
perempuan yang terlayani

Pangan Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/
jagung sesuai kebutuhan)

1 Tersedianya infrastruktur 6 Dinas Pertanian
perudangan dan sarana dan Ketahanan

6 Pangan
Tersalurkannya pangan pokok Kabupaten
dan pangan lainnya Barru




Tersedianya  regulasi harga 1
minimum daerah untuk pangan

lokal
Terlaksananya kegiatan 4
pemberdayaan masyarakat

dalam rangka pemenuhan
konumsi pangan yang beragam
dan bergizi seimbang

Tersedianya peta ketahanan dan 1
kerentanan pangan

Tertanganinya kerawanan 1
pangan
Tersalurkannya cadangan 1

pangan pada daerah rentan
rawan pangan

Terlaksananya pengawasan 4
keamanan pangan segar

Pertanahan

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan
tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi

SK lIzin Lokasi Yang Diterbitkan 0
Oleh Bupati/Wali kota

SK Bupati/Wali kota tentang 0
Penetapan Tanah Obyek
Landreform yang bersumber dari
Tanah Kelebihan Maksimum/
Absentee dan Daftar Subyek

SK Bupati/Wali kota tentang 0
Penetapan Besarnya Ganti Rugi
Kepada Bekas Pemilik Tanah
Kelebihan Maksimum/Absentee.

Dokumen Izin membuka tanah 0

Dokumen Perencanaan 0
Penggunaan Tanah
Kabupaten/Kota

Lingkungan
Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Hasil perhitungan provinsi 50,67 Dinas
terhadap Indeks kualitas air (IKA) Lingkungan
Hidup

Hasil perhitungan provinsi 92,74 Kabupaten
terhadap Indeks Kualitas Udaral Barru
(IKU)

Hasil perhitungan provinsi 70,44
terhadap Indeks tutupan hutan
(ITH)

Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Tersedianya data dan informasi 0

penanganan sampah di wilayah
kabupaten/kota




Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kab/Kota

Data izin PPLH dan PUU LH yang 100

diterbitkan  oleh  pemerintah
daerah kabupaten/kota

Rasio pejabat pengawas LH di| 7,1428571
daerah (PPLHD) di provinsi
terhadap usaha yang izin
lingkungan, izin PPLH dan
PUULH yang diterbitkan oleh
pemerintah kabupaten/kota

Penetapan hak MHA terkait 1
dengan PPLH yang berada di
Daerah kabupaten/

kotaPenetapan hak MHA terkait
dengan PPLH yang berada di dua
atau lebih daerah kab/kota

Terfasilitasinya kegiatan 1
peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan masyarakat hukum
adat terkait PPLH Jumlah
lembaga kemasyarakatan yang
diberikan diklat

Penanganan Pengaduan| 41,1764706
masyarakat terkait izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU
LH vyang di terbitkan oleh

Pemerintah daerah
kabupaten/kota, lokasi usaha dan
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota yang

ditangani.Penanganan

Administrasi
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

Perekaman KTP Elektronik

Penerbitan akta perkawinan 100 Dinas
Kependudukan
- - 1 dan Pencatatan
Penerbitan akta perceraian Sipil Kabupaten
Rarrii
Penerbitan akta kematian 100
Penyajian data kependudukan 200
Pemberdayaan ]
Masyarakat dan Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
Desa
14 Dinas
Jumlah desa yang terfasilitasi PMDPPKBPPP
dalam kerja sama antar desa A Kabupaten
Barru




Jumlah desa yang melakukan
kerja sama antar desa tahun
berjalan dikurangi jumlah desa
yang melakukan kerja sama antar
desa tahun sebelumnya

Jumlah lembaga
kemasyarakatan dan lembaga
adat di desa yang terfasilitasi
dalam peningkatan kapasitas dan
diberdayakan

214

Jumlah peningkatan desa yang
lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adatnya melaksanakan
kegiatan ekonomi produktif dan

pemberdayaan

40

Pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

TFR (Angka Kelahiran Total)

Tersedianya dokumen Grand
Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK) yang di-
Perdakan

Dinas
PMDPPKBPPP
A Kabupaten
Barru

Median Usia Kawin Pertama
Perempuan (MUKP) seluruh
wanita umur 25-49 tahun

Angka Kelahiran Remaja umur|
15-19 tahun (Age Specific Fertility,
Rate/ASFR 15-19)

23

Persentase masyarakat yang
terpapar isi pesan Program
KKBPK (advokasi dan KIE)

Jumlah stakeholders/pemangku
kepentingan dan mitra kerja
(termasuk organisasi
kemasyarakatan) yang berperan
serta aktif dalam pengelolaan

program KKBPK

16

Prevalence Rate/mCPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive

Persentase Fasilitasi Kesehatan
(Faskes) yang siap melayani KB
MKJP

16

Dinas
PMDPPKBPPP
A Kabupaten
Barru

Persentase Peserta KB Aktif (PA)
Metode  Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)

5,34

Pemerintah Daerah Provinsi yang
memiliki Kelompok Kerja KKBPK
yang efektif

16

Persentase pelayanan KB Pasca
Persalinan

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)




Persentase kesertaan KB di 1 Dinas
Kabupaten dan Kota dengan PMDPPKBPPP
kesertaan rendah A Kabupaten

Persentase kesertaan KB 1
keluarga Penerima Bantuan luran
(PBI)

Perhubungan

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota

Persentase tersedianya fasilitas 4 Dinas
penyelenggaraan terminal Perhubungan
penumpang angkutan jalan Tipe Kabupaten
C Barru

Terlaksananya pelayanan uji 1
berkala

Penetapan tariffangkutan orang 100
antar kota dalam kabupaten,
serta angkutan perkotaan dan
pedesaan kelas ekonomi

Persentase pelaksanaan 0,5
manajemen dan rekayasa lalu
lintas untuk jaringan jalan
Kabupaten atau Kota

=

Komunikasi dan
Informatika

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung
dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase perangkat daerah 100 Dinas
yang terkoneksi di Jaringan Intral Komunikasi,
Pemerintah atau menggunakan Informatika dan
akses internet yang diamankan SP Kabupaten
yang disediakan oleh Dinas Barru
Kominfo

Persentase perangkat daerah 100

yang menggunakan akses
internet yang berkualitas yang
disediakan Dinas Kominfo

Tersedianya sistem elektronik 1
komunikasi intra pemerintah yang
disediakan Dinas Kominfo
(berbasis suara, video, teks, data
dan sinyal lainnya) dengan
memanfaatkan jaringan intra
pemerintah

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online
dan terintegrasi

Persentase kegiatan (event), 94,3478261
perangkat daerah dan pelayanan
publik pada Pemerintah Daerah
yang dimanfaatkan secara daring
dengan memanfaatkan domain
dan sub domain Instansi
Penyelenggara Negara sesuai
dengan PM Kominfo N0.5/2015




Persentase perangkat daerah

35,2941176

2 yang memiliki portal dan situs
web yang sesuai standar
Persentase perangkat daerah 100
yang mengimplementasikan
3 layanan aplikasi umum dan
aplikasi khusus yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
Persentase layanan SPBE| 80,2325581
(layanan publik dan layanan
administrasi pemerintahan) yang
4 tercantum dalam dokumen
proses bisnis yang telah
diimplementasikan secara
elektronik
Persentase layanan SPBE| 27,9069767
(layanan publik dan layanan
5 administrasi pemerintahan) yang
memanfaatkan sertifikat
elektronik
Persentase sistem elektronik 100
6 yang terdaftar sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
Persentase layanan publik dan| 80,2325581
7 layanan administrasi yang
terintegrasi dengan sistem
penghubung layanan pemerintah
Persentase perangkat daerah 100
8 yang menggunakan layanan
pusat data pemerintah
Persentase perangkat daerah 100
9 yang menyimpan data di pusat
data pemerintah
Persentase perangkat daerah 1
10 ang memperbaharui datanya
sesuai siklus jenis data (sesuai
renstra kominfo)
11 Persentase data yang dapat 80,2325581
berbagi pakai
Persentase perangkat daerahl 35,2941176
12 yang mengimplementasi inovasi
yang mendukung smart city
Persentase ASN pengelola TIK| 16,6666667
13 yang tersertifikasi kompetensi di
bawah pengelolaan Dinas
Kominfo
Tersedianya peraturan daerah 1
14 atau peraturan kepala daerah

terkait
government

implementasi e-




Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran
Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase komunitas 694
masyarakat/mitra strategis
pemerintah daerah

1 kabupaten/kota yang

menyebarkan informasi  dan
kebijakan pemerintah dan
pemerintah kabupaten/kota

Persentase konten informasi 694
terkait program dan kebijakan
2 pemerintah dan  pemerintah

kabupaten/kot asesuai dengan
strategi komunikasi (STRAKOM)

Persentase  diseminasi  dan
layanan informasi publik yang
3 dilaksanakan sesuai dengan
strategi komunikasi (STARKOM)
dan SOP yang telah ditetapkan

Koperasi, usaha

kecil dan Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
menengah
Persentase fasilitasi penerbitan 100 Diskumdag
ijin usaha simpan pinjam yang Kabupaten
1 diterbitkan untuk koperasi dengan Barru

wilayah  keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

Persentase fasilitasi penerbitan 100
izin pembukaan kantor cabang,
cabang pembantudan kantor

2 kasusaha simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam  daerah
kabupaten/kota
Persentase pemeriksaan dan 100
pengawasan yang dilakukan

3 untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam  daerah
kabupaten/kota

Persentase usaha simpan pinjam| 50,9090909
oleh  koperasi yang dinilai
4 kesehatannya untuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten/kota

Persentase koperasi yang| 41,1764706
mengikuti pelatihan untuk
5 koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam  daerah
kabupaten/kota




Persentase jumlah  anggota
operasi yang telah mengikuti
pelatihan perkoperasian untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam  daerah
kabupaten/kota

0,2566076

Persentase koperasi yang telah
menyelenggarakan  pendidikan
dan pelatihan perkoperasian
untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan dalam  daerah
kabupaten/kota

Persentase koperasi yang
diberikan  dukungan fasilitasi
pembiayaan

Persentase fasilitasi penerbitan
sertifikat Nomor Induk Koperasi
(NIK) untuk koperasi dengan
wilayah  keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

70,5882353

10

Persentase koperasi yang
diberikan  dukungan fasilitasi
pembiayaan  untuk  koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten/kota

13,2352941

11

Persentase yang diberikan
dukungan fasilitasi
pemasaranuntuk koperasi
dengan wilayah keanggotaan
dalam daerah kabupaten/kota

16,1764706

12

Persentase koperasi yang
diberikan  dukungan fasilitasi
pendampingan kelembagaan dan
usaha untuk koperasi dengan
wilayah  keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

100

13

Persentase koperasi yang
diberikan  dukungan fasilitasi
kemitraan untuk koperasi dengan
wilayah  keanggotaan dalam
daerah kabupaten/kota

Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

Rasio pertumbuhan wirausaha
baru yang berskala mikro

2,0857474

Diskumdag
Kabupaten
Barru

Persentase jumlah usaha mikro
yang diinput ke dalam sistem
online data system (ODS)

2,0857474

Persentase jumlah usaha mikro
yang bermitra

0,3571074

Persentase jumlah usaha mikro
yang diberikan dukungan fasilitasi
standarisasi dan sertifikasi
produk usaha

0,129122




Persentase jumlah usaha mikrg
yang diberikan dukungan fasilitasi
pemasaran

0,0178784

Rasio usaha mikro yang diberikan
dukungan fasilitasi pelatihan

0,8927686

Persentase jumlah usaha mikro
yang diberikan pendampingan
melalui lembaga pendampingan

0,8927686

Penanaman
Modal

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota

PERDA mengenai pemberian
fasilitas/intensif penanaman
modal yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten/kota

Dinas PMPTSP
Kabupaten
Barru

Standar operasional prosedur
pelaksanaan pemberian fasilitas
insentif penanaman modal

Laporan evaluasi pelaksanaan
pemberian fasilitas/insentif
penanaman modal

Kegiatan seminar bisnis, forum,
one on one meeting

Kegiatan pameran penanaman
modal

Kegiatan penerimaan misi

penanaman modal

Konsultasi perizinan dan non
perizinan penanaman modal

436

Penerbitan perizinan dan non
perizinan penanaman modal

3607

Laporan realisasi penanaman

modal

4241828495
92

10

Pembinaan aparatur penanaman
modal tingkat kabupaten/kota

2

11

Pembinaan penanaman modal
PMA dan PMDN

118

12

Tersedianya data dan informasi
perizinan dan non peizinan
kabupaten/kota

=

Kepemudaan
dan Olahraga

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Jumlah pemuda yang mendapat
pelatihan kewirausahaan

70

Disparpora
Kabupaten
Barru

Jumlah pemuda yang mendapat

bantuan kewirausahaan

70

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan
organisasi sosial kemasyarakatan




Jumlah pemuda yang medapat 70
pelatihan kader pengembangan
1 kepemimpinan, kepedulian,
kesukaelawanan dan
kepeloporan pemuda

Jumlah pengelola organisasi 40
2 kepemudaan yang mendapat
pelatihan manajemen organisasi
kepemudaan

Peningkatan Prestasi Olahraga

1 Jumlah pelatih olah raga yang 42
memiliki kompetensi di satuan2

Jumlah penyelenggaraan event 1
OR prestasi tingkat daerah

[

Statistik Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

| ol L

1 Tersedianya buku profil daerah 2 Dinas
Komunikasi,

2 Jumlah survey statistik sektoral 2 Informatika dan
yang dilakukan SP Kabupaten

Jumlah kompilasi statistik| 3 Barru
sektoral yang dilakukan

Jumlah survey statistik sektoral 2
lyang mendapat rekomendasi dari
BPS

Jumlah kompilasi stastik sektoral 3
lyang mendapat rekomendasi dari
BPS

6 Persentase kelengkapan 100
metadata kegiatan statistic

Persentase kelengkapan 100
metadata variabel dari kegiatan
statistik

Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah

Persentase kegiatan strategis 1 Dinas
yang telah diamankan melalui Komunikasi,
1 kegiatan pengamanan sinyal Informatika dan
dibanding banyaknya jumah SP Kabupaten
kegiatan strategis yang harus Barru
diamankan

Persentase system elektronik 1
yang telah menerapkan prinsip
sistem manajemen yang telah
menerapkan prinsip2 manajemen
keamanan informasi (SMKI) dan
atau aplikasi persandian
dibanding jumlah sistem
elektronik yang ada pada
pemerintah daerah




Persentase sistem elektronik/
asset informasi yang telah diaudit
dengan resiko kategori rendah

Persentase titik yang diamankan
dibanding dengan jumlah seluruh
tittk pada pemerintah daerah
berdasarkan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi (PHKS) yang

ditetapkan

100

Kebudayaan

Terlestarikannya Cagar Budaya

Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan yang dilindungi
(inventarisasi, pengamanan
pemeliharaan, penyelamatan dan
publikasi)

20

Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan yang dikembangkan
(penyebarluasan, pengkajian,
penayaan keberagaman)

Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten
Barru

Jumlah obyek pemajuan
kebudayaan yang dimanfaatkan
(membangun karakter
bangsa,meningkatkan ketahanan
budaya,mdan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat)

Jumlah SDM, lembaga dan
pranata yang dibina (peningkatan
kompetensi, standarisasi dan
sertifikasi, serta peningkatan
kapasitas tata kelola)

50

Register cagar budaya
(pendaftaran, pengjasian,
penetapan, pencatatan,
pemeringkatan, penghapusan)

Perlindungan cagar budaya
provinsi (penyelamatan, zonasi,
pemeliharaan dan pemugaran

15

Layanan perijzinan membawal
cagar budaya provinsi ke luar
provinsi dengan dukungan data

Pengembangan cagar budaya
provinsi (penelitian, revitalisasi,
adaptasi)

Pemanfaatan cagar budaya
provinsi (dalam hal agama,
sosial, pendidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi,

kebudayaan, dan pariwisata)




10

Pengelolaan, pengamanan,
pengembangan dan
pemanfaatan koleksi museum

20

11

Peningkatan akses masyarakat
dalam penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan

32

12

Peningkatan akses masyarakat
dalam pengelolaan sarana dan
prasarana museum
kabupaten/kota

13

Pembentukan tim pendaftaran
cagar budaya

14

Pembentukan tim ahli cagar
budata provinsi

15

Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar|
budya

16

Pemetaan sdm cagar budaya dan
permuseuman

21

17

Peningkatan kompetensi sdm
cagar budaya dan pemuseuman
kabupaten/kota

21

18

Penyediaan sarana dan
prasarana pendaftaran cagar
budaya dan permuseuman

19

Penyelenggaraan kegiatan
museum yang melibatkan
masyarakat

Perpustakaan

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Rasio  ketercukupan  koleksi
perpustakaan dengan penduduk

4,55

Persentase ketermanfaatkan
perpustakaan oleh masyarakat

105,27

Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

Kabupaten

Barru




Rasio  ketercukupan tenaga
perpustakaan dengan penduduk

0,003

1
Persentase perpustakaan sesuai
standar nasional perpustakaan
1
Jumlah pemasyarakatan gemar
membaca di masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Jumlah naskah kuno yang 250 Dinas
diakuisisi/ dialih media| Perpustakaan
(digitalisasi)/terdaftar yang ada di dan Kearsipan
wilayahnya Kabupaten
2 Barru
Jumlah naskah kuno yang dialih
aksara dan dialih bahasa
Jumlah koleksi budaya etnis 61

nusantara yang tersimpan
dan/atau terdaftar yang ada di
wilayahnya (item)

[

Kearsipan

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat
bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

100 Dinas
persentase arsip aktif yang telah Perpustakaan
dibuatkan daftar arsip dan Kearsipan

Kabupaten

100 Barru
persentase arsip in-aktif yang
telah dibuatkan daftar arsip
Persentase arsip statis yang telah 100
dibuatkan sarana bantu temu
balik
Persentase jumlah arsip yang 1
dimasukkan dalam SIKN melalui
JIKN
Tingkat keberadaan dan Kkeutuhan arsip sebagai bahan

pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat

Pemusnahan arsip yang sesuai
NSPK

50

Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan




Perlindungan dan penyelamatan 1 Kabupaten

arsip akibat bencana yang sesuai Barru
NSPK
Penyelamatan arsip perangkat 1

daerah provinsi yang digabung
dan atau dibubarkan dan
pemekaran daerah
kabupaten/kota yang sesuai
NSPK di provinsi

Autentifikasi arsip statis dan arsip| 1
hasil alih media yang dikelola
oleh lembaga kearsipan provinsi
yang sesuai NSPK

Pencarian arsip statis yang 1
pengelolaannya menjadi
kewenangan daerah provinsi
yang dinyatakan hilang dalam
bentuk daftar pencarian arsip
lyang sesuai NSPK

Penerbitan izin penggunaan arsip 1
yang Dbersifat tertutup yang
disimpan di lembaga kearsipan
daerah provinsi yang sesuai
NSPK

Urusan Pilihan

Kelautan dan
Perikanan

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari
seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data

I/ 1/ M\

Jumlah rumah tangga nelayan 39 Dinas Perikanan
yang melakukan diversifikasi Kabupaten
usaha (RTP) Barru

Persentase Tempat Pelelangan 100
Ikan yang operasional

Jumlah lzin Usaha Perikanan 10
(IUP) di bidang pembudidayaan
ikan yang usahanya dalaml
(satu) Daerah kabupaten/ kota|
yang diterbitkan

Jumlah pembudidaya ikan yang 167
memperoleh kegiatan
pemberdayaan (pendidikan dan
pelatihan/penyuluhan dan
pendampingan/ kemitraan usaha/
kemudahan akses iptek dan
informasi/dan penguatan
kelembagaan)

Jumlah benih budidaya air tawar| 3658253675
dan air payau yang di produksi

Pariwisata

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per
kebangsaan

Jumlah  entitas  pengelolaan 17 Disparpora
destinasi Kabupaten
Barru




Jumlah kelengkapan infrastruktur| 118
2 dasar, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata
Jumlah tanda daftar usaha 706
3 pariwisata per sub jenis usaha di
kabupaten/kota
4 Jumlah wisatawan mancanegara 20
per kebangsaan
5 Jumlah promosi event daerah 11
yang terlaksana di dalam negeri
6 Jumlah event luar negeri yang 1
diikuti provinsi
Jumlah industri pariwisata daerah 1
7 yang berpartisipasi pada even
promosi pariwisata di dalam
negeri
8 Persentase tenaga kerja di sektor| 2,3305085
parwisata yang disertifikasi
Persentase SDM peserta 100
9 pembekalan sektor,
kepariwisataan
Jumlah lokasi yang memperoleh 43
10 pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan kemitraan usaha
masyarakat
Pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Sarana pertanian yang diberikan 16
Prasarana pertanian yang 107
digunakan
Penerbitan izin usaha pertanian 1
Persentase  prasarana yang 100
digunakan
Persentase jumlah usulan izin 1
usaha pertanian di kab/kota
Persentase fasilitasi| 99,7562462
penanggulangan bencana
Perdagangan Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
Persentase perizinan yang 1 Diskumdag
1 diterbitkan sesuai dengan Kabupaten
ketentuan untuk izin Pusat Barru
perbelanjaan
Persentase perizinan yang 100
2 diterbitkan sesuai dengan

ketentuan untuk izin Toko
swalayan




Persentase penerbitan TDG

75,6097561

Persentase gudang yang tidak
mempunyai TDG

78,0487805

Persentase penerbitan STPW

yang tepat waktu untuk :

Persentase pemeriksaan fasilitas
penyimpanan bahan berbahaya
dan pengawasan  distribusi,
pengemasan dan pelabelan
bahan berbaya di tingkat daerah
Kab/Kota

Persentase penerbitan SPKA

lyang tepat waktu

100

Persentase pengembangan dan
pengelolaan sarana distribusi
perdagangan di wilayah kerjanya

50

Persentase  koefisien variasi

harga antar waktu

10

Jumlah pupuk dan pestisida yang
tersalurkan

7486200

11

Persentase alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya
(UTTP) yang ditera/tera ulang
dalam tahun berjalan

99,1994178

12

Persentase kesesuaian BDKT
yang diawasi terhadap ketentuan
yang berlaku

Perindustrian

Kabupaten/Kota

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di

Persentase jumlah penetapan
izin usaha kawasan industri
(IJUKI) dan izin perluasan
kawasan industri (IPKI) yang
lokasinya di daerah
kabupaten/kota

1

Diskumdag
Kabupaten
Barru

Persentase terselesaikannya
dokumen RIPIK sampai dengan
ditetapkannya menjadi PERDA

Persentase Jumlah izin yang
diterbitkan usaha industri (IUI)
kecil dan IUlI menengah yang
diterbitkan

Persentase jumlah izin perluasan
industri (IPUI) bagi industri Kecil
dan menengah yang diterbitkan




Persentase data perusahaan
industri  kecil, menengah dan
perusahaan kawasan indusri di
kab/kota yg masuk dalam SlI Nas

0,1993355

terhadap total populasi
perusahaan industri kecil,
menengah dan  perusahaan

Kawasan industri di kab/kota

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel. 22
Matriks Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil
Kabupaten Barru Tahun 2022

pelayanan persalinan

Kabupten Barru

No Urusan Indikator Kinerja Kunci|Capaian Kinerja|Sumber Data |Keterangan
Pemerintahan Hasil (Outcome)
) @) (3) (4) (5) (6)
1. Pendidikan Tingkat partisipasi warga Dinas Pendidikan
negara usia 5-6 tahun yang 73.945165 dan Kebudayaan
berpartisipasi dalam PAUD Kabupaten Barru
Tingkat partisipasi wargal Dinas Pendidikan
negara usia 7-12 tahunyang  97.4329173 dan Kebudayaan
berpartisipasi dalam Kabupaten Barru
pendidikan dasar
Tingkat partisipasi wargal
negara usia 13-15 tahun Dinas Pendidikan
yang berpartisipasi dalam 96.8735061 dan Kebudayaan
pendidikan menengah Kabupaten Barru
pertama
Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-18 tahun yang ' o
belum menyelesaikan Dinas Pendidikan
peﬂdldlkan dasar dan 87.4242424 dan Kebudayaan
Kabupaten Barru
menengah yang&nbsp;
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
2 Kesehatan Rasio daya tampung RS Dinas
terhadap Jumlah 0.114646 . r;es?hatém
abupten Barru
Penduduk P
Pgrsentase RS Rujukan Dinas
Tingkat kabupaten/kota 100 Kesehatan
yang terakreditasi Kabupten Barru
Persentase ibu hamil Dinas
mendapatkan 96.8254 Kesehatan
pelayanan kesehatan Kabupten Barru
ibu hamil
Persentase ibu bersalin Dinas
mendapatkan 92.62269 Kesehatan




Persentase bayi baru

Dinas
5 lahir mendapatkan 100 Kesehatan
pelayanan kesehatan Kabupten Barru
bayi baru lahir
Cakupan pelayanan Dinas
6 |kesehatan balita sesuai 82.68717 Kesehatan
standar Kabupten Barru
Persentase anak usia Dinas
7 | pendidikan dasar yang 17.48547 Kesehatan
mendapatkan Kabupten Barru
pelayanan kesehatan
Persentase orang usia Dinas
8 15-59 tahun 68.60888 Kesehatan
mendapatkan skrining Kabupten Barru
kesehatan sesuai
Persentase warga Dinas
9 |negara usia 60 tahun ke 53.40211 Kesehatan
atas mendapatkan Kabupten Barru
skrining kesehatan
Persentase penderita Dinas
10 hipertensi yang 65.18924 Kesehatan
mendapatkan Kabupten Barru
pelayanan kesehatan
Persentase penderita Dinas
11 | DM yang mendapatkan|  93.98195 Kesehatan
pelayanan kesehatan Kabupten Barru
sesuai standar
Persentase ODGJ berat Dinas
12 | Yyang mendapatkan 89.01602 Kesehatan
pelayanan kesehatan Kabupten Barru
jiwa sesuai standar
Persentase orang Dinas
13 terduga TBC 102.1337 Kesehatan
mendapatkan Kabupten Barru
pelayanan TBC sesuai
Persentase orang
dengan resiko terinfeksi
HIV mendapatkan Dinas
14 o 91.48936 Kesehatan
pelayanan deteksi dini Kabupten Barru
HIV sesuai standar
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pekerjaan Rasio luas kawasan
Umum dan permukiman rawan banijir
an terlindungi  oleh i
Tata Ruang 1 ?:ﬁragstruktur pengendalian 0.846442 DIHSERPEJ\—AR .

banjir di WS Kewenangan
Kab/Kota




Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang terlindungi

oleh infrastruktur Dinas PUTR &
pengaman pantai di WS 17.05979 PERKIM
Kewenangan Kab/Kota;
&nbsp;
Rasio luas daerah irigasi
kewenangan )
kabupaten/kota yang 10.18933 Dinas PUTR &
. . - PERKIM
dilayani oleh jaringan
irigasi;
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan _
perpipaan  dan  bukan gg 75317 |P'MasPUTR &
jaringan perpipaan PERKIM
terlindungi terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota
Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh 100 Dinas PUTR &
layanan pengolahan air PERKIM
limbah domestik;
Rasio kepatuhan IMB kab/ 100 Dinas PUTR &
kota PERKIM
Tingkat Kemantapan Jalan Dinas PUTR &
kabupaten/kota; 68.88609 PERKIM
Rasio tenaga
operator/teknisi/analisis o5 Dinas PUTR &
yang memiliki sertifikat PERKIM
kompetensi;
Rasio proyek yang menjadi
kewenangan 100 Dinas PUTR &
pengawasannya tanpa PERKIM
kecelakaan konstruksi
Perumahan Hunian untuk Penyediaan
Rakyat dan dan rehabilitasi rumah 100 Dinas PUTR &
layak huni bagi korban PERKIM
Kawasan )
) bencana kabupaten/kota;
Pemukiman
Fasilitasi hunian
penyediaan rumah layak Dinas PUTR &
huni bagi masyarakat 100 PERKIM

terdampak relokasi

program pemerintah

Leala & e




&nbsp; Persentase
kawasan permukiman
kumuh dibawah 10 ha di
kab/ kota yang ditangani;

86.21183

Dinas PUTR &
PERKIM

Berkurangnya jumlah unit
RTLH (Rumah Tidak
Layak Huni);

1.086267

Dinas PUTR &
PERKIM

&nbsp;Jumlah perumahan
yang sudah dilengkapi
PSU (Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)

4.006932

Dinas PUTR &
PERKIM

Ketentraman,
Ketertiban Umum
dan Perlindungan

Persentase Gangguan
Trantibum yang dapat
diselesaikan;

100

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Masyarakat

Persentase Perda dan
Perkada yang

ditanal/dlran

100

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan informasi rawan

92.57563

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

92.57563

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan penyelamatan
dan evakuasi korban

100

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Persentase pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran;

100

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Waktu tanggap
(response time)
penanganan kebakaran

15

SATPOL PP,
DAMKAR DAN
PENYELAMATAN

Urusan Sosial

&nbsp;Persentase (%)
penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar dan
gelandangan
pengemisyang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

(Indikator SPM)

100

Dinas Sosial
Kabupaten
Barru




Persentase korban
bencana alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota;

100

Dinas Sosial
Kabupaten
Barru

Ketenagakerja
an

&nbsp;Persentase
kegiatan yang
dilaksanakan yang
mengacu ke rencana
tenaga kerja

44.44444

Dinas Tenaga
Kerja

Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi

16.31241

Dinas Tenaga
Kerja

Tingkat Produktivitas
Tenaga Kerja

39828261

Dinas Tenaga
Kerja

Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
(PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah,
dan terdaftar peserta
BPJS
Ketenagakeriaan).

35.89744

Dinas Tenaga
Kerja

Persentase Tenaga
kerja yang ditempatkan
(dalam dan luar negeri)

melalui mekanisme

layanan Antar Kerja
dalam wilayah

42.81567

Dinas Tenaga
Kerja

Pemberdayaa
n Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

Per'selntasé AIﬁG‘ pada
belanja langsung APBD

41.4204

Persentase anak korban
kekerasan yang
ditangani instansi terkait
kabupaten

100

Rasio kekerasan
terhadap perempuan,
termasuk TPPO (per

100.000 penduduk

4.057701

Pangan

Persentase
ketersediaan pangan
(Tersedianya cadangan
beras/ jagung sesuai
kebutuhan);

3.951528

Dinas Pertaian
dan
Ketahanan
Pangan




10

Pertahanan

Persentase
pemanfaatan tanah
yang sesuai dengan

peruntukkan tanahnya
diatas izin lokasi
dibandingkan dengan

42.37128

Persentase penetapan
tanah untuk
pembangunan fasilitas
umum

100

Tersedianya lokasi
pembangunan dalam
rangka penanaman

mndal-

100

Tersedianya Tanah
Obyek Landreform
(TOL) yang siap
diredistribusikan yang
berasal dari Tanah
Kelebihan Maksimum
dan Tanah;

14.85

Tersedianya tanah
untuk masyarakat

100

Penangan sengketa
tanah garapan yang
dilakukan melalui
mediasi;

100

11

Lingkungan
Hidup

Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH) Kab/Kota

72.04

Dinas
Lingkungan
Hidup

Terlaksananya
pengelolaan sampah di
wilayah Kab/Kota

100

Dinas
Lingkungan
Hidup

Ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan&nbsp;
terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah

I/ ahil/nta

100

Dinas
Lingkungan
Hidup

12

Administrasi
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil

Perekaman KTP
elektronik

98.72358

Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan

Persentase anak usia
01-7 tahun kurang 1
(satu) hari yang memiliki
KIA

41.10276

Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan




diselenggarakan secara
online dan terintegrasi;

o

Kepemilikan akta 96.05199 Dinas
kelahiran Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Jumlah PD yang telah 100 Dinas
memanfaatkan data Kependuduka
kependudukan n Dan
berdasarkan perjanjian Pencatatan
13 Urusan Persentase 100 DPMD,PPKB,
Pemberdayaa pengentasan desa PPPA
n masyarakat tertinggal
dan desa
Persentase peningkatan 100 DPMD,PPKB,
status desa mandiri PPPA
ha Urusan TFR (Angka Kelahiran 2.52 DPMD,PPKB,
Pengendalian Total) PPPA
penduduk
dan keluarga
berencana Persentase pemakaian| 52.18772 |DPMD,PPKB,
kontrasepsi Modern PPPA
(Modern Contraceptive
Prevalence
Persentase kebutuhan 17.41314 DPMD,PPKB,
ber-KB yang tidak PPPA
terpenuhi (unmet need)
15 Perhubungan Rasio konektivitas 0.76 Dinas
kabupaten/kota Perhubungan
Kab. Barru
Kinerja lalu lintas 0.5 Dinas
kabupaten/kota Perhubungan
Kab. Barru
16 Komunikasi Persentase Perangkat 100 Dinas
dan Daerah (PD) yang Kominfo-SP
Informatika terhubung dengan
akses internet yang
disediakan oleh Dinas
Persentase Layanan 86.04651 Dinas
Publik yang Kominfo-SP




Persentase masyarakat 14.44619 Dinas
yang menjadi sasaran Kominfo-SP
penyebaran informasi

publik, mengetahui
kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota;
&nbsp: _ _
17 Koperasi, Meningkatnya Koperasi 100 Sgﬁggﬁzz
usaha kecil yang berkualitas; Menengah,
dan Perr’inclustrian dan
menengah Mgningkatnya Usghg 42.80329 Dinas Koperash
Mikro yang menjadi Menengah,
wirasausaha; Pe;;%‘;f:sg;na”
15| Penanaman . 5.53552 DPMPTSP
Modal Persentase perjln'gkatan
investasi di
kabupaten/kota;
19 Kepemudaan Tingkat partisipasi 0.742748  |DISPARPORA
dan Olahraga pemuda dalam kegiatan
ekonomi mandiri;
Tingkat partisipasi 1.702714 DISPARPORA
pemuda dalam

organisasi kepemudaan

dan organisasi sosial
kemasyarakatan;
Peningkatan prestasi 1 DISPARPORA
olahraga;

20 Statistik Persentase Perangkat 100 DISKOMINFO-
Daerah (PD) yang SP
menggunakan data

statistik dalam

menyusun perencanaan
pembangunan daerabh;

Persentase PD yang 100 DISKOMINFO-

menggunakan data SP
statistik dalam

melakukan evaluasi

pembangunan daerabh;

21 Persandian Tingkat keamanan 100 DISKOMINFO-

informasi pemerintah; SP

22| Kebudayaan Terlestarikannya Cagar 100 PE,\'ID[')'TS‘T‘(AN

Budaya; DAN

KEBUDAYAAN




o3| Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran 69.52 DINAS
PERPUSTAKAAN
membaca masyarakat BAN KEARSIPAN
Indeks Pembangunan 37.55 DINAS
. , PERPUSTAKAAN
Literasi Masyarakat DAN KEARSIPAN
o4 Kearsipan Tingkat ketersediaan 75 DINAS
; . PERPUSTAKAAN
arsip sebagai bahan DAN KEARSIPAN
akuntabilitas kinerja,
alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional) Ps40 dan 59
U 43/2009)
Tingkat keberadaan dan 50 DINAS
. : PERPUSTAKAAN
keutuhan arsip sebagai DAN KEARSIPAN
bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan
berbangsa dan
bernegara untuk
kepentingan negara,
pemerintahan,
pelayanan publik dan
keseiahteraan rakvat
5 Kelautan dan Jumlah Total Produksi 99.26673 DINAS
Perikanan Perikanan (Tangkap KELAUTAN
dan Budidaya) DAN
kabupaten/kota (sumber PERIKANAN
data: one data KKP);
26 Pariwisata Persentase 22.22222  |DISPARPORA
pertumbuhan jumlah
wisatawan
mancanegara per
kebangsaan;
Persentase peningkatan| -45.20155 |DISPARPORA
perjalanan wisatawan
nusantara yang datang
ke Kabupaten/Kota;
Tingkat hunian 50.17182 DISPARPORA
akomodasi;
Kontribusi sektor 1.091755 DISPARPORA
pariwisata terhadap
PDRB harga berlaku;
Kontribusi sektor 1.297626 DISPARPORA
pariwisata terhadap
PAD
Pertanian Produktivitas pertanian 583.1703 DINAS
27 PERTANIAN DAN
per hektar per tahun KETAHANAN
Produktivitas; pertanian PANGAN

per tahun;




DINAS

pengawasan dengan
jumlah Izin Perluasan
Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh
instansi terkait;

Persentase Penurunan -184.5096
. . PERTANIAN DAN
kejadian dan jumlah KETAHANAN
kasus penyakit hewan PANGAN
menularPersentase
kasus zoonosis kab/
kota,;
Perdagangan Persentase pelaku 23.0752 Dinas
usaha yang Koperasi,
memperoleh izin sesuai Usaha Kecil
dengan ketentuan dgn ',V'Z”engah'
(IUPP/SIUP Pusat erin d:ns"'a”
Perbelanjaan dan Perdagangan
IUTM/IUTS/SIUP Toko
Persentase kinerja 26.13252 Dinas Koperasi,
. . Usaha Kecil dan
realisasi pupuk; Menengah,
Perindustrian dan
Persentase alat &ndash;  99.19942 Dinas Koperasi,
alat ukur, takar, timbang Usaha Kecil dan
d lengkap annya Menengah,
an periengxap y Perindustrian
(UTTP) bertanda tera dan
sah yang berlaku; Perdagangan
Perindustrian Pertambahan jumlah 7.117438 Dinas Koperasi,
k i i Usaha Kecil dan
industri kecil dan Menengah,

H . Perindustrian dan
menengah di kab/kota; Perdagangan
Persentase pencapaian 50 Dinas Koperasi,
sasaran pembangunan Usaha Kecil dan

industri termasuk Menengah,
Indus o Perindustrian
turunan indikator dan
pembangunan industri Perdagangan
dalam RIPIN yang
Persentase jumlah hasil 100 Dinas
pemantauan dan Koperasi,
pengawasan dengan Usaha Kecil
jumlah Izin Usaha dan
Industri (IUl) Kecil dan Menengah,
Industri Menengah yang Perindustrian
dikeluarkan oleh dan
instansi terkait Perdagangan
Persentase jumlah hasil 100 Dinas
pemantauan dan Koperasi,
Usaha Kecil

dan Menengah,

Perindustrian
dan

Perdagangan




Persentase jumlah hasil 100 Dinas

pemantauan dan Koperasi,
pengawasan dengan Usaha Kecil

jumlah Izin Usaha dan

Kawasan Industri (IUKI) Menengah,
dan Izin Perluasan Perindustrian

Kawasan Industri (IPKI) dan
yang lokasinya di Perdagangan

Daerah kabupaten/kota;

Tersedianya informasi 100 Dinas Koperasi,

industri secara lengkap
dan terkini

Usaha Kecil dan
Menengah
Perindustrian dan
Perdagangan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 23

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang

Pemerintahan

No

Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci
Hasil (Outcome)

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

)

2

©)

4

®)

(6)

Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan
(Perencanaan dan
Keuangan)

Rasio Belanja Pegawai
di luar guru dan tenaga
kesehatan;

22.0311

BKAD

Rasio PAD;

10.5835

BKAD

Maturitas Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);

2

INSPEKTORAT

Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP);

INSPEKTORAT

Rasio Belanja Urusan
Pemerintahan Umum
(dikurangi transfer
expenditures );

62.43566

INSPEKTORAT

Opini Laporan
Keuangan&nbsp;&nbsp;

BKAD




Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan
(Pengadaan)

Persentase jumlah total
proyek konstruksi yang
dibawa ke tahun
berikutnya yang
ditandatangani pada
kuartal pertama;

100

SETDA

Persentase jumlah
pengadaan yang
dilakukan dengan
metode kompetitif;

25.91894

SETDA

Rasio nilai belanja yang
dilakukan melalui
pengadaan;

38.33386

BKAD

Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dan
Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, Dan
Koperasi Pada
Pelaksanaan
Pengadaan

57.30761

Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan (
Kepegawaian )

Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi dan
Menegah/Dasar (%)
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga

lracahatan)-

299.1045

BKPSDM

Rasio pegawai
Fungsional (%) (PNS
tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan);

24.30815

BKPSDM

Rasio Jabatan
Fungsional bersertifikat
Kompetensi (%) (PNS

tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan);

11.07692

BKPSDM

Fungsi Penunjang
Urusan
Pemerintahan
(Manajemen
Keuangan)

Budget execution:
Deviasi realisasi belanja
terhadap belanja total
dalam APBD;

1.035587

BKAD

Revenue mobilization:
Deviasi realisasi PAD
terhadap anggaran PAD
dalam APBD;

20.33405

BKAD

Manajemen Aset;

0

BKAD

Rasio anggaran sisa
terhadap total belanja
dalam APBD tahun
sebelumnya;

12.64045

BKAD




Fungsi Penunjang Informasi tentang 100 DISKOMINFO-

Urusan sumber daya yang SP
Pemerintahan tersedia untuk
) 1 .
(Transparansi Dan pelayanan (Information
Partisipasi Publik) on resources available

to frontline service
delivery units);

Akses publik terhadap 100 DISKOMINFO-
> | informasi keuangan SP

daerah (Public access
to fiscal information);

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah
orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber
daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik
pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021
tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021
disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah
kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena
laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).



2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Uraian prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam
BAB | Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian diturunkan dalam
penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka
menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan
bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka

menengah (5 tahunan).

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja 2022 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja
Tahunan Tahun 2022.

Tabel. 24
Perjanjian Kinerja Kabupaten Barru Tahun 2022 berdasarkan RKPD Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Utama
2 3 4
Meningkatnya kualitas Indeks
dan tingkat pendidikan Pembangunan Manusia 71,13 71,53
masyarakat
Meningkatnya Persentase
Penyerapan Penduduk Miskin 8,68 8,40
tenaga kerja dan Persentase tingkat
penurunan Angka pengangguran terbuka 6,74 5,32
kemiskinan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
sektor-sector
strategis 4,77 511
Perekonomian
daerah
Meningkatnya Kualitas Pendapatan Per kapita
Daya Beli Masyarakat (Juta Rp) 43,430 47,500
Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan
Penyerapan tenaga (Gini Ratio)
kerja dan penurunan 0,36 0.36
Angka kemiskinan

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja




Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi
pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator
kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru dilakukan secara
berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan.
Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui pembandingan antara realisasi
capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022
serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat
daerah dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi
dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran
Pemerintah Kabupaten Barru tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja
yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah sebagai berikut:

Tabel. 25
Skala Nilai Peringkat Kerja
Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi

Nl Kinerja Kinerja

1 90,01% < 100% Sangat Tinggi

2. 75,01% < 90% Tinggi

3. 65,01% < 75% Sedang

4, 50,01% < 65% Rendah

5. <50% Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Kabupaten Barru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui

Peraturan Bupati Barru Nomor 49 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2022 - 2026. Upaya untuk meningkatkan



akuntabilitas, Kabupaten Barru juga melakukan reviu terhadap Indikator
Kinerja Utama. Secara umum Pemerintah Kabupaten Barru telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
Pencapaian kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru berdasarkan
sasaran pembangunan Kabupaten Barru yang ingin diwujudkan selama tahun
2022 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 26

Pencapaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2022

No Visi dan Misi, Tujuan, dan Indikator Satuan VLU 2022' Persen Interpr
Sasaran Target Realilsas (%) etasi
| Visi : Kabupaten Barru yang Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dan Bernafaskan Keagamaan
1 Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan
) dasar lainnya
[.1.1 | Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM
Sasaran : Meningkatnya
1 | kualitas dan pemerataan | Indeks Pendidikan Poin 69,94 65,31
pelayanan pendidikan
Sasaran : Meningkatnya
2 Usia harapan hidup | Indeks Kesehatan Poin 76,69 75,92
masyarakat
Sasaran : Meningkatnya Juta
3 Kualitas Daya Beli | Paritas Daya Beli RUDI 11,12 11,27
upiah
Masyarakat
1.2 | Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya local
[.2.1 | Tujuan 2 : Mewujudkan lingkungan yang tangguh bencana dan berkebudayaan
Sasaran : Meningkatnya | Indeks Ketahanan
Ketahanan terhadap Daerah Terhadap Poin 0,69
bencana Bencana
Sasaran : Terwu;udnya Persentase Objek
Penguatan Seni .
. Kemajuan Budaya % 9,52
Budaya dan kearifan lih
Lokal yang terpelihara
13 Misi 3 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
) melalui pemanfaatan sumberdaya local
[.3.1 | Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas Pemerataan Infrastruktur
Sasaran : Meningkatnya .
. Indeks daya saing
6 Kualitas _|n_frastruktur daerah Pilar Poin 3,82 1,94 50,79% Rendah
dan konektivitas antar )
. infrastruktur
wilayah
No Visi dan Misi, Tujuan, dan Indikator Satuan VLU 2022_ Persen Interpr
Sasaran Target Realilsas (%) etasi
14 Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan
) yang berwawasan lingkungan
[.4.1 | Tujuan 4 : Mewujudkan Kemandiriaan Ekonomi yang Berkelanjutan
Sasaran : Persentase
7 Meningkatnya sekto_r- Kontribusi Sekt_or- % 51.04 49,09 95.34% Sgnge_lt
sektor strategis | sektor strategis Tinggi
Perekonomian daerah terhadap PDRB
Sasaran : Meningkatnya
pengelolaan sumber Indeks Kualitas Sanaat
8 | daya alam dan | Lingkungan Hidup Poin 73 72,04 98,68% Tin 9 i
lingkungan hidup secara (IKLH) 99
terpadu




15 Misi 5: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan
) kemiskinan
[.5.1 | Tujuan 5: Menurunkan Ketimpangan Pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan
Sasaran : Tingkat Sangat
Meningkatnya Pengangguran % 5,88 5,32 109,52% Tinqai
9 Penyerapan tenaga Terbuka 99
kerja dan
penanggulangan Anaka Sangat
kemiskinan Kemisgkinan % 8,89 8,4 105,51% Tingggi
16 Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta
) layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
[.6.1 | Tujuan 6 : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih
Sasaran : o
Meningkatnya kinerja Nilai SAKIP B
pemerintahan yang
10| akuntabel d
akuntabel dan Indeks Pelayanan
Pelayanan Publik yang Publik B
Baik
1.7 | Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama
171 Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-
o nilai agama
Sasaran : Meningkatnya Proporsi
penerapan Niai-nilai penduduk yang
Agama, norma-norma, menjadi korban
1 hukum dan Ideologi kejahatan 0,02 0,01
kebangsaan pada kekerasan dalam
masyarakat 12 bulan terakhir

Hasil analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 11 sasaran yang
mencakup 13 indikator kinerja, terdapat .... indikator dengan nilai Sangat Baik,
. indikator dengan nilai Sedang dan ...... indikator dengan realisasi nilai
capaian kinerja Kurang Baik. Rata- rata realisasi capaian kinerja mencapai .....
persen atau bermakna ”Sangat Baik”. Jadi capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Barru pada tahun 2022 “Sangat Baik ”.

2.3.3 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja menyajikan capaian
kinerja untuk setiap indicator kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja melalui 7 (tujuh) analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan
beberapa tahun terakhir;

3. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target RPJMD;

4.  Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;




5. Analisis penyebab keberhasilan /| kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kkinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Analisis atas efiisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja

Pengukuran kinerja untuk setiap sasaran melalui 7 (tujuh) analisis disajikan

sebagai berikut :

MISI 1 . Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,
kesehatan dan pelayanan dasar lainnya

Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Usia harapan hidup masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Daya Beli Masyarakat

MISI 2 :Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan

penguatan seni budaya local

Tujuan : Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana
Sasaran : Meningkatnya ketangguhan bencana
MISI 3 MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN
EKONOMI MELALUI PEMANFAATAN SUMBERDAYA LOKAL
TUJUAN 3 :MENINGKATKAN KUALITAS PEMERATAAN INFRASTRUKTUR
SASARAN 6 :MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN
KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Indeks daya saing

daerah Pilar infrastruktur.

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai
berikut:

Indeks daya saing daerah adalah metodologi pengukuran yang
menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam
mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi vang dimilikinva guna

a. Perbandingan antaratarget dan realisasi kinerja tahun ini;
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Indeks
Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur’ pada tahun 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 26

Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur



INDIKATOR
SASARAN KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
Sasaran
:\(/lj;]lli?;;skatnya Indeks daya saing
daerah Pilar Poin 3,82 1,94 50,79%
Infrastruktur dan .
L infrastruktur
konektivitas antar
wilayah

Realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur
pada tahun 2022 sebesar 1,94 poin dari target sebesar 3,82 Poin. Realisasi
indikator  kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur berdasarkan
data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar

50,79%.

. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan
beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator
“Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur” tahun 2022 dengan tahun 2021
dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Realisasi Target Realisasi
Indikator Satuan Tahun Tahun 2021 Tahun Tahun
2021 2022 2022
Indeks Daya Saing .
Daerah Pilar Infrastruktur Poin 3,33 3.82 1.94

Dari tabel

diatas dapat

dilihat

bahwa untuk target tahun 2021

dikosongkan karena tidak masuk menjadi indikator kinerja pada RPJMD Tahun
2016 — 2021, namun dari realisasi Indeks Daya Saing Daerah Pilar infrastruktur
pada tahun 2021 capaiannya adalah 3,33 Poin. Jika disandingkan dengan

realisasi pada tahun 2022 terjadi penurunan realiasi kinerja sebesar 41,74%.

. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks
Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur” sampai tahun 2022 dengan target
RPJMD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Kinerja

Ir}1<<j|kat_or Target 2021-2026 Sampai Dengan Capaian Kinerja
inerja

2022
Indeks Daya Saing Daerah 3.901 1,04 49.73%

Pilar Infrastruktur

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian

realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target RPJIJMD




dimana target RPIJMD sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 3,091 Poin.
Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD sampai

dengan tahun 2026 yakni sebesar 49,73%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional,
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks
daya saing daerah pilar infrastruktur” Tahun 2022 dengan Realisasi nasional

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Kab.Barru
Tahun 2022

Realisasi Nasional

Tahun 2022 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja

Indeks Daya Saing Daerah Pilar

Infrastruktur 1,94

Realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur
pada tahun 2022 sebesar 1,94 Poin lebih rendah/tinggi jika dibandingkan

capaian realisasi nasional untuk tahun 2022 sebesar .... Poin.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

diperoleh dari pelaksanaan 7 (Tujuh) Program Prioritas seperti yang
dicantumkan pada tabel berikut ini :
Realisas A
Sasaran Indikator i Program Indikator nggaran Capaia
Strategis Kinerja Capaian 9 Kinerja . n
Kinerja Pagu Realisasi
Sasaran :
Meningkat persentase luas
nya Indeks Dava PROGRAM daerah irigasi
Kualitas Sain Dae?/ah PENGELOLA | kewenangan
Infrastrukt %ilar 1,94 Poin | AN SUMBER kabupaten/kota | 13.609.005.03 0.133.203.129 | 87+11%
ur dan DAYA AIR yang dilayani 1 T
. Infrastruktur leh iari
konektivit (SDA) oleh jaringan
as antar Ingasi
wilayah
persentase luas
kawasan
PROGRAM permukiman
rawan banjir
ZENDGAIIE\]LOLA yang terlindungi
PENGEMBAN | 2€N 3832211.148 | 2.778.752930 | (291%
GAN SISTEM |nfrastrudktﬁr
pengendalian
DRAINASE | banjir - di ws
Kewenangan
Kab/Kota
PROGRAM
PENGELOLA Persentase
AN DAN warga negara
yang
gi,'\\llelfgﬂTBS\T memperoleh 596.334.000 13.544.451 2.27%
PENYEDIAAN | Kebutuhan
AIR MINUM pokok air minum




sehari-hari

(SPM)
Persentase
PROGRAM warga negara
PENGELOLA yang
AN DAN memperoleh 98.71%
PENGEMBAN | layanan 4.115.914.486 | 4.062.857.900 !
GAN SISTEM | pengolahan air
AIR LIMBAH limbah domestik
(SPM)
PROGRAM Tingkat
PENYELENG | Kemantapan
GARAAN Jalan 24.461.423.23 £217.784.112.15 51,02%
JALAN kabupaten/kota
persentase
warga negara
yang terkena
relokasi akibat
program
PROGRAM Pemerintah
KAWASAN Daerah 98.99%
PERMUKIMA | Kab/kota yang 2.584.710.500 | 2.558.727.700 '
N memperoleh
fasilitasi
penyediaan
rumah yang
layak huni
(SPM)
Persentase
Peningkatan
Program Kawasan
Peningkatan Perumahan
Prasarana, memiliki 77 56%
Sarana dan kelengkapan 5.925.325.154 | 4.595.669.050 '

Utilitas Umum
(PSUV)

PSU
(Prasarana,
Sarana dan
Utilitas Umum)

JUMLAH TOTAL

85.124.923.554

50.926.867.314

59,83%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2021
— 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan
efisiensi dari sisi anggaran, target indikator kinerja “Indeks Daya Saing Daerah
Pilar Infrastruktur” mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana

tercantum dalam dokumen perencanaan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu
Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan
output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian

sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).

Rumus yang digunakan adalah:

IE

_ % Capaian Output
" 9% Capaian Input

Voatoranman®




Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran
dalam peencapaian indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar

Infrastruktur dapat dilhat pada tabel berikut :

PERSENTA
PERSENT SE
INDIKATOR AEIZ FEA SR INDEKS TINGKAT KETERA
SN KINERJA P an EFISENSI | EFISIENSI NGAN
KINERJA ANGGARA
(OUTPUT) N
(INPUT)
Sasaran :
Meningkatnya Indeks Daya TIDAK
Kualitas Infrastruktur Saing Daerah 50,79% 59,83% 0,84 -0,15
> ; EFISIEN
dan konektivitas Pilar Infrastruktur
antar wilayah

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas
menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan Kualitas
Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dinilai masih belum efektif.
Pemerintah Kabupaten Barru harus memikirkan kegiatan—kegiatan yang harus
mampu meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah agar
anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan.

. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kkinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan konektivitas
antar wilayah keberhasilannya diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah Pilar
Infrastruktur. Keempat indikator tersebut merupakan indikator makro
pembangunan yang dihitung berdasarkan kelengkapan infrastruktur yang
merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Berbagai hal yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai sasaran
diuraikan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan kegiatan fisik terkendala di sistem pengadaan barang dan
jasa yang kemudian menyebabkan pelaksanaan kegiatan fisik tidak tepat

waktu;



2) Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan

belum optimalnya pemanfaatan informasi jasa konstruksi;

3) Masih terbatasnya SDM pendamping teknis dalam penyelenggaran

kegiatan infrastrktur;

4) Adanya disparitas wilayah yang terjadi akibat tidak meratanya aktivitas

perekonomian;

5) Masih terbatasnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air minimall,5 m hanya terdapat dibeberapa kecamatan;

6) Masih seringnya terjadi pelanggaran pada beban muatan sehingga

mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.

Dalam mencapai target beberapa hal menjadi faktor pendorong dan

alternative solusi yakni :

1. Adanya berbagai sumber dana dalam rangka peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah (APBN, APBD Provinsi)
2. Memaksimalkan pembangunan sarana ketersediaan air baku didaerah

hulu,

3. Meningkatkan sarana jaringan air bersih ke lokasi yang belum terjangkau

MISI 4

TUJUAN 4

SASARAN 7 :

MENINGKATKAN DAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN
EKONOMI DAERAH YANG BERKUALITAS DAN
BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAAN EKONOMI YANG
BERKELANJUTAN

MENINGKATNYA SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS
PEREKONOMIAN DAERAH

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Persentase Kontribusi

Sektor-sektor strateqgis terhadap PDRB

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai

berikut:

Indikator untuk menghitung besaran konstribusi sektor-sektor strategis yang
terdapat di Kabupaten Barru yang dapat meningkakan PDRB, diantaranya :
Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, Sektor Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Industri Pengolahan

a. Perbandingan antaratarget dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator

“Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” pada tahun
2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 27

Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
Sasaran : Meningkatnya Persentase Kontribusi
sektor-sektor strategis Sektor-sektor strategis % 51,94 49,09 95,34
Perekonomian daerah terhadap PDRB

Realisasi indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis
terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 49,09 poin dari target sebesar 51,94
%. Realisasi indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis
terhadap PDRB berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

tingkat ketercapaiannya sebesar 95,34% dan masuk kategori capaian sangat

tinggi.

. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan
beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator
“Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” tahun 2022
dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Tahun Realisasi Target Realisasi
Indikator Satuan 92021 Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2022
Persentase Kontribusi Sektor-
sektor strategis terhadap PDRB Persen B 51,94 49,09

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk target tahun 2021
dikosongkan karena tidak masuk menjadi indikator kinerja pada RPJMD Tahun
2016 — 2021, namun dari realisasi Indeks Daya Saing Daerah Pilar infrastruktur
pada tahun 2021 capaiannya adalah 3,33 Poin. Jika disandingkan dengan

realisasi pada tahun 2022 terjadi penurunan realiasi kinerja sebesar 41,74%.

. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target RPJMD;

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“‘Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” sampai tahun
2022 dengan target RPIJMD 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Target 2021- Real|sa§| RITE . L
L Sampai Dengan Capaian Kinerja
Kinerja 2026
2022
Persentase Kontribusi Sektor- 0
sektor strategis terhadap PDRB 53,86 49,09 91.14%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian
realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target RPJMD



yaitu sebesar 49,09% dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar
53,86%. Capaian kinerja tahun ini jika disandingkan dengan target RPJMD
sampai dengan tahun 2026 yakni sebesar 91,14%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator
“Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis terhadap PDRB” Tahun 2022
dengan Realisasi nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisas Nasional Tahun Realisasi Kab.Barru

Indikator Kinerja 2022 Tahun 2022

Capaian Kinerja

Persentase Kontribusi Sektor- 194
sektor strategis terhadap PDRB ,

Realisasi indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis
terhadap PDRB truktur pada tahun 2022 sebesar 1,94 Poin

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Persentase Kontribusi Sektor-sektor strategis

terhadap PDRB” diperoleh dari pelaksanaan 14 (Empat Belas) Program

Prioritas seperti yang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Realisasi Anggaran
Capaian Program — Capaian
Kinerja Pagu Realisasi

Sasaran Indikator
Strategis Kinerja

Sasaran : Persentase PROGRAM

Meningkatnya Kontribusi PENGENDALIAN

sektor-sektor Sektor-sektor .
strategis strategis A0 R | 362.474.000 | 220.632.000 60.87%

Perekonomian | terhadap
daerah PDRB MODAL

PROGRAM

PENGELOLAAN
PERIKANAN 23.818.200 23.612.200
TANGKAP

99,14%

PROGRAM

PENGELOLAAN
PERIKANAN 1.152.342.885 1.077.093.916
BUDIDAYA

93,47%

PROGRAM
PENGOLAHAN
DAN
PEMASARAN 134.609.000 132.268.000
HASIL
PERIKANAN

98,26%

PROGRAM

PENINGKATAN
DAYA TARIK 17,41%
DESTINASI 756.234.957 131.635.600

PARIWISATA

PROGRAM

PEMASARAN 69.61%
PARIWISATA 388.631.100 270.533.365

PROGRAM
PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANGAN | 2.523.678.900 2.254.436.050
SARANA
PERTANIAN

89,33%




PROGRAM
PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN

5.815.173.730

5.064.239.060

87,09%

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

1.799.554.500

1.139.602.882

63,33%

PROGRAM
STABILISASI
HARGA BARANG
KEBUTUHAN
POKOK DAN
BARANG
PENTING

37.589.100

30.241.800

80,45%

PROGRAM
STANDARDISASI
DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN

107.446.400

14.479.350

13,48%

PROGRAM
PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

344.569.062

312.379.962

90,66%

PROGRAM
PENGENDALIAN
IZIN USAHA
INDUSTRI

26.145.500

22.445.700

85,85%

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI
INDUSTRI
NASIONAL

37.971.500

35.009.700

92,20%

JUMLAH TOTAL

8.168.449.792

6.618.398.454

81,02%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2021

— 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan

efisiensi dari sisi anggaran, target indikator kinerja “Indeks Daya Saing Daerah

Pilar Infrastruktur” mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana

tercantum dalam dokumen perencanaan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya,

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu

Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan

output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian

sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).

Rumus yang digunakan adalah:

IE

_ % Capaian Output
~ 9% Capaian Input

Keterangan:

1E

« Indalic Eficionci




Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran
dalam peencapaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor

strategis terhadap PDRB dapat dilhat pada tabel berikut :

PERSENTA
PERSENT SE
INDIKATOR ez FENTASRA INDEKS TINGKAT KETERA
SR KINERJA LA Sy EFISENSI | EFISIENSI NGAN
KINERJA ANGGARA
(OUTPUT) N
(INPUT)
Sasaran Persentase
Meningkatnya Kontribusi
sektor-sektor Sektor-sektor
strategis strategis 95,34 81,02 1,17 0,17 EFISIEN
Perekonomian terhadap
daerah PDRB

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas
menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan sektor-
sektor strategis Perekonomian daerah dinilai telah efisien. Kedepannya,
Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih memikirkan kegiatan—kegiatan yang
harus mampu meningkatkan sektor-sektor strategis Perekonomian daerah
agar anggaran yang rencanakan dapat efektif mencapai indikator kinerja
sasaran yang ditetapkan.
keberhasilan / atau

. Analisis kegagalan

yang

penyebab
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi telah
dilakukan;

Sasaran strategis meningkanya sektor-sektor strategis Perekonomian
daerah keberhasilannya diukur melalui indikator kinerja Persentase Kontribusi
Sektor-sektor strategis terhadap PDRB. Indicator tersebut merupakan
indikator makro pembangunan yang dihitung berdasarkan data statistik setiap
tahunnya.

Dalam mencapai target beberapa hal yang menjadi menjadi faktor
pendorong keberhasilan pencapaian target yakni :

1. Percepatan infrastruktur yang akan mendukung tumbuhnya sektor-

sektor ekonomi;



Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan
infrastruktur dan sarana desa;

Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian;

Peningkatan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan
menengah (IKM);

Pengembangan sektor pariwisata melalui penguatan atraksi, akses,
dan amenitas;

Sinergitas dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui program 4K vyaitu
Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan

Komunikasi efektif.

Berbagai hal yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai sasaran

diuraikan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Kurangnya investasi yang masuk di Kabupaten Barru;

Tidak berkembangnya sector riil;

Adanya kebijakan refocusing anggaran yang ditujukan untuk penanganan
Covid-19 sehingga anggaran protokol kesehatan lebih diprioritaskan.
Kurang optimalnya pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan
masyarakat, pedagang dan stakeholder lain akibat pandemi Covid- 19
yang menyebabkan banyak kegiatan harus dirasionalisasi atau dialihkan
untuk penanganan protokol kesehatan.

Kesadaran pedagang dan pengunjung untuk menjaga kondisi pasar yang
bersih dan tertib dalam menempatkan barang dagangannya masih

harus ditingkatkan.

SASARAN 8 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP SECARA TERPADU

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target indikator adalah sebagai

berikut:

indeks kualitas lingkungan hidup adalah indeks

yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan
dan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan yang terdiri dari indeks kualitas air, udara

dan tutupan lahan

IKLH = Indeks Kualitas Air (30%) + Indeks Kualitas Udara (30%) + Indeks

Kualitas Tutupan Lahan (40%)



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel

berikut :
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSEN
pongelolaan sumber daya | Indeks Kualtas
Lingkungan Hidup Poin 73 72,04 98,68%

alam dan lingkungan hidup
secara terpadu

(IKLH)

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada
tahun 2022 sebesar 72,04 poin dari target sebesar 73 Poin. Realisasi indikator
kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data tersebut di
atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaiannya sebesar 98,68% dan

masuk menjadi status capaian sangat tinggi.

. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan
beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja indikator
“Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” tahun 2022 dengan tahun 2021
dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Realisasi UETE/E! el
Indikator Satuan Tahun Tahun
Tahun 2021 Tahun 2021 2022 2022
Indeks Kualitas .
Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 75,67 73 72,04
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk target tahun 2021

dikosongkan karena tidak masuk menjadi indikator kinerja pada RPJMD Tahun
2016 — 2021, namun dari realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
pada tahun 2021 capaiannya adalah 75,67 Poin. Jika disandingkan dengan

realisasi pada tahun 2022 terjadi penurunan realiasi kinerja sebesar 4,79%.

. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target RPJMD;



Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” sampai tahun 2022 dengan target RPJMD
2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Kinerja
Sampai Dengan
2022

Indikator Kinerja Target 2021-2026 Capaian Kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH) 75 Poin

72,04 Poin 96,05%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian
realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 belum mencapai target RPJMD
yaitu sebesar 72,04 Poin dibandingkan dengan target dalam RPJMD sebesar
75 poin, atau sebesar 96,05%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Indeks
daya saing daerah pilar infrastruktur” Tahun 2022 dengan Realisasi nasional

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja

Realisas Nasional
Tahun 2022

Realisasi Kab.Barru
Tahun 2022

Capaian Kinerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH)

72,04 Poin

Realisasi indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur

pada tahun 2022 sebesar 1,94 Poin lebih rendah/tinggi jika dibandingkan

capaian realisasi nasional untuk tahun 2022 sebesar .... Poin.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja

Indikator kinerja “Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur ”

diperoleh dari pelaksanaan 8 (Delapan) Program Prioritas seperti yang
dicantumkan pada tabel berikut ini :
Sasaran Indikator Reallsa3| Indikator Anggaran Capaia
S . L Capaian Program L - -
trategis Kinerja Kinerja Kinerja Pagu Realisasi n
Persentase
Sasaran Ketersediaan
Meningkatn
a ’ ' Indek PROGRAM Sglr(gr:?::l?laan
S
gS;%'ﬂ?'g:na Kualitas 72,04 ZERENCANAA lingkungan 98.72%
y Lingkungan Poin hidup yang 16.402.000 16.192.200 ’
alam dan Hidup (IKLH) LINGKUNGAN :
lingkungan p HIDUP sesuai dengan
hidup secara Peraturan
terpadu Perundang-
undangan
PROGRAM Persentase
PENGENDALIA | penurunan
N Tingkat 98,28%
PENCEMARAN | pencemaran 89.643.020 88.098.241
DAN/ATAU dan atau




KERUSAKAN kerusakan
LINGKUNGAN lingkungan
HIDUP hidup
PROGRAM Persentase
PENGELOLAAN tingkat
KEANEKARAG pengelolaan 91,95%
AMAN keanekaragama 201.857.035 | 185.597.685 '
HAYATI n havati
(KEHATI) Y
PROGRAM
PENGENDALIA
N BAHAN
DAN BERACUN | Persentase
(B3) DAN S:E"eﬁ’;g B3yang | 55535000 | 22.338.000 | 2913%
LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA
DAN BERACUN
(LIMBAH B3)
eROGRAM | pesErese
PEMBINAAN
DAN Jowab ussha
PENGAWASAN
TERHADAP dan/atau
kegiatan
:_ZIII\INGKUNGAN terhadap izin 97,19%
lingkungan, izin 14.926.500 14.507.750 o0
DAN IZIN PPLH dan PUU
PERLINDUNGA
LH yang
N DAN diterbitkan oleh
PENGELOLAAN Pemerintah
LINGKUNGAN Daerah
HIDUP (PPLH) Kab/Kota
PROGRAM
PENINGKATAN | tingkat
PENDIDIKAN, pemahaman
PELATIHAN masyarakat
DAN terhadap 95,53%
PENYULUHAN pengelolaan 10.559.000 10.087.500
LINGKUNGAN lingkungan
HIDUP UNTUK hidup
MASYARAKAT
Persentase
Pengaduan
masyarakat
terkait
pelanggaran
PROGRAM terhadap izin
PENANGANAN | lingkungan, izin
PENGADUAN PPLH dan PUU 98,60%
LINGKUNGAN LH yang 9.253.500 9.123.750
HIDUP ditindaklanjuti
dan
diselesaikan
sesuai
peraturan per
Uuan
ot | Presentase
PERSAMPAHA sampah yang 3.254.401.35 | 2.949.497.00 | 90,63%
N tertangani 0 0
JUMLAH TOTAL 3.619.577.405 3.205.442.126 91,04%

Seluruh program diatas ditujukan untuk mencapai indikator kinerja
sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Barru Periode Tahun 2021
— 2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Disamping mampu melakukan

efisiensi dari sisi anggaran, target indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan




Hidup (IKLH)” mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana

tercantum dalam dokumen perencanaan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu
Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan
output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian
sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).

Rumus yang digunakan adalah:

_ % Capaian Output _IE-SE
IE= % Capaian Input TE=—%
Keterangan:
IE : Indeks Efisiensi
TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan
kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisesi = 1

Apabila IE > SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE < SE maka
dianggap tidak efisien.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran
dalam peencapaian indikator kinerja Persentase Kontribusi Sektor-sektor

strategis terhadap PDRB dapat dilhat pada tabel berikut :

PERSENTA
PERSENT SE
INDIKATOR ASE PENYERAP | |\DEKS | TINGKAT | KETERA
SR KINERJA SRR ey EFISENSI EFISIENSI NGAN
KINERJA ANGGARA
(OUTPUT) N
(INPUT)
Sasaran :
Meningkatnya Indeks
gengelolaan sumber _Kualltas 98,68 91,04 1,08 0,08 EFISIEN
aya alam dan Lingkungan
lingkungan hidup Hidup (IKLH)
secara terpadu

Dari tabel perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya diatas
menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk peningkatan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dinilai
telah efisien. Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Barru harus lebih
memikirkan kegiatan—kegiatan yang harus mampu meningkatkan sektor-
sektor strategis Perekonomian daerah agar anggaran yang rencanakan dapat

efektif mencapai indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.

. Analisis penyebab keberhasilan | kegagalan atau
peningkatan/penurunan Kkinerja serta alternative solusi yang telah

dilakukan;



MISI 5

Sasaran strategis meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup secara terpadu keberhasilannya diukur melalui Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat
untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak
melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai;
Guna mengurangi pembuangan sampah ke sungai, maka bagi usaha yang
membuang limbah ke sungai pemberian izin dilakukan secara ketat serta
tetap dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah
beroperasi;

Pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara yang memantau emisi gas buang
dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas
jalan Kabupaten Barru;

Memelihara dan membangun RTH sebagai upaya menjaga kualitas air dan
mengurangi polutan

Pemanfaatan pekarangan serta penghijauan di lingkungan rumah-rumah
warga, untuk menciptakan suasana lingkungan yang asri dan nyaman.
Penanaman pohon sehingga ada penambahan luasan ruang terbuka
hijau.

Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam upaya mencapai

peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain :

1)

2)

3)

Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai
masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang
mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, COD dan fosfat melibihi baku
mutu, hal ini sangat berperan dalam menurunkan kualitas air sungai;

Masih ada warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggiran sungai
yang mengakibatkan kadar fecal coli dan total coliform melebihi batas baku
mutu sehingga meningkatkan pencemaran air sungai;

Masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di

sungai dan melakukan pembakaran sampabh;

MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDAPATAN,
PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN



TUJUAN 5 . MENURUNKAN  KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR
MASYARAKAT DAN ANGKA KEMISKINAN

SASARAN 9 : MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran adalah Formula yang

digunakan untuk menghitung capaian target indiator adalah sebagai berikut:

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah
pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan
kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase
angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori
miskin terhadap jumlah penduduk

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator “Tingkat
pengangguran terbuka dan Angka kemiskinan” pada tahun 2022 dapat dilihat pada
tabel berikut:

INDIKATOR PERSEN

SASARAN KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya Tingkat
Penyerapan tenaga kerja dan Pengangguran % 5,88 5,32 109,52
penanggulangan kemiskinan Terbuka
Sasaran : Meningkatnya
Penyerapan tenaga kerja dan Angka Kemiskinan % 8,89 8,40 105,51
penanggulangan kemiskinan

Dalam tabel di atas, terdapat dua kategori yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Angka Kemiskinan pada Tahun 2022. Target dari kategori tersebut adalah 5,88%
untuk tingkat pengangguran terbuka dan 8,89% untuk angka kemiskinan. Pada
realisasi capaian untuk tingkat pengangguran terbuka adalah 5,32% atau mencapai
109,52% dari target, sedangkan untuk angka kemiskinan adalah 8,40% atau
mencapai 105,51% dari target.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam
mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan pada tahun 2022.
Capaian yang dicapai melebihi target yang ditetapkan, meskipun terdapat selisih
yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan
oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.




b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan

beberapa tahun terakhir;

Perbandingan antara

realisasi

kinerja serta capaian Kkinerja

indikator

“‘Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka” dan “Angka Kemiskinan” tahun 2022

dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA KINERJA
SASARAN KINERJA SATUAN
2021 2022 2021 2022

Sasaran : Meningkatnya Penyerapan Tingkat
tenaga kerja dan penanggulangan Pengangguran % 6,74 5,32 75,18 109,52
kemiskinan Terbuka
Sasaran : Meningkatnya Penyerapan
tenaga kerja dan penanggulangan Angka Kemiskinan % 8,68 8,40 92,97 105,51
kemiskinan

Dalam tabel di atas, terdapat dua kategori yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Angka Kemiskinan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, Tingkat
Pengangguran Terbuka memiliki realisasi kinerja sebesar 6,74% dengan capaian
kinerja sebesar 75,18%, sedangkan untuk Angka Kemiskinan memiliki realisasi
kinerja sebesar 8,68% dengan capaian kinerja sebesar 92,97%. Sementara itu, pada
tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil menurun dengan realisasi
kinerja sebesar 5,32 dan mencapai capaian kinerja sebesar 109,52%. Sedangkan,
Angka Kemiskinan pada tahun 2022 memiliki realisasi kinerja sebesar 8,40 dengan
capaian kinerja sebesar 105,51%.

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam
menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan pada tahun
2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam kondisi pemulihan dari pandemi
covid-19. Capaian kinerja pada tahun 2022 juga lebih tinggi dibandingkan dengan
tahun 2021, menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya pemerintah untuk
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui

pengurangan  tingkat

pengangguran dan kemiskinan.

c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target RPJMD;
Adapun perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator “Persentase Tingkat
Pengangguran Terbuka” dan “Angka Kemiskinan” sampai tahun 2022 dengan target
RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

MASA AKHIR
SASARAN LRSI SATUAN RPJIJMD TAHUN REALISASI ClEL D
KINERJA TAHUN INI
2021-2026
Sasaran : Meningkatnya Tingkat
Penyerapan tenaga kerja dan Pengangguran % 4,45 5,32
penanggulangan kemiskinan Terbuka
Sasaran : Meningkatnya
Penyerapan tenaga kerja dan Angka Kemiskinan % 6,05 8,40 61,15
penanggulangan kemiskinan




Dari tabel perbandingan antara realisasi kinerja dari indikator "Persentase
Tingkat Pengangguran Terbuka" dan "Angka Kemiskinan" sampai tahun 2022
dengan target RPIJMD 2021-2026, terlihat adanya perbedaan antara target akhir
periode RPIJMD 2021-2026 dengan realisasi tahun 2022.

Untuk indikator "Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka", target akhir
periode RPJMD 2021-2026 adalah 4,45%, namun realisasi tahun 2022 sebesar
5,32% dengan capaian sampai saat ini sebesar 80,44%. Ini berarti capaian kinerja
masih belum mencapai target akhir periode RPIJMD 2021-2026. Meskipun demikian,
terdapat penurunan dari tahun sebelumnya dan capaian kinerja sudah mencapai
80,44%, yang menunjukkan adanya progres dalam upaya menurunkan tingkat
pengangguran terbuka.

Sementara untuk indikator "Angka Kemiskinan", target akhir periode RPJMD
2021-2026 adalah 6,05%, namun realisasi tahun 2022 sebesar 8,40% dengan
capaian sampai saat ini sebesar 61,15%. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan
yang cukup besar antara target dan capaian kinerja, dan upaya dalam menurunkan
angka kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi dan program untuk
menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Pemerintah
daerah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam
menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan dan pendidikan
masyarakat, serta memberikan bantuan sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang
membutuhkan.

Dalam kesimpulannya, target akhir periode RPJMD 2021-2026 untuk indikator
"Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka" dan "Angka Kemiskinan" masih perlu
ditingkatkan. Namun, upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran
terbuka dan angka kemiskinan sudah menunjukkan progres dan perlu terus

ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja nasional dapat

dilihat sebagai berikut :

SASARAN INDIKATOR SATUAN REALISASI KINERJA
KINERJA NASIONAL | KABUPATEN
. . Tingkat
tenaga keria dan penangguiangan kemiskinan | Pe1gENGgUan | %6 586 5.2
9 ! P 99 9 Terbuka
Sasaran : Meningkatnya Penyerapan Angka
) - 2% % 9,57 8,40
tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan Kemiskinan




Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Barru lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka secara
nasional. Sedangkan, untuk indikator angka kemiskinan, Kabupaten Barru memiliki
angka yang lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. Meskipun demikian,
perlu diperhatikan bahwa kedua indikator tersebut masih perlu diperbaiki, sehingga
dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru dan

Nasional secara keseluruhan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian kinerja
e Tingkat Pengangguran Terbuka
Capaian kinerja yang harus dicapai untuk mengurangi tingkat pengangguran

terbuka didukung oleh 7 (Tujuh) program sebagai berikut:

ANGGARAN
SASARAN ”\PI(I?II\IEAR-SaR CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN
PAGU REALISASI

Program
Sasaran : Pelatihan Kerja
Meningkatnya ) Dan 327.608.140 255.109.000 77,87
Tingkat -
Penyerapan Penganaquran 109 52% Produkthlta_s
tenaga kerja dan gangg ’ Tenaga Kerja
Terbuka
penanggulangan
kemiskinan Program
Penempatan 45.402.000 20.332.200 44,78
Tenaga Kerja

Program
Pemberdayaan
Usaha
Menengah, 20.311.000 20.155.000 99,23
Usaha Kecil Dan
Usaha Mikro
(Umkm)

Program
Pengembangan
Kapasitas Daya 71.227.200 70.901.200 99,54
Saing
Kepemudaan

Program
Pengembangan
Iklim Penanaman
Modal

35.754.500 35.077.550 98,11

Program Promosi
Penanaman 64.923.000 64.373.000 99,15
Modal

Program
Pelayanan
Penanaman
Modal

350.689.000 276.351.400 78,80

JUMLAH ANGGARAN 915.914.840 742.299.350 81,04

Pada tahun 2022, dilaksanakan 7 program kegiatan untuk mengurangi tingkat
pengangguran terbuka dengan total anggaran sebesar 915.914.840. Meskipun
anggaran tersebut hanya terealisasi sebesar 81,04% dari target, capaian kinerja
tingkat pengangguran terbuka berhasil menurun dari 6,74 pada tahun 2021 menjadi
5,32 ditahun 2022. Oleh karena itu, diperlukan analisis program/kegiatan yang
menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut.



1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui
pelatihan keterampilan. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah apakah pelatihan
yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan apakah pelatihan
tersebut memberikan manfaat bagi peserta pelatihan.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja Program ini bertujuan untuk memfasilitasi
pencari kerja dalam mencari pekerjaan. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah
apakah program ini berhasil menempatkan pencari kerja di tempat kerja yang
sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka.

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
(UMKM) Program ini bertujuan untuk memperkuat usaha menengah, kecil, dan
mikro agar lebih produktif dan dapat meningkatkan peluang kerja. Evaluasi yang
perlu dilakukan adalah apakah program ini memberikan manfaat bagi pemilik
usaha UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kepemudaan dalam
menghadapi persaingan global. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah apakah
program ini memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan dan
kapasitas kepemudaan.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program ini bertujuan untuk
menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Evaluasi yang perlu
dilakukan adalah apakah program ini berhasil meningkatkan minat investor
dalam menanamkan modal di daerah tersebut.

6. Program Promosi Penanaman Modal Program ini bertujuan untuk
mempromosikan daerah tersebut sebagai tempat yang menarik untuk
penanaman modal. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah apakah program ini
berhasil meningkatkan minat investor dan jumlah penanaman modal di daerah
tersebut.

7. Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini bertujuan untuk
memberikan pelayanan yang cepat dan efisien bagi investor yang ingin
menanamkan modal di daerah tersebut. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah
apakah program ini memberikan pelayanan yang baik dan memperlancar
proses penanaman modal di daerah tersebut.

Dari analisis program/kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan
dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor,
seperti keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan usaha UMKM, pengembangan
kapasitas kepemudaan, iklim penanaman modal, dan promosi serta pelayanan

penanaman modal yang baik dan efisien. Keberhasilan program/kegiatan dalam



mencapai target kinerja juga perlu dievaluasi secara berkala dengan mengukur
capaian kinerja dan dampaknya pada masyarakat. Evaluasi tersebut dapat dilakukan
dengan mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, peningkatan
produktivitas usaha UMKM, meningkatnya jumlah investasi, dan penurunan tingkat
pengangguran terbuka di daerah Kabupaten Barru. Selain itu, perlu juga
memperhatikan aspek keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.
Evaluasi terhadap anggaran yang digunakan dan realisasi yang dicapai juga perlu
dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Dengan
begitu, dana yang digunakan dapat diprioritaskan pada program/kegiatan yang
memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dalam mengurangi tingkat
pengangguran terbuka, kolaborasi dengan berbagai pihak juga perlu dilakukan,
seperti industri, lembaga pelatihan kerja, dan investor. Kolaborasi tersebut dapat
meningkatkan kesempatan kerja dan peluang investasi di daerah tersebut, serta
memperkuat daya saing masyarakat di tingkat lokal dan global. Dalam
kesimpulannya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka memerlukan evaluasi yang terus
menerus. Faktor keterampilan tenaga kerja, pemberdayaan usaha UMKM,
pengembangan kapasitas kepemudaan, iklim penanaman modal, promosi serta
pelayanan penanaman modal yang baik dan efisien menjadi faktor penting dalam
mencapai target kinerja. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak juga perlu
dilakukan untuk memperkuat kesempatan kerja dan peluang investasi di daerah.
Program/kegiatan tersebut juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam
jangka panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam mengurangi tingkat
pengangguran terbuka. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sebagai penggerak
utama dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut sangat penting untuk
memastikan  terwujudnya  tujuan tersebut. Pemerintah  daerah  perlu
mempertimbangkan aspek anggaran, sumber daya manusia, dan kolaborasi dengan
pihak terkait dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut. Dengan terwujudnya
program/kegiatan yang efektif dan efisien, diharapkan dapat menurunkan tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Barru dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,
serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks
globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, upaya untuk mengurangi tingkat
pengangguran terbuka menjadi sangat penting. Dengan mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru,
meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja



untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka akan menjadi salah satu kunci
sukses dalam mewujudkan pencapaian tujuan tersebut.
e ANGKA KEMISKINAN
Capaian kinerja yang harus dicapai untuk mengurangi Angka Kemiskinan
didukung oleh 17 (tujuh belas) program sebagai berikut:

ANGGARAN
SASARAN Il\}LI?II\I}E,;T]aR CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN
PAGU REALISASI

Sasaran :
Meningkatnya
Penyerapan Angka
tenaga kerja dan Kemiskinan
penanggulangan
kemiskinan

Program
105,51% | Pengelolaan 10.026.073.943 8.292.898.800 82,71
Pendidikan

Program
Pemenuhan
Upaya Kesehatan
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat

32.208.964.837 27.263.058.356 84,64

Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum

596.334.000 13.544.451 2,27

Program
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Air Limbah

4.115.914.486 4.062.857.900 98,71

Program
Kawasan 2.584.710.500 666.827.700 25,80
Permukiman

Program
Pemberdayaan 7.875.000 782.500 9,94
Sosial

Program

Rehabilitasi Sosial 221.824.400 150.464.950 67,83

Program
Perlindungan Dan 3.216.232.900 1.974.072.166 61,38
Jaminan Sosial

Program
Pemberdayaan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil Dan
Usaha Mikro
(UMKM)

20.311.000 20.155.000 99,23

Program
Pengembangan 458.565.000 454.008.006 99,01
UMKM

Program
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan, 29.906.200 25.141.200 84,07
Lembaga Adat,
Dan Masyarakat
Hukum Adat

Program
Penyediaan Dan
Pengembangan
Sarana Pertanian

1.766.974.000 1.724.899.500 97,62

Program
Penanganan
Kerawanan
Pangan

54.824.500 50.067.000 91,32

Program
Pengelolaan
Perikanan
Tangkap

5.150.000 4.949.500 96,11




ANGGARAN
SASARAN Iﬁ?“;’;TJCiR CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN
PAGU REALISASI

Program
Pengelolaan 5.000.000 5.000.000 100,00
Perikanan
Budidaya
Program
Pemerintahan dan |, 555 548 0o 2.417.358.000 94,72
Kesejahteraan
Rakyat
Program
Koordinasi Dan
Sinkronisasi 58.237.600 42.853.700 73,58
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Jumlah Anggaran 57.929.106.366 47.168.938.729 81,43

Dari 17 program/kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan,
terlihat bahwa beberapa program memiliki capaian kinerja yang cukup tinggi, yaitu
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan realisasi
anggaran 98,71%, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan
Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi anggaran 99,23%, Program Pengembangan
UMKM dengan realisasi anggaran 99,01%, dan Program Pengelolaan Perikanan
Budidaya dengan realisasi anggaran 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program-
program tersebut dapat berkontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan.
Namun, terdapat juga beberapa program yang memiliki capaian kinerja yang masih
rendah, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi anggaran 82,71%,
Program Kawasan Permukiman dengan realisasi anggaran 25,80%, dan Program
Pemberdayaan Sosial dengan realisasi anggaran 9,94%. Hal ini dapat menjadi fokus
perbaikan dan evaluasi program-program tersebut agar dapat meningkatkan
kontribusinya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Secara keseluruhan, meskipun capaian realisasi anggaran pada tahun 2022
telah mencapai 81,43%, tetapi masih terdapat beberapa program yang perlu
dievaluasi dan diperbaiki untuk mencapai target yang lebih tinggi dalam mengurangi
angka kemiskinan di masa depan. Selain itu, juga perlu dilakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap penggunaan anggaran agar dapat optimal dalam mendukung

program-program yang telah ditetapkan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu
Program untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output

yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama atau

_ % Capaian Output _IE—SE
s Capaian Input |:> TE=—%%




lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang digunakan

adalah:
Capaian Output -
15 = 2oCapalan Output 75 = E=SE
% Capaian Input SE

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan

kegiatan/sasaran

SE : Standar Efisesi =1

Apabila IE > SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika |E < SE maka

dianggap tidak efisien.

PERSENTASE | PERSENTASE
INDIKATOR CAPAIAN PENYERAPAN INDEKS TINGKAT
SRR KINERJA KINERJA ANGGARAN EFISENSI EFISIENSI RETERANEAN
(OUTPUT) (INPUT)
Sasaran :
e g |, TIO
keria dan Pengangguran 109,52 81,04 1,35 0,35 EFISIEN
J Terbuka

penanggulangan
kemiskinan
Sasaran :
Meningkatnya
Penyerapan tenaga Angka 105,51 81,43 1,30 0,30 EFISIEN
kerja dan Kemiskinan
penanggulangan
kemiskinan

Berdasarkan data di atas, kedua indikator yang diukur menunjukkan nilai

indeks efisiensi yang lebih besar dari standar efisiensi yaitu 1. Oleh karena itu,
kegiatan atau sasaran yang diukur dengan indikator tersebut dianggap efisien.
Dalam hal ini, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan dapat

dianggap efisien dalam penggunaan sumber daya.

Analisis penyebab keberhasilan /| kegagalan atau

peningkatan/penurunan Kkinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

Tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan adalah indikator
penting dari kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Berikut adalah analisis
penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja terkait

kedua indikator tersebut:

Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Keberhasilan: Penurunan tingkat pengangguran terbuka dapat disebabkan
oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat walaupun dalam situasi pemulihan

ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19, peningkatan investasi



dan produksi yang berkelanjutan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah

yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

b. Kegagalan: Kenaikan tingkat pengangguran terbuka dapat disebabkan
oleh stagnasi ekonomi, penurunan investasi dan produksi, perubahan
teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia, atau kurangnya

kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

c. Peningkatan kinerja: Peningkatan tingkat pengangguran terbuka dapat
dicapai melalui pelaksanaan kebijakan yang mendukung penciptaan
lapangan kerja, pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan
keterampilan tenaga kerja, dan insentif untuk mendorong investasi dan

produksi.

d. Penurunan kinerja: Penurunan tingkat pengangguran terbuka dapat
disebabkan oleh kurangnya investasi dan produksi, perubahan teknologi
yang menggantikan tenaga kerja manusia, atau kebijakan pemerintah yang

tidak mendukung penciptaan lapangan kerja.
Angka Kemiskinan

a. Keberhasilan: Penurunan angka kemiskinan dapat disebabkan oleh
pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, pelaksanaan kebijakan
pemerintah yang mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan program

pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan.

b. Kegagalan: Kenaikan angka kemiskinan dapat disebabkan oleh stagnasi
ekonomi, ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin besar, atau
kurangnya kebijakan pemerintah yang mendukung pengentasan

kemiskinan.

c. Peningkatan kinerja: Peningkatan angka kemiskinan dapat diatasi melalui
kebijakan pemerintah yang mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi,
program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan,
dan pemberian akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan

dan kesehatan.

d. Penurunan kinerja: Penurunan angka kemiskinan dapat disebabkan oleh
kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan,
peningkatan kesenjangan sosial-ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi

yang tidak merata.



Secara keseluruhan, penanganan masalah pengangguran terbuka dan
kemiskinan membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan mengurangi
kesenjangan sosial-ekonomi. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh

pemerintah antara lain:

1. Investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor yang berpotensi
menciptakan lapangan kerja, seperti sektor manufaktur, pertanian, dan
pariwisata.

2. Pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan
keterampilan tenaga kerja dan memperkuat sektor-sektor yang
berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi.

3. Pemberian insentif untuk mendorong investasi dan produksi, seperti
pemotongan pajak dan bantuan keuangan bagi industri yang berpotensi
menciptakan lapangan kerja.

4. Implementasi kebijakan sosial yang berfokus pada kelompok
masyarakat yang rentan, seperti program pengentasan kemiskinan,
akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dan
pemberdayaan ekonomi.

5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
anggaran pemerintah untuk memastikan penggunaan sumber daya

yang efektif dan efisien.

Dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka dan kemiskinan,
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat
penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program-program yang
dilakukan. Selain itu, penggunaan teknologi dan inovasi juga dapat membantu
menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan menciptakan

lapangan kerja

Misi 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and
govermnace serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi
Sasaran Strategis 10. Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan
pelayanan publik yang baik

Analisis pencapaian Sasaran “Meningkatnya kinerja pemerintahan yang
akuntabel dan pelayanan publik yang baik” dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini



Tabel 28
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
“Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan
Publik yang Baik” Tahun 2022

No Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaia Kriteria
n Penilaian
1 | Nilai SAKIP 60 Poin | 57,34 95,57% | Sangat
Poin Tinggi
2 | Indeks Pelayanan 3,51 3,99 Poin | 113,67
Publik Poin %

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, diuraikan

sebagai berikut:
a) Realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP” tahun 2022 sebesar 57,34 Poin tidak

b)

sesuai dengan target sebesar 60 Poin yang ditetapkan dalam RPJMD dengan
capaian 95,57%. Nilai SAKIP diperoleh berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1211/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022 Tentang Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022. Nilai tersebut

merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

. No) | . Komponen Yang Dinilai Bobot | Nilai
1. | Perencanaan Kinerja 30 21,79
2. | Pengukuran Kinerja 30 15,07
3. | Pelaporan Kinerja 15 9,68
4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 10,80

Nilai Hasil Evaluasi 100 57,34
Tingkat Akuntabilitas Kinerja cc

yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2022 sebesar 3,99
Poin melebihi target sebesar 3,51 Poin yang ditetapkan dalam RPJMD dengan
capaian 113,67%. Nilai Indeks Pelayanan Publik diperoleh berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Hasil Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pelayananan Publik di Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah Daerah Tahun 2022. Hasilnya adalah:

NO UPP Indeks Kategori
1 | DPM-PTSP 4,53 A
2 | Dinas Kependudukan dan 3,44 B-
Pencatatan Sipil
Rata-Rata 3,51 B

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



Tabel 29

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran
“Meningkatnya Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik
yang Baik” Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO Indikator Kinerja Realisasi Tahun Capaian Tahun
2022 2022
1 | Nilai SAKIP 57,34 Poin 95,57%
2 | Indeks Pelayanan Publik 3,99 Poin 113,67%

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun

sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria

penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas

kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah. Sementara itu,

Indeks Pelayanan Publik belum dapat dilakukan pengukuran terhadap perbandingan

realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya

yang disebabkan tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan RPIJMD Kabupaten Barru
Tahun 2021-2026.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

Tabel 30

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja

Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik” sampai
dengan tahun 2022

dengan Target Jangka Menengah

No Indikator Kinerja Target Kinerja| Realisasi Capaian
Jangka Kinerja s.d.
Menengah s.d.| Tahun 2022
Tahun 2026
1 |Nilai SAKIP 80 Poin 57,34 Poin 71,67 %
2 |Indeks Pelayanan Publik 4,25 Poin 3,99 Poin 93,88 %
Rata-Rata Capaian 82,78%

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen RPJMD, diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP sampai dengan tahun

2022 dengan target jangka menengah Tahun 2026, maka untuk mencapai

target RPJMD sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir perencanaan

jangka menengah sebesar 80 Poin terdapat paling sedikit 22,66 poin yang

harus dicapai selama periode perencanaan.

b. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik sampai

dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Tahun 2026, maka untuk

mencapai target RPJMD sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir




perencanaan jangka menengah sebesar 4,25 Poin terdapat paling sedikit 0,26

poin yang harus dicapai selama periode perencanaan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
a. Indikator “Nilai SAKIP”

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barru

menunjukkan nilai 57,34 dengan predikat "CC". Hal tersebut menunjukkan

bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "cukup™, yaitu implementasi AKIP

sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak

mendasar khususnya pada unit kerja. Penjelasan lebih lanjut atas hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2022

sebagai berikut:

)

Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Barru telah menyusun perencanaan Kkinerja
level pemerintah daerah berupa RPIJMD tahun 2021-2026 yang dijabarkan
dalam Perjanjian Kinerja kepala daerah yang selanjutnya dijabarkan
ke dalam perencanaan kinerja level Perangkat Daerah (PD) yang
mencakup Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja PD.
Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam perencanaan kinerja di antaranya:

a. Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perencanaan kinerja

level pemerintah daerah yang belum menggambarkan kondisi hasil
yang ingin diwujudkan, contohnya pada sasaran strategis
"Meningkatnya Usia Harapan Hidup" yang dinilai belum
menggambarkan kondisi spesifik yang akan dicapai;

Indikator  kinerja yang ditetapkan pada level PD belum
sepenuhnya memenuhi kriteria  SMART (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, Time-bound) dan cukup serta sesuai levelnya,
terutama terkait kriteria relevan dan cukup;

Terdapat rumusan tujuan dan sasaran yang sama, namun ditetapkan
oleh PD yang berbeda dengan indikator yang berbeda pula seperti
pada tujuan Dinas Perhubungan dan sasaran strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika yaitu “Meningkatnya kualitas infrastruktur
dan konektivitas antar wilayah" dengan indikator pada Dinas
Perhubungan "Persentase konektivitas transportasi kabupaten™ dan
indikator pada Dinas Komunikasi dan Informatika  adalah



2)

"Persentase PD yang terhubung daya akses internet yang berkualitas
yang disediakan dinas kominfo". Hal tersebut menggambarkan
bahwa penjabaran kinerja yang disusun pada level Pemerintah
Daerah dan PD belum menjenjangkan kondisi yang akan diwujudkan
dan belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan
critical success factor (CSF) pencapaian kinerja dan masih
berorientasi pada urusan dan struktur organisasi, sehingga belum
terlihat prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab dan
akibat antar kinerja.

Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Barru telah memiliki definisi operasional

pengukuran kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama

(IKU). Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pengukuran kinerja di antaranya

a. Masih terdapat indikator kinerja PD yang tidak disertai dengan
definisi operasional dan formulasi perhitungan, sehingga keandalan
pengukuran kinerja dalam menggambarkan kondisi capaian kinerja
masih belum optimal,

b. Belum terdapat pedoman atau SOP dalam pengumpulan data kinerja
secara berkala, sehingga perkembangan realisasi pencapaian
kinerja tidak didukung dengan data kinerja yang andal dan
memadai. Hal tersebut menyebabkan pencapaian kinerja menjadi
tidak dapat diketahui perkembangannya secara real-time;

c. Komitmen dan kepedulian pimpinan dalam melakukan monitoring
dan evaluasi masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan monitoring
dan evaluasi yang belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan
menyeluruh, serta hanya fokus pada penyerapan anggaran dan
belum mengarah pada monitoring hasil kinerja. Dengan demikian,
keseluruhan ketercapaian kinerja dan kendala yang dihadapi belum
dapat terpantau dengan baik, sehingga pengendalian dalam rangka
mencapai kinerja menjadi kurang optimal.

Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Barru telah menyusun laporan akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah yang telah diintegrasikan dengan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 dan laporan

Kinerja PD yang telah disampaikan secara tepat waktu melalui unggahan

pada laman esr.menpan.go.id. Namun demikian, masih terdapat hal-hal

yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya:



a. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan sebagian PD
telah menyajikan informasi yang memadai terkait target dan realisasi
kinerja tahun anggaran (tahun 2021) dan realisasi tahun-tahun
sebelumnya. Seisin itu, telah menyajikan juga informasi terkait faktor
pendukung/penghambat capaian kinerja  dan solusi yang telah
dilakukan. Namun demikian, belum disampaikan informasi spesifik
terkait analisis program dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja.
Selain itu, belum secara komprehensif menyajikan analisis atas
efisiensi sumber daya yang digunakan dan langkah atau alternatif
selanjutnya;

b. Laporan akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan secara optimal
sebagai bahan masukan bagi perencanaan kinerja periode
selanjutnya.

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemerintah Kabupaten Barru telah melakukan evaluasi internal atas

implementasi SAKIP pada sebagian besar PD, namun pedoman evaluasi

internal belum disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Untuk itu, terdapat hal-hal yang masih perlu diperhatikan, yaitu:

a. Rekomendasi yang diberikan belum memuat saran perbaikan
yang spesifik cukup untuk mendorong perbaikan kualitas
implementasi SAKIP pada setiap PD,;

b. Belum dilakukan pemantauan kepada PD atas tindak lanjut hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga evaluasi akuntabilitas
kinerja internal belum mendorong perbaikan yang sistematis dan
berkelanjutan pada PD.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan
penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai
berikut
1) Memastikan rumusan tujuan dan sasaran dari level pemerintah daerah

sampai ke level PD telah berorientasi kepada hasil dan

menggambarkan/menjawab isu strategis daerah, sehingga kinerja yang
dihasilkan Pemerintah Kabupaten Barru dapat memberikan dampak yang
dapat dirasakan masyarakat;

2) Memastikan kesesuaian indikator kinerja dengan sasaran strategis,
dengan memastikan terpenuhinya kriteria SMART pada indikator kinerja
yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan mampu

menjadi alat ukur yang menggambarkan kondisi capaian kinerja;



3)

4)

5)

6)

7)

8)

Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja secara menyeluruh mulai
dari level pemerintah daerah sampai level PD guna memastikan
ketepatan rumusan unsur-unsur kunci perencanaan kinerja, dengan
memastikan rumusan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil/outcome
dan menggambarkan kinerja seharusnya sesuai dengan level outcome
yang seharusnya;

Menyempurnakan penjabaran kinerja secara berjenjang berdasarkan
Peraturan Menteri PANRB  Nomor 89 tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja, dengan memperhatikan logical framework dan CSF
dalam pencapaian kinerja, sehingga dapat terlihat hubungan "sebab-
aklbat" antar jenjang kinerja. Selanjutnya, agar menyesuaikan dokumen
perencanaan kinerja berdasarkan penyempurnaan penjabaran sehingga
kinerja setiap individu dan penggunaan anggaran daerah ditujukan untuk
mewujudkan kinerja;

Melakukan reviu terhadap IKU dengan memastikan IKU telah memuat
kinerja utama organisasi dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan
definisi operasional indikator dan formulasi indikator yang relevan,
sehingga terwujud data kinerja yang andal dalam mengukur kinerja
organisasi;

Mendorong dilakukannya pengumpulan dan pengukuran data kinerja
yang konsisten dengan menetapkan kebijakan atau SOP yang spesifik
terhadap pengumpulan data kinerja, untuk memastikan ketersediaan dan
relevansi data dalam pengukuran kinerja;

Mendorong penyempurnaan mekanisme pemantauan dan evaluasi
secara berkala dan bukan hanya fokus pada capaian anggaran, namun
juga fokus pada pencapaian kinerja, sehingga proses monitoring dan
evaluasi dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk mendorong
efektivitas pencapaian kinerja dan upaya pengendalian sehingga
pencapaian kinerja dapat berjalan efekitif;

Menyempumakan kualitas pelaporan kinerja baik pada level pemerintah
daerah maupun PD dengan menyajikan informasi yang memadai,
terutama terkait kedalaman analisis deskriptif. Laporan kinerja
diharapkan memuat eksplorasi terkait analisis faktor
pendorong/penghambat dalam pencapaian kinerja, analisis efektifitas dan
efisiensi program/kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja, dan

analisis efisiensi sumber daya,;



9) Memastikan hasil pengukuran kinerja pada laporan kinerja dijadikan
informasi atau masukan pada proses perencanaan maupun penyesuaian
strategi atas kinerja berikutnya;

10) Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021;

11) Memastikan rekomendasi di dalam hasil evaluasi internal disampaikan
secara detail dan memastikan agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
internal dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan optimal oleh setiap PD,
sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat mendorong
penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan

Indikator “Indeks Pelayanan Publik”

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah Tahun
2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, dua unit penyelenggara pelayanan (UPP) menjadi
lokus evaluasi yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Hasil evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menunjukkan nilai 4,53 (A) dan hasil evaluasi atas pelayanan publik
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan nilai 3,44 (B-).
Apabila dirata-ratakan maka Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Barru Tahun
2022 menunjukkan nilai 3,99 (B).

Meskipun implementasi pelayanan publik mendapat nilai 3,99 atau kategori
B (Baik), namun masih perlu banyak perbaikan khususnya pada unit kerja.
Sebagai rekomendasi perbaikan dari hasil pemantauan dan evaluasi yang telah

dilakukan, berikut hal-hal untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

NO ASPEK | REKOMENDASI
A DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
1 | Kebijakan Pelayanan Agar dapat meningkatkan persentase

rencana tindak lanjut dan kecepatan
tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis
pelayanan

2 | Profesionalisme SDM Tersediannya mekanisme yang
dibangun untuk menjaga dan
meningkatkan motivasi kerja pelaksana

pelayanan
3 | Sarana Prasarana Dapat mempertahankan fasilitas
sarana prasarana
4 | Sistem Informasi Agar dapat meningkatkan lagi
Pelayanan Publik Pemutakhiran data dan informasi kanal
digital

5 | Konsultasi dan Pengaduan | Dapat mempertahankan kualitas
sarana Konsultasi dan Pelaporan




6 | Inovasi Perlu mengikuti kompetisi inovasi pada
level yang lebih tinggi lagi.
B | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 | Kebijakan Pelayanan Dapat melaksanakan SKM sesuai
PermenPANRB serta publikasikan dan
menindaklanjuti hasil SKM
2 | Profesionalisme SDM Dapat meningkatkan mekanisme
peningkatan motivasi kerja
pelaksanaan pelayanan dan
menambahkan kriteria pemberian
penghargaan kepada pegawai

berprestasi
3 | Sarana Prasarana Perlu meningkatkan kapasitas fasilitas
Sarana Prasarana kelompok rentan
4 | Sistem Informasi Agar dapat meningkatkan SIPP
Pelayanan Publik pendukung pada Website dan

melakukan Pemutakhiran Data dan
Informasi kanal Digital (Website).

5 | Konsultasi dan Pengaduan | Dapat membuat laporan berkala terkait
hasil konsultasi dan pengaduan.

6 | Inovasi Menambahkan sumber daya
pendukung keberlanjutan inovasi
pelayanan publik

Beberapa hal yang harus menjadi perbaikan bagi penyelenggara
pelayanan di lingkungan pemerintah daerah, pertama adalah penguatan
kapasitas unit penyelenggara pelayanan dalam integrasi data antar-layanan.
Kedua adalah pendekatan NOT BUSINESS AS USUAL untuk membangun
budaya Bangga Melayani Bangsa. Ketiga adalah pembenahan arsitektur
pelayanan publik yang lebih inklusif. Keempat adalah prioritas riset serta
pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan
pembangunan sistem yang adaptif. Sementara pada level individu, pandemi
memberikan kesempatan masing-masing ASN untuk melakukan kontemplasi.
Covid-19 memaksa perubahan di banyak aspek, yang membuat ASN harus
menyesuaikan diri. Saatnya ASN harus meningkatkan kompetensi dan
berkolaborasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdaya saing
sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,;



Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu
kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output
yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian sasaran “sama
atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya). Rumus yang

digunakan adalah:

_ % Capaian Output _IE-SE
b= % Capaian Input TE=—%
Keterangan:
IE : Indeks Efisiensi
TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan

kegiatan/sasaran
SE : Standar Efisesi= 1

Apabila IE > SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE < SE maka
dianggap tidak efisien.

Tabel 31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran “Meningkatnya Kinerja
Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Baik”

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Output Input Indeks | Tingkat | Keterangan
Target Realisasi [Capaian Target Realisasi Capaian | Efisiensi | Efisiensi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3 2 66,66 94,14 0,71 -0,29 | tidak efisien
PEMERINTAHAN DAERAH 376.336.800 354.297.572
KABUPATEN/KOTA
Penataan Organisasi 100% 100% 100,0 376.336.800 54.297.572 94,14 1,06 0,06 | efisien
0

Pengelolaan Kelembagaan dan 6 6 100,0 57.825.800 153.623.001 97,34 1,03 0,03 | efisien
Analisasi Jabatan dokume dokume 0

n n
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 1 1 100,0 04.963.500 98.144.950 93,50 1,07 0,07 efisien
Laksana laporan laporan 0
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 1 1 100,0 51.600.000 49.017.800 95,00 1,05 0,05 efisien
Birokrasi dokume dokume 0

n n
Monitoring, Evaluasi dan 1 1 100,0 55.160.500 48.207.821 87,40 1,14 0,14 efisien
Pengendalian Kualitas Pelayanan dokume dokume 0
Publik dan Tata Laksana n n
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 1 100,0 6.787.000 5.304.000 78,15 1,28 0,28 | efisien
Kinerja Pemerintah Daerah dokume dokume 0

n n
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 100% 100% 100,0 231.538.000 226.861.600 97,98 1,02 0,02 | efisien
PEMBANGUNAN 0
Pelaksanaan Administrasi 100% 100% 100,0 231.538.000 226.861.600 97,98 1,02 0,02 | efisien
Pembangunan 0
Fasilitasi Penyusunan Program 1 1 100,0 15.287.500 13.908.600 90,98 1,10 0,10 efisien
Pembangunan dokume dokume 0

n n
Pengendalian dan Evaluasi Program 1 1 100,0 206.024.500 202.976.000 98,52 1,02 0,02 efisien
Pembangunan laporan laporan 0
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 1 1 100,0 10.226.000 9.977.000 97,57 1,02 0,02 | efisien
Pelaksanaan Pembangunan laporan laporan 0
PROGRAM PERENCANAAN, 100% 100% 100,0 235.920.500 147.431.022 62,49 1,60 0,60 | efisien
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 0
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan 100% 100% 100,0 191.712.500 124.337.922 64,86 1,54 0,54 | efisien
Pendanaan 0
Koordinasi Penyusunan dan 7 7 100,0 191.712.500 124.337.922 64,86 1,54 0,54 efisien
Penetapan Dokumen Perencanaan dokume dokume 0
Pembangunan Daerah n n
Kabupaten/Kota
Pengendalian, Evaluasi dan 100% 100% 100,0 44.208.000 23.093.100 52,24 1,91 0,91 efisien
Pelaporan Bidang Perencanaan 0
Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan 16 16 100,0 44.208.000 23.093.100 52,24 1,91 0,91 efisien
Laporan Berkala Pelaksanaan laporan laporan 0
Pembangunan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN 100% 100% 100,0 1.618.127.100 | 1.339.601.112 82,79 121 0,21 | efisien
KEUANGAN DAERAH 0
Koordinasi dan Penyusunan 100% 100% 100,0 983.734.500 795.975.269 80,91 1,24 0,24 | efisien
Rencana Anggaran Daerah 0
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan 1 1 100,0 29.365.500 22.664.200 77,18 1,30 0,30 efisien
PPAS dokume dokume 0

n n




Koordinasi dan Penyusunan 1 1 100,0 26.984.000 22.843.400 84,66 1,18 0,18 efisien
Perubahan KUA dan Perubahan dokume dokume 0
PPAS n n
Koordinasi, Penyusunan dan 1 1 100,0 3.707.500 307.000 8,28 12,08 11,08 | efisien
Verifikasi RKA-SKPD dokume dokume 0
n n
Koordinasi, Penyusunan dan 1 1 100,0 5.752.500 3.442.000 59,83 1,67 0,67 efisien
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dokume dokume 0
n n
Koordinasi, Penyusunan dan 1 1 100,0 4.942.500 2.577.000 52,14 1,92 0,92 efisien
Verifikasi DPA-SKPD dokume dokume 0
n n
Koordinasi, Penyusunan dan 1 1 100,0 7.340.500 6.762.000 92,12 1,09 0,09 | efisien
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dokume dokume 0
n n
Koordinasi dan Penyusunan 1 1 100,0 374.501.000 318.732.366 85,11 1,17 0,17 efisien
Peraturan Daerah tentang APBD dan dokume dokume 0
Peraturan Kepala Daerah tentang n n
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan 1 1 100,0 271.534.500 227.115.240 83,64 1,20 0,20 efisien
Peraturan Daerah tentang Perubahan dokume dokume 0
APBD dan Peraturan Kepala Daerah n n
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi 1 1 100,0 259.606.500 191.532.063 73,78 1,36 0,36 efisien
serta Kebijakan Bidang Anggaran dokume dokume 0
n n
Koordinasi dan Pelaksanaan 100% 100% 100,0 634.392.600 543.625.843 85,69 117 0,17 | efisien
Akutansi dan Pelaporan Keuangan 0
Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, 1 1 100,0 27.634.500 1.607.600 5,82 17,19 16,19 | efisien
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, dokume dokume 0
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO n n
dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 100,0 33.079.000 21.756.000 65,77 1,52 0,52 efisien
Pertanggungjawaban Pelaksanaan laporan laporan 0
APBD Bulanan, Triwulan, dan
Semesteran
Koordinasi dan Penyusunan 1 1 100,0 502.142.600 473.499.493 94,30 1,06 0,06 | efisien
Rancangan Peraturan Daerah tentang dokume dokume 0
Pertanggungjawaban Pelaksanaan n n
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Sistem dan Prosedur 1 1 100,0 71.536.500 46.762.750 65,37 1,53 0,53 efisien
Akutansi dan Pelaporan Keuangan dokume dokume 0
Pemerintah Daerah n n
PROGRAM PENYELENGGARAAN 100% 100% 100,0 623.569.500 422.305.500 67,72 1,48 0,48 | efisien
PENGAWASAN 0
PENYELENGGARAAN 100% 100% 100,0 623.569.500 422.305.500 67,72 1,48 0,48 | efisien
PENGAWASAN INTERNAL 0
Pengawasan Kinerja Pemerintah 38 LHP 38 LHP 100,0 254.440.000 227.220.000 89,30 1,12 0,12 efisien
Daerah 0
Pengawasan Keuangan Pemerintah 7 7 100,0 72.350.000 64,41 1,55 0,55 | efisien
Daerah laporan laporan 0 112.320.000
Reviu Laporan Kinerja 54 LHP 54 LHP 100,0 139.985.500 90.130.500 64,39 1,55 0,55 efisien
0
Reviu Laporan Keuangan 1 2 150,0 4.625.000 92,50 1,62 0,62 efisien
laporan laporan 0 5.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 3 3 100,0 111.824.000 27.980.000 25,02 4,00 3,00 efisien
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan laporan laporan 0
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
APIP
Indikator Indeks Pelayanan Publik
PROGRAM PENDAFTARAN 99% 99% 100,0 182.168.000 146.966.800 80,68 124 0,24 | efisien
PENDUDUK 0
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran 4 jenis 4 jenis 100,0 182.168.000 146.966.800 80,68 1,24 0,24 | efisien
Penduduk 0
Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan 1 1 100,0 110.018.000 95.296.800 86,62 1,15 0,15 efisien
Pendaftaran Penduduk laporan laporan 0
Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif 2 2 100,0 63.600.000 43.300.000 68,08 1,47 0,47 efisien
Pendaftaran Peristiwva Kependudukan dokume dokume 0
dan Pencatatan Peristiwa Penting n n
Terkait Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan Pembinaan dan 2 2 100,0 8.550.000 8.370.000 97,89 1,02 0,02 efisien
Pengawasan terkait Pendaftaran laporan laporan 0
Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 96% 96% 100,0 60.398.500 58.738.000 97,25 1,03 0,03 | efisien
0
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil 3 jenis 3 jenis 100,0 60.398.500 58.738.000 97,25 1,03 0,03 | efisien
0
Sub Kegiatan Peningkatan dalam 1 1 100,0 57.706.000 56.098.000 97,21 1,03 0,03 | efisien
Pelayanan Pencatatan Sipil layanan layanan 0
Sub Kegiatan Pembinaan dan 2 2 100,0 2.692.500 2.640.000 98,05 1,02 0,02 efisien
Pengawasan terkait Pencatatan laporan laporan 0
Sipil
PROGRAM PELAYANAN 97,48% 98% 100,5 350.689.000 276.351.400 78,80 1,28 0,28 | efisien
PENANAMAN MODAL 3
Pelayanan Perizinan dan Non 90 Poin 90.34 100,3 350.689.000 276.351.400 78,80 1,27 0,27 efisien
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Poin 8
dibidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu 2.500 4.474 178,9 224.279.000 220.471.000 98,30 1,82 0,82 efisien
Perizinan dan Nonperizinan berbasis pelaku pelaku 6
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha usaha usaha
Terintegrasi secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen 500 500 100,0 120.225.000 54.260.400 45,13 2,22 1,22 | efisien
Perizinan dan Non Perizinan kegiatan kegiatan 0

Penanaman Modal




Penyediaan Layanan Konsultasi dan 10 orang 8 orang 80,00 6.185.000 1.620.000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan

26,19 3,05 2,05 | efisien ‘

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
a. Indikator “Nilai SAKIP”

Program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian
Kinerja “Nilai SAKIP” terdiri dari lima program, tujuh kegiatan dan 28 sub
kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.1. Penataan Organisasi

1.1.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisasi Jabatan. Indikatornya
adalah “Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan” dengan target 6 dokumen dan realisasi 6
dokumen.

1.1.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Indikatornya
adalah “Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana” dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan.

1.1.3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Indikatornya
adalah “Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi” dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

1.1.4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Laksana. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Laksana” dengan target 1 dokumen dan realisasi
1 dokumen.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah” dengan target
1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.1. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

2.1.1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Indikatornya
adalah “Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program
Pembangunan Daerah” dengan target 1 dokumen dan realisasi 1
dokumen.

2.1.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Indikatornya

adalah “Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi



2.1.3.

Program Pembangunan” dengan target 1 laporan dan realisasi 1
laporan.

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan” dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan.

3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

3.1.1.

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Indikatornya adalah
“‘Jumlah  Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)”,

dengan target 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen.

3.2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

Pembangunan Daerah

3.2.1.

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan
Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah”, dengan target 16

laporan dan realisasi 16 laporan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

4.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS. Indikatornya
adalah “Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun”, dengan
target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS yang Disusun”, dengan target 1 dokumen
dan realisasi 1 dokumen.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD. Indikatornya
adalah “Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi”, dengan target 1
dokumen dan realisasi 1 dokumen.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
Indikatornya adalah “Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang
Diverifikasi”, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD. Indikatornya
adalah “Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi”, dengan target 1

dokumen dan realisasi 1 dokumen.



4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
Indikatornya adalah “Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang
Diverifikasi”, dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
Indikatornya adalah “Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD”,
dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD. Indikatornya adalah “Jumlah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD”, dengan
terget 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Regulasi serta
Kebijakan Bidang Anggaran”, dengan target 1 dokumen dan

realisasi 1 dokumen.

4.2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan
Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban”, dengan target 1
dokumen dan realisasi 1 dokumen.

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran.
Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran”,
dengan target 1 laporan dan realisasi 1 laporan.

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota. Indikatornya adalah “Jumlah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan



b.

4.2.4.

APBD Kabupaten/Kota” dengan target 1 dokumen dan realisasi 1
dokumen.

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah. indikatornya adalah “Jumlah
Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah” dengan target 1 dokumen dan realisasi 1

dokumen.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

5.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. Indikatornya adalah
“‘Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja”, dengan target 38
LHP dan realisasi 28 LHP.

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. Indikatornya adalah
“Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah
Daerah” dengan target 7 laporan dan realisasi 7 laporan.

Reviu Laporan Kinerja. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan
Hasil Reviu Laporan Kinerja”, dengan target 54 LHP dan realisasi
54 LHP.

Reviu Laporan Keuangan. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan
Hasil Reviu Laporan Keuangan” dengan target 2 laporan dan
realisasi 2 laporan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Indikatornya adalah
“Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

APIP”, dengan target 3 laporan dan realisasi 3 laporan.

Indikator “Indeks Pelayanan Publik”

Program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian

Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” terdiri dari tiga program, tiga kegiatan dan

delapan sub kegiatan, yaitu:
1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1.1.1.

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk”, dengan target 1 laporan dan

realisasi 1 laporan.



1.1.2.

1.1.3.

Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiva Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiva Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk”, dengan target 2 dokumen dan realisasi
2 dokumen.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran
Penduduk. Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Pembinaan dan
Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk”, dengan target 2

laporan dan realisasi 2 laporan.

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

2.1.Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

2.1.1.

2.1.2.

Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
Indikatornya adalah “Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang
Ditingkatkan”, dengan target 1 layanan dan realisasi 1 layanan.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan
Sipil. Indiatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan yang Telah Dilakukan”, dengan target 2 laporan dan

realisasi 2 laporan.

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

3.1.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu

dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/ Kota

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik. Indikatornya adalah “Jumlah Pelaku Usaha
yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik”, dengan target 2.500 pelaku
usaha dan realisasi 4.474 pelaku usaha.

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal. Indikatornya adalah “Jumlah Kegiatan Usaha
dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan
Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman
Modal”, dengan target 500 kegiatan dan realisasi 500 kegiatan.
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non



Perizinan. Indikatornya adalah “Jumlah Orang yang Memperoleh
Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan”,
dengan target 10 orang dan realisasi 8 orang.

Misi 7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-
nilai agama

Sasaran Strategis 11. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-norma
hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat

Analisis pencapaian Sasaran “Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma-
norma hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat” dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 32
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya
Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma Hukum dan Ideologi
Kebangsaan pada Masyarakat” Tahun 2022

No | Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaia Kriteria
n Penilaian

1 | Proporsi penduduk 0,001% | 0,039% | -3.700% Sangat
yang menjadi korban Rendah

kejahatan kekerasan
dalam 12 bulan
terakhir

Realisasi indikator kinerja “Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan
kekerasan dalam 12 bulan terakhir” tahun 2022 sebesar 0,039% tidak sesuai
dengan target sebesar 0,001% yang ditetapkan dalam RPJMD dengan capaian -

3.700%. Formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah:

Proporsi penduduk yang Jumlah penduduk yang menjadi korban 74
odi korhan .
k lr:gnja 1k (l){r ____ kejahatan kekerasan dalam 12 bulan lalu x 100% = 0,039%
jahatan kekerasan Jumlah penduduk pada tahun tersebut 191.895
dalam 12 bulan terakhir

Jenis kasus kejahatan kekerasan yang terjadi selama tahun 2022 berdasarkan
laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru adalah:

1. Kasus Pengeroyokan yang dialami oleh 14 orang

2. Kasus Pengrusakan yang dialami oleh 13 orang

Kasus Curanmor yang dialamai 8 orang

Kasus Penganiayaan yang dialami 33 orang

Kasus Perkosaan / Kejahatan Seksual yang dialami 2 orang

Kasus Perjudiaan yang dialami 1 orang

N o g &~ w

Kasus Uang Palsu yang dialami 3 orang



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 33
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Sasaran “Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma
Hukum dan Ideologi Kebangsaan pada Masyarakat” Tahun 2022 dengan
Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Realisasi Tahun Capaian Tahun
2022 2022
Proporsi penduduk yang 0,039% -3.700%

menjadi korban kejahatan
kekerasan dalam 12 bulan
terakhir

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan
terakhir belum dapat dilakukan pengukuran terhadap perbandingan realisasi kinerja
serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya yang

disebabkan tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru
Tahun 2021-2026.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi

Tabel 34
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya Penerapan
Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma Hukum dan ldeologi Kebangsaan pada
Masyarakat” sampai dengan tahun 2022 dengan Target Jangka

Menengah
Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Capaian
Jangka Kinerja s.d.
Menengah s.d.| Tahun 2022
Tahun 2026
Proporsi penduduk yang 0,001% 0,038% -3600%
menjadi korban kejahatan
kekerasan dalam 12 bulan
terakhir

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Proporsi penduduk yang
menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir sampai dengan
tahun 2022 dengan target jangka menengah Tahun 2026, maka untuk
mencapai target RPJMD sampai dengan tahun 2026 sebagai periode akhir
perencanaan jangka menengah sebesar 0,001% terdapat paling sedikit 37
korban kejahatan kekerasan per 1000 penduduk yang harus diturunkan selama

periode perencanaan.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika

ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja “Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan
kekerasan dalam 12 bulan terakhir” merupakan indikator bermakna negatif yang
artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya
semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Masih tingginya jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan disebabkan oleh
hasiltindakan sosial yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang
tujuannya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan akibat yang
diterima dari tindakannya tersebut. Contohnya adalah mencuri barang milik
orang lain, penjambretan di tempat yang sepi dan sebagainya menyebabkan
kerugian pihak lain baik material maupun imaterial. Perbuatan jahat di tengah
masyarakat merupakan tindakan kriminalitas yang disebabkan beberapa faktor,
baik itu dari luar maupun dari dalam individunya. terdapat dua faktor yang
menjadi pemicu terjadinya kriminalitas, antara lain :

Faktor Dari Luar Individu (Ekstern)

Faktor dari luar individu yang bisa menimbulkan tindakan kriminalitas dibagi
menjadi dua jenis yaitu karena adanya faktor media massa dan adanya
tuntutan dari faktor ekonomi.

o Faktor media massa

Di zaman modern sekarang ini banyak sekali kemudahan dan keuntungan yang
dapat diraih melalui media sosial, namun juga dapat menimbulkan kerugian
bagi sebagian orang karena adanya penyalahgunaan. Media massa dijadikan
sumber informasi yang tepat, dalam hitungan menit informasi akan diperoleh
seperti melalui berita online dari handphone.

Selain itu, juga banyak tindakan kriminalitas yang ditunjukan di media sosial
yang akhirnya diikuti oleh sebagian orang, sehingga diperlukannya
kewaspadaan agar terhindar dari hal tersebut.

o Faktor ekonomi

Derasnya arus globalisasi tidak bisa dibendung, menawarkan segala fasilitas
yang serba mudah, cepat, dan otomatis. Untuk memperoleh itu semua tentunya
diperlukan sebuah biaya dan ketidaksamaan ekonomi dalam suatu wilayah
dapat menimbulkan tindakan kriminalitas. Contohnya, seorang yang hidupnya
dikatakan golongan ekonomi menengah ke bawah ingin terlihat glamour
didepan umum melakukan berbagai hal apa saja termasuk yang negative
seperti mencuri.

Faktor Dari Dalam (Intern)



Sifat umum dari individu, dalam diri masing-masing individu mempunyai sifat

antara lain, yaitu :

« Tingkah laku dan tingkat intelegensi individu dipengaruhi oleh pendidikan

o Kebutuhan rekreasi

o Posisi individu dalam lingkungan masyarakat

« Perubahan tingkat usia individu dapat memicu perubahan perilaku sehingga
tidak sedikit dapat melakukan tindakan kejahatan

Sifat khusus dalam individu, adalah psikologis dari individu. Perilaku

menyimpang dapat muncul karena perbedaan sifat dari masing-masing

individu. Dibawah ini ada beberapa sifat khusus yang ada dimasyarakat yang
dapat menimbulkan perilaku menyimpang, yaitu :

e Rendahnya mental dari masing-masing individu dapat mempengaruhi daya
intelegensia. Contohnya, seseorang yang mempunyai tingkat intelegensi
yang tinggi dapat menyesuaikan dengan masyarakat, namun sebaliknya jika
seseorang intelegensinya rendah akan mudah terpengaruh dan akan
melakukan perilaku menyimpang.

« Masalah sosial dapat dipengaruhi oleh tingkat emosional dan dapat
menimbulkan penyimpangan. Timbulnya penyimpangan ini dikarenakan
ketidakseimbangan atau emosi tidak bisa dikendalikan. Contoh, saling
meledek antar siswa beda sekolah dan akhirnya dapat menimbulkan
tawuran.

« Orang yang terkena sakit jiwa memiliki sikap antisosial. Orang yang jiwanya
terganggu dapat melakukan tindakan penyimpangan, walaupun dibawah
kesadarannya seperti melempar batu kepada orang lain.

Secara umum, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk
mengendalikan kejahatan kekerasan adalah seperti berikut:

1. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum-
forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah
strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.

2. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing,
kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.

3. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD
1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan
Wawasan Kebangsaan.

4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni,
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan
keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu

kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan

output yang sama atau lebih besar dengan kata lain persentase capaian

sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).

Rumus yang digunakan adalah:

IE

_ % Capaian Output
~ 9 Capaian Input

Keterangan:

IE : Indeks
TE
kegiatan/sasar
SE

Efisiensi

an

: Standar Efisesi = 1

IE — SE

TE=—g

: Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan

Apabila IE > SE maka kegiatan/sasaran dianggap Efisien, sebaliknya jika IE < SE maka

dianggap tidak

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran “Meningkatnya

efisien.

Tabel 35

Penerapan Nilai-Nilai Agama, Norma-Norma Hukum dan Ideologi
Kebangsaan pada Masyarakat”

Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Output

Input
Reali

Indeks
Efisiensi

Tingkat
Efisiensi

Keterangan

Target | Reali

i [Capaian

Target

Capaian

PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

100% 100%

100,00

983.343.800

963.843.800

98,02

1,02

0,02

efisien

Kegiatan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Dalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Kota

100% 100%

100,00

907.550.000

888.100.000

97,86

1,02

0,02

efisien

Sub Kegiatan Pencegahan
Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan
Pengawalan

365
kasus

365
kasus

100,00

836.850.000

826.850.000

98,81

1,01

0,01

efisien

Sub Kegiatan Penindakan
Atas Gangguan Ketentraman
dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa
dan kerusuhan Massa

6 kasus 6 kasus

100,00

14.650.000

14.450.000

98,63

1,01

0,01

efisien

Sub Kegiatan Pemberdatyaan
Perlindungan Masyarakat
Dalam Rangka Ketentraman
dan Ketertiban Umum

585 585
dokume dokume
n n

100,00

40.400.000

31.400.000

77,72

1,29

0,29

efisien

Lembaga dan Kemitraan
Dalam Teknik Pencegahan
dan Penanganan Gangguan
dan Ketertiban Umum

Sub KegiatanKerjasama Antar 48 48

dokume dokume
n n

100,00

15.650.000

15.400.000

98,40

1,02

0,02

efisien

Kegiatan Penegakan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/ Walikota

100% 100%

100,00

75.793.800

75.743.800

99,93

1,00

0,00

efisien

Sub Kegiatan Pengawasan
atas Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/
Walikota

7 7
laporan laporan

100,00

21.650.000

21.600.000

99,77

1,00

0,00

efisien

Sub Kegiatan Penanganan
atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/
Walikota

12 12
laporan laporan

100,00

54.143.800

54.143.800

100,0
0

1,00

0,00

efisien

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

100% 100%

100,00

19.946.500

19.946.500

100,0
0

1,00

0,00

efisien

Perumusan Kebiajakan
Tehnis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya

2 2
Dokume Dokume
n n

100,00

19.946.500

19.946.500

100,0
0

1,00

0,00

efisien




-Pelaksanaan Koordinasi di 70 orang | 70 orang 100,00 19.946.500 19.946.500 100,0 1,00 0,00 | efisien
Bidang Ketahanan 0
Ekonomi,Sosial Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Ummat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

PROGRAM PEMERINTAHAN 100% 100% 100,00 14.927.591.21 14.732.220.69 98,69 1,01 0,01 efisien
DAN KESEJAHTERAAN 0 8
RAKYAT
Pelaksanaan Kebijakan 100% 100% 100,00 | 14.927.591.21 | 14.732.220.69 98,69 1,01 0,01 | efisien
Kesejahteraan Rakyat 0 8
Fasilitasi Pengelolaan Bina 12 12 100,00 12.346.902.21 12.286.463.04 99,51 1,00 0,00 efisien
Mental Spiritual dokume dokume 0 8

n n
Pelaksanaan Kebijakan 3 3 100,00 | 2.552.208.000 2.417.358.000 94,72 1,06 0,06 efisien
Evaluasi dan Capaian Kinerja dokume dokume
terkait Kesejahteraan Sosial n n
Pelaksanaan Kebijakan 2 2 100,00 28.481.000 28.399.650 99,71 1,00 0,00 efisien
Evaluasi dan Capaian Kinerja dokume dokume
terkait Kesejahteraan n n
Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN 50% 100% 200,00 213.890.800 98,61 2,03 1,03 | efisien
KEWASPADAAN NASIONAL 216.915.900

DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

Perumusan Kebijakan 3 4 133,33 213.890.800 98,61 1,35 0,35 efisien
Tehnis Pelaksanaan dokume dokume 216.915.900

Pemantapan Kewaspadaan n n

Nasional dan Penanganan

Konflik Sosial

Pelaksanaan Kebijakan di 231 231 100,00 52.745.600 50.345.600 95,45 1,05 0,05 efisien
Bidang Kewaspadaan Orang Orang

Dini,Kerjasama
Intelijen,Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga
Asing,Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan serta
Penanganan Konflik di

Daerah

Pelaksanaan Monitoring , 12 12 100,00 17.510.300 17.362.200 99,15 1,01 0,01 | efisien
Evaluasi dan Pelaporan di Laporan Laporan

Bidang Kewaspadaan Dini

,Kerja sama

Intelijen,Pemantau Orang
Asing,Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
Anat Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan ,serta
penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum 12 12 100,00 146.660.000 146.183.000 99,67 1,00 0,00 efisien
Koordinasi Pimpinan Daerah Dokume Dokume
Kabupaten/Kota n n

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang mendukung pencapaian
Kinerja “Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam
12 bulan terakhir” terdiri dari empat program, lima kegiatan dan 13 sub

kegiatan, yaitu:

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.1.Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan

dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah

Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,



1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Pengamanan, dan Pengawalan. Indikatornya adalah “Jumlah
Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang
Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan
Pengawalan” dengan target 365 kasus dan realisasi 365 kasus.
Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa.
Indikatornya adalah “Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
yang Dilakukan Penindakan”, dengan target 6 kasus dan realisasi
6 kasus.

Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam
Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikatornya adalah
“Jumlah  Dokumen vyang Memuat Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan
Ketertiban Umum”, dengan target 585 dokumen dan realisasi 585
dokumen.

Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam
Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan dan Ketertiban
Umum. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan”, dengan target 48 dokumen dan

realisasi 48 dokumen.

1.2.Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/ Walikota

1.2.1.

1.2.2.

Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota.
Indikatornya adalah “Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota”,
dengan target 7 laporan dan realisasi 7 laporan.

Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati/ Walikota. Indikatornya adalah “Jumlah
Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai

SOP”, dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan.



2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
2.1.Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

2.1.1.

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah. Indikatornya adalah “Jumlah Orang yang
mengikuti koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

didaerah” dengan target 70 orang dan realisasi 29 orang.

3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

3.1.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Indikatornya adalah
“‘Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
Spiritual”’, dengan target 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen.
Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Sosial. Indikatornya adalah “Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi,
Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB” dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen.

Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait
Kesejahteraan Masyarakat. Indikatornya adalah “Jumlah
Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan
dan  Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, = Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas”, dengan target 2

dokumen dan realisasi 2 dokumen.

4. PROGRAM  PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL

4.1.Perumusan kebijakan tekhnis dan pelaksanaan pemantapan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial



4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama
Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
daerah. Indikatornya adalah “ Jumlah Orang Yang Mengikuti
Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama
Intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di
daerah.” dengan target 231 orang dan realisasi 231 orang.
Pelaksanaan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini ,Kerja sama Intelijen,Pemantau Orang
Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Anat Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan ,serta penanganan Konflik di Daerah. indikatornya
adalah “Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan
dibidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah”
dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan.

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota. indikatornya adalah “Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan forum koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota
(FORKOPIMDA)” dengan target 12 dokumen dan realisasi 12

dokumen.
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BAB Il

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan tugas pembantuan menurut Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari
Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi.

Salah satu strategi pelaksanaan pembangunan wilayah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan skema Tugas
Pembantuan, hal tersebut dilaksanakan karena tidak semua wewenang dan
tugas pemerintahan dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat

sehingga perlu untuk dilakukan pendegelasian tugas kepada daerah otonom.

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta
membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah
dan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang
pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien
dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat

tersebut.

Sebagai Konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini,
pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta
pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/ Lembaga/
Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(Bendahara Umum Negara) berupa daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah,
demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.
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1.

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan diatur di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pengertian Tugas Pembantuan pada dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2022 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 ini
dijelaskan juga bahwa Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Sedangkan Tujuan
pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas
dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan

pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan di Kabupaten Barru dilaksanakan oleh 2 (dua)
Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Barru serta Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Barru. Kedua Perangkat Daerah diatas menerima Tugas
Pembantuan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian dan dari Bapanas yang
sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah tersebut.

a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan

Kawasan Pemukiman Kabupaten Barru.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Barru menerima Tugas Pembantuan dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggaran Tugas
Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Barru sebesar Rp 6.860.000.000,-.

Adapun Program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan yaitu Program
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Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat, dengan kegiatan tugas

pembantuan Rehabilitasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.

Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Barru terdiri atas 2
(dua) Urusan yaitu Urusan Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan.
Tugas Pembantuan tersebut diterima dari Kementerian Pertanian Republik
Indonesia, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Bapanas.
Anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Barru sebesar Rp 2.916.794.000,- terdiri dari Urusan
Pertanian sebesar Rp. 2.891.794.000,- dan Urusan Ketahanan Pangan
sebesar Rp. 25.000.000,-. Adapun Program Tugas Pembantuan yang

dilaksanakan yaitu:
1. Urusan Pertanian :

1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura dengan
kegiatan tugas pembantuan : a. Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Holtikultura; b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan
5 (lima) kegiatan tugas pembantuan: a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk
Pertanian; b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian; -c.
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan; d. Fasilitasi

Pupuk dan Pestisida; e. Fasilitasi Pembiyaan Pertanian;

3. Program Dukungan Manajemen : a. Dukungan Manajemen dan Teknis
Linnya Ditjen PSP; dan

2. Urusan Ketahanan Pangan :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan : a. Penyususnhan Peta

Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota Tugas pembantuan dari kementerian/lembaga yang
ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.
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3.1.1 Target Kinerja
Target Kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah Penerima Tugas

Pembantuan yaitu :

a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Barru.

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Barru target Program/ kegiatannya serta

target anggarannya sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat, target
program/kegiatannya 27 paket atau 100% sedangkan target
anggarannya Rp 6.860.000.000,- dari total anggaran yang diterima
sebesar Rp 6.860.000.000,- jadi target anggarannya 100%; dan

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru target

Program/ kegiatannya serta target anggarannya sebagai berikut :
1. Urusan Pertanian :

1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura
target program/kegiatannya Terlaksananya Pengembangan dan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian atau 100%
sedangkan target anggarannya Rp 782.862.000,- dari total
anggaran yang diterima sebesar Rp 782.862.000,- jadi target
anggarannya 100%;

2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
dengan kegiatan tugas pembantuan target program/kegiatannya
tercapainya pengembangan tanaman perkebunan seluas 100Ha
atau 100% sedangkan target anggarannya Rp 2.019.332.000,-
dari total anggaran yang diterima sebesar Rp 2.019.332.000,-
jadi target anggarannya 100%;

3. Program Dukungan Manajemen target program/kegiatannya
terlaksananya pengembangan dan penyediaan sarana dan

prasarana pertanian atau 100% sedangkan target anggarannya
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Rp 89.600.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp
89.600.000,- jadi target anggarannya 100%.

2. Urusan Ketahanan Pangan :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan target
program / Kkegiatannya tersedianya Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan atau 100% sedangkan target anggrannya
Rp. 25.000.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp.
25.000.000,- jadi target anggarannya 100%.

3.1.2 Realisasi

a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Barru.

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan

Pemukiman Kabupaten Barru realisasi Program/ kegiatannya serta

realisasi anggarannya sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat realisasi
program/kegiatannya Semua item kegiatan terlaksana sesuai target,
sedangkan realisasi anggarannya Rp 6.860.000.000,- dari total
anggaran yang diterima sebesar Rp 6.860.000.000,- jadi realisasi

anggarannya 100%; dan

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru.
Pada Dinas Pertanian Kabupaten realisasi Program/ kegiatannya serta
realisasi anggarannya sebagai berikut :
1. Urusan Pertanian :

1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura
realisasi program/kegiatannya yaitu Jumlah produksi dan nilai
tambah hortikultura yang meningkat  sedangkan realisasi
anggarannya Rp 782.862.000,- dari total anggaran yang diterima
sebesar Rp 782.862.000,- jadi realisasi anggarannya 100%;

2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
realisasi program/kegiatannya vyaitu Tersedianya Akses dan
Konsumsi Pangan Berkualitas, sedangkan realisasi anggarannya
Rp 2.018.756.761,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp
2.019.332.000,- jadi realisasi anggarannya 100%;
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3.

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya realisasi
program/kegiatannya yaitu Dukungan manajemen terhadap
teknis kegiatan dapat tersedia, sedangkan realisasi anggarannya
Rp 89.517.666,- dari total anggaran yang diterima sebesar Rp
89.517.666,- jadi realisasi anggarannya 100%.

2. Urusan Ketahanan Pangan:

1.

Program  Penanganan Kerawanan Pangan realisasi
program/kegiatannya yaitu Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan dapat tersedia, sedangkan realisasi anggarannya
Rp 25.000.000,- dari total anggaran yang diterima sebesar
Rp. 25.000.000,- jadi realisasi anggarannya 100%.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat

yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel
berikut:
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TABEL 36

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN BARRU

Tanete Rilau

Kementerian Pekeriaan Umun 1. Program Penanggulangan Kecamatan Baru Balusu, Tanele ~ |Dinas Pekerjaan Umum, | 6.860.000.000,0| 6.860.000.000,00 | 100 | Semuaitem 100
Risa Tenee Rlau, dan Malluseasi ~ [Tata Ruang, Perumahan 0 kegiatan terlaksana
(fan Perumahan Rakyat Kemiskinan Berbasis Masyarakat '
an Perumahan Relya emiskinan Berbasis Masyareka o Kanasar dan telahFillakukan
pemukiman Sera}h Terima |
Kegiatan sesuai
target PKS
1. Rehabiltasi Perumahan BSPS Kel. Lalolang, Kec. 300000000 | 300000000 | 100 15PB 100
Masyarakat Kurang Mampu | Tanete Rilau
BSPS Kel. Tanete, Kec. 300000000 | 300000000 | 100 15PB 100
Tanete Rilau
BSPS Desa Garessi, Kec. 200.000.000 200.000.000 | 100 10PB 100
Tanete Rilau
BSPS Desa Corowal Kec. 300000000 | 300000000 | 100 15PB 100
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BSPS Desa Pao Pao Kec. 300000.000 |  300.000000 | 100 15PB 100
Tanete Rilau

BSPS Desa Lipukasi Kec. 300000000 | 300000000 | 100 15PB 100
Tanete Rilau

BSPS Desa Tellumpanua, 300000000 | 300000000 | 100 15PB 100
Kec Tanete Rilau

BSPS Desa Lalabata Kec. 200000000 |  200.000.000 | 100 10PB 100
Tanete Rilau

BSPS Desa Pancana Kec. 200000000 |  200.000000 | 100 10PB 100
Tanete Rilau

BSPS Kel. Mangempang Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Barru

BSPS Desa Siawung Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Barru

BSPS Desa Galung Kec. 300.000.000 | 300000000 | 100 15PB 100
Barru

BSPS Desa Anabanua Kec. 200000000 |  200.000000 | 100 10PB 100
Barru

BSPS Kel. Sumpang 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Binangae Kec. Barru

BSPS Desa Lempang Kec. 200.000.000 |  200.000.000 | 100 10PB 100
Tanete Riaja
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BSPS Desa Lompo Tengah 200000000 |  200.000.000 | 100 10PB 100
Kec. Tenete Riaja

BSPS Desa Kading Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Tanete Rigja

BSPS Desa Mattirowalie Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Tanete Riaja

BSPS Desa Libureng Kec. 300.000.000 |  300.000.000 | 100 15PB 100
Tanete Riaja

BSPS Desa Harapan Kec. 300000000 |  300.000.000 | 100 15PB 100
Tanete Riaja

BSPS Kel. Lompo Riaja Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Tanete Riaja

BSPS Desa Kupa Kec. 200.000.000 |  200.000000 | 100 10PB 100
Mallusetasi

BSPS Desa Madello Kec. 200000000 |  200.000.000 | 100 10PB 100
Balusu

BSPS Desa Kamiri Kec. 200000000 | 200.000.000 | 100 10PB 100
Balusu

BSPS Desa Lampoko Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100
Balusu

BSPS Desa Pujananting, Kec. 200000000 | 200000000 | 100 10PB 100

Pujananting

BUPATEN BARRU TAHUN 2022




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

BSPS Desa Palakka Kec. 760000000 | 760000000 | 100 38PB 100
Baru
Kementerian Pertanian NoDIPA: 1. Peningkatan Produksi dan Kecamatan Barru Dinas Pertanian 782,862,000 782,862,000 | 100! Jumlah produksi 100
Republik Indonesia 018.08.4.199133/2021 |  Nilai Tambah Holtikultura dan nilai tambah
fanggal 17 November .
091 hort|lkultura yang
meningkat
1. Pengolahan dan Pemasaran 86.312.000 86.312.000 100 100
Hasil Holtikultura
2. Peningkatan Produksi 696,550,000 696,550,000 100 100
Sayuran dan Tanaman Obat
2. Ketersediaan Akses dan Kecamatan Barru Dinas Pertanian 99,9| Tersedianya Akses| 100
:O“I(S”TS' Pangan 2019332000 | 2018756761 | 7 | dan Konsusmsi
t .
eriues Pangan Berkualitas
1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk 1335.000.000 |  1.335.000.000 | 100 100
Pertanian
2. Perluasan dan Perlindungan 500.000.000 499.686.061 | 999 100
Lahan Pertanian 4
3. Pengelolaan Sistem 15.000.000 15.000.000 100 100

Penyediaan dan Pengawasan
Alsintan
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dan Kerentanan Pangan

4. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 155.315.000 165.053.700 | 99,8
3
5. Fasilitasi Pembiayaan 14,017.000 14,017.000 100 100
Pertanian
3. Dukungan Manajemen Kecamatan Barru Dinas Pertanian 99,9| Prasaranadan
89.600.000,00 |  89.517.666,00 ,
1 | Sarana Pertanian
T s tersedia dan
. Dukungan Manajemen dan , .
Teknis Lainnya Dien PSP B9S0000000 |  BOSLTG6600 | 4 berkembang dari
sebelumnya
3 Bapanas DIPA Nomor : 1. Program Penanganan Kabupaten Barru Dinas Pertanian 100 Tersedianya Peta
SP.DIPA.018.11.1.4523 | Kerawanan Pangan Ketahanan dan
3212022, Tanggal 24 25.000.000,00 | 25.000.000,00 Kerentanan
Juni 2022
Pangan
1. Penyususnan Peta Ketahanan 2500000000 | 2500000000

SUMBER : BAPELITBANGDA 2022
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3.2

3.3

3.4

Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang
Ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten/Kota

Pada Pemerintah Kabupaten Barru tidak terdapat tugas pembantuan
Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten atau tugas pembantuan dari

Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan dan Kendala
Dalam Melaksanakan Tugas Pembantuan ada beberapa permasalahan
dan kendala yang dihadapi baik dari aspek administrasi, keuangan

maupun teknis kegiatan. Permasalahan dan Kendala tersebut yaitu :

1. Permasalahan dan Kendala Pertanian dan Ketahanan

Pangan

Pada Kegiatan Jaringan Irigasi Tersier ada beberapa lokasi yang
cukup jauh dan termasuk dan termasuk dalam daerah Blankspot /

jaringan terbatas sehingga penentuan titik koordinat terhambat.

2. Permasalahan dan Kendala Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Perumahan dan Kawasan Pemukiman :

1. Terbatasnya jumlah rumah yang ditangani dibanding rumah yang
rusak; dan

2. Keterbatasan Anggaran.

Saran dan Tindak Lanjut
Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta langkah tindak
lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam

perencanaan tugas pembantuan ke depan.
1. Saran dan Tindak Lanjut Pertanian

Tindak Lanjut Dalam Menghadapi Permasalahan Terhadap
Keterbatasan Jaringan Internet yaitu melakukan penentuan titik
koordinat dengan menggunakan Alat GPS atau mengambil titik

koordinat terdekat dari lokasi kegiatan.
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2. Saran dan Tindak Lanjut Perumahan :

1. Mengidentifikasi rumah yang tidak layak huni untuk diajukan
penangannya; dan
2. Penanganan rumah yang tidak layak huni sesuai dengan jumlah

rumah yang rusak.
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BAB IV

PENERAPAN DAN CAPAIAN SPM

Penerapan dan capaian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 3 ayat

(2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada Tahun 2021 dalam

6 (Enam) Bidang Urusan yaitu :

1.
2.
3.

Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :
a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

. Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
4.1.BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru
Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas terdiri dari
a.)Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun
2022 sebagai berikut :
1. Manajemen Pendidikan yaitu pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia
Dini
3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten/Kota
4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin operasional Pendidikan Anak

Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat
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b.) Jenis pelayanan minimal Urusan Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

1.
2.
3.

Manajemen Pendidikan yaitu pengelolaan pendidikan dasar.
Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar.
Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan

tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten.

. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin Pendidikan Dasar yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

. Bahasa dan Sastra yaitu pembinaan sastra bahasa dan sastra yang

pengaturannya dalam daerah Kabupaten.

Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Kesetaraan tahun 2021 adalah

sebagai berikut :

1.
2.

Manajemen Pendidikan yaitu pengelolaan Pendidikan Non Formal.
Kurikulum vyaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non

Formal

. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan

tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten.

. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan Pendidikan non formal yang

diselenggarakan oleh masyarakat.

. Bahasa dan sastra yaitu pembinaan bahasa dan sastra yang

pengaturannya dalam daerah kabupaten.

b. Target Pencapaian SPM Daerah

a.) Rencana capaian standar pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 37
Target Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini
Berdasarkan Permendagri No. 100 tahun 2018

No

Target Kinerja (%)
Indikator SPM Pendidikan

2017 | 2019 | 2020 | 2021 2022

Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun

yang berpartisispasi dalam pendidikan 100 100 100 100
PAUD

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

b.) Rencana capaian standar pelayanan minimal urusan Pendidikan Dasar

tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 38
Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar
Berdasarkan Permendagri No. 100 tahun 2018

Target Kinerja (%)
No Indikator SPM Pendidikan

2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022

1 | Tersedianya satuan pendidikan dalam
jarak yang terjangkau dengan berjalan
kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 100 100 100 100
6 km untuk kelompok pemukiman

permanen di daerah terpencil

2 | Jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar untuk SD tidak
melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak
melebihi 36 orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) 100 100 100 100
orang kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan
tulis

3 | Disetiap SMP  tersedia  ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik dan minimal satu
set peralatan didik dan minimal satu set
peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta
didik

4 | Disetiap SD dan SMP tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang guru,
o 100 100 100 100
kepala sekolah dan staf kependidikan
lainnya; dan setiap SMP tersedia ruang

kepala sekolah yang terpisah dari guru
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5 | Disetiap SD tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32 peserta didik dan
6 (enam) oran uru untuk setia|
( ) o 99 P 100 100 100 100
satuan pendidikan, dan untuk daerah
khusus 4 (empat) orang guru setiap

satuan Pendidikan

6 | Disetiap SMP tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap mata pelajaran , dan
) 100 100 100 100
untuk daerah khusus tersedia satu guru

untuk setiap rumpun mata pelajaran

7 | Disetiap SD tersedia 2 (dua) orang guru
yang memenuhi kualifikasi akademik
S1 dan atau D-IV dan 2 (dua) orang 100 100 100 100
guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik

8 | Disetiap SMP tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S1 atau D-IV
sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan 100 100 100 100
guru) telah memiliki sertifikat pendidik,
untuk daerah khusus masing-masing
40% dan 20%

9 | Disetiap SMP tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan
telah  memiliki sertifikat pendidik
) ) 100 100 100 100
masing-masing satu orang untuk mata
pelajaran Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn

10 | Disetiap Kab/Kota semua Kepala SD 100 100 100 100
berkualifikasi akademik S1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik

11 | Disetiap Kab/Kota semua Kepala SMP
berkualifikasi akademik S1 atau D-IV 100 100 100 100

dan telah memiliki sertifikat pendidik

12 | Disetiap Kab/Kota pengawas
sekolah/madrasah memiliki kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan telah

100 100 100 100

memiliki sertifikat pendidik
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13 | Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana
dan melaksanakan kegiatan untuk
membantu satuan pendidikan dalam 100 100 100 100
pengembangan kurikulum dan proses

pembelajaran yang efektif

14 | Kunjungan pengawas ke satuan
Pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan dilakukan 100 100 100 100
selama 3 jam untuk melakukan

supervisi dan pembinaan

Sedangkan target pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana
di atur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 39
Target Pencapaian SPM Pendidikan Dasar
Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Target Kinerja (%)
No Indikator SPM Pendidikan

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

1 | Jumlah warga negara usia 7 - 15
Tahun yang berpartisispasi dalam

100 100 100 100
pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTSs)

c.)Jenis Pelayanan minimal urusan pendidikan kesetaraan tahun 2022 adalah

sebagai berikut:

Tabel. 40
Target Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Target Kinerja
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

NO Indikator SPM Pendidikan

1 Jumlah warga negara usia 7-
100 100 100
18 tahun yang belum 100
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menyelesaikan Pendidikan
dasar dan/atau menengah
yang berpartisipasi dalam

Pendidikan Kesetaraan

c. Realisasi Pencapaian SPM Daerah
a.)Realisasi pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur
di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 41
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini
Berdasarkan Permendagri No. 100 tahun 2018

Realisasi Kinerja (%)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 Jumlah warga negara usia 5-6 80,08 | 89.76 | 91,38 | 74,14
Tahun yang Dberpartisipasi
dalam Pendidikan PAUD
Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

NO Indikator SPM Pendidikan

Pengukuran realisasi SPM PAUD Tahun 2022 dilakukan sebagai berikut:

1. Jumlah Siswa PAUD yang berusia 5-6 Tahun adalah 4.504 jiwa

2. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun adalah 6.075 jiwa

3. Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebagai berikut:
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun
yang berpatrtisipasi 4504 X100% =74,14%

Jumlah warga negara usia 5-6 tahun  6.075

di Kabupaten Barru

b.)Realisasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel. 42
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar
Berdasarkan Permendiknas No. 15 Tahun 2010

No

Indikator SPM Pendidikan

Realisasi Kinerja (%)

2018 | 2019 | 2020 | 2021

2022

Tersedianya satuan pendidikan dalam
jarak yang terjangkau dengan berjalan
kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan
6 km untuk kelompok pemukiman

permanen di daerah terpencil

100 100 100

100

Jumlah peserta didik dalam setiap
rombongan belajar untuk SD tidak
melebihi 32 orang, dan untuk SMP tidak
melebihi 36 orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu)
orang kelas yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan

tulis

95 100 100

100

SMP

laboratorium

Disetiap tersedia  ruang
IPA  yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik dan minimal satu
set peralatan didik dan minimal satu set
IPA
demonstrasi dan eksperimen peserta

didik

peralatan praktek untuk

90 95 97

98

Disetiap SD dan SMP tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi dengan
meja dan kursi untuk setiap orang guru,
kepala sekolah dan staf kependidikan
lainnya; dan setiap SMP tersedia ruang

kepala sekolah yang terpisah dari guru

100 100 100

100

Disetiap SD tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap 32 peserta didik dan
6 (enam) orang guru untuk setiap

satuan pendidikan, dan untuk daerah

98 100 100

100
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khusus 4 (empat) orang guru setiap

satuan Pendidikan

6 Disetiap SMP tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap mata pelajaran , dan
) 95 98 98 98
untuk daerah khusus tersedia satu guru

untuk setiap rumpun mata pelajaran

7 Disetiap SD tersedia 2 (dua) orang guru
yang memenuhi kualifikasi akademik
S1 dan atau D-IV dan 2 (dua) orang 100 100 100 100
guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik

8 Disetiap SMP tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S1 atau D-IV
sebanyak 70% dan separuh
diantaranya (35% dari keseluruhan 100 100 100 100
guru) telah memiliki sertifikat pendidik,
untuk daerah khusus masing-masing
40% dan 20%

9 Disetiap SMP tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan
telah  memiliki sertifikat pendidik
) ) 95 95 95 95
masing-masing satu orang untuk mata
pelajaran Matematika, IPA, Bahasa

Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn

10 | Disetiap Kab/Kota semua Kepala SD
berkualifikasi akademik S1 atau D-IV 100 100 100 100

dan telah memiliki sertifikat pendidik

11 | Disetiap Kab/Kota semua Kepala SMP
berkualifikasi akademik S1 atau D-IV 100 100 100 100

dan telah memiliki sertifikat pendidik

12 | Disetiap Kab/Kota pengawas
sekolah/madrasah memiliki kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan telah

100 100 100 100

memiliki sertifikat pendidik
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13 | Pemerintah Kab/Kota memiliki rencana
dan melaksanakan kegiatan untuk
membantu satuan pendidikan dalam 100 100 100 100
pengembangan kurikulum dan proses

pembelajaran yang efektif

14 | Kunjungan pengawas ke satuan
Pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan setiap kunjungan dilakukan 100 100 100 100
selama 3 jam untuk melakukan
supervisi dan pembinaan

Sumber data Dinas Pendidikan

Sedangkan realisasi pencapaian SPM Pendidikan Dasar sebagaimana
diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel. 43
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Dasar
Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

Realisasi Kinerja (%)
2018 | 2019 | 2020 2021 2022
1 Jumlah warga negara usia 7-15 tahun 96,22 | 98,20 96,32 | 97,22

NO Indikator SPM Pendidikan

yang berpartisipasi dalam Pendidikan
Dasar (SD/MI, SMP/MTSs)

Pengukuran realisasi SPM Pendidikan Dasar Tahun 2022 dilakukan sebagai
berikut:

1. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar SD/MI yang berusia 7-12 tahun adalah
19.281 jiwa

2. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar SMP/MTs yang berusia 13-15 tahun
adalah 10.132 jiwa

3. Total siswa SD/MI sederajat dan SMP/MTs sederajat berusia 7-15 tahun
adalah 29.413 jiwa

4. Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun adalah 30.251 jiwa
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5. Realisasi capaian SPM Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs adalah

sebagai berikut:

Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang

berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

SD/MI/SMP/MTs 29.413 X 100% =97.22%

Jumlah warga negara usia 7-15 tahun  30.251

di Kabupaten Barru

Sumber data Dinas Pendidikan

c.) Realisasi pelayanan minimal urusan Pendidikan Kesetaraan tahun 2022

sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100

Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 45
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018

NO

Realisasi Kinerja (%)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Indikator SPM Pendidikan

Jumlah warga negara usia 7-18 31,87 | 73,94 | 84,19 100
tahun yang yang belum
menyelesaikan Pendidikan dasar
dan/atau menengah yang

berpartisipasi dalam Pendidikan

kesetaraan

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

Pengukuran realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 dilakukan

sebagai berikut:

1. Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan

Pendidikan Dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Kesetaraan adalah 5664 jiwa.

Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
Pendidikan Dasar dan/atau menengah adalah jiwa

Realisasi capaian SPM Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun menyelesaikan

Pendidikan dasar dan/atau menengah yang
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Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan 5.664 X100 %
=100 %
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum 5.664

menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau menengah

d. Alokasi Anggaran
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Pendidikan minimal 20% dari
belanja APBD. Data yang diperoleh dari neraca Pendidikan Kabupaten Barru 4
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46

Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Anggaran _ _
No o Total Belanja APBD Total Belanja APBD %
Pendidikan
1 | Tahun 2019 Rp. 285.957.897.587,00 Rp. 1.119.164.212.811,57 5,55
2 Tahun 2020 Rp. 287.314.520.890,00 Rp. 1.000.350.330.095,08 28,72
3 Tahun 2021 Rp. 298.121.805.383,00 Rp. 955.353.308.766,00 31,20
4 Tahun 2022 Rp. 284.755.591.738,00 Rp. 1.016.302.634.896,00 28,02

Sumber data BKAD Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah sudah menggambarkan
keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan anggaran dalam bidang
Pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dapat dilihat

sebagai berikut:

Tabel. 47
Alokasi Anggaran Dinas Pendidkan dan Kebudayaan 2019-2022

No | Uraian Belanja Tidak Belanja Total Belanja
Langsung Langsung

1 | Tahun | Rp.228.545.538.084,00 | Rp. 57.412.359.503,00 | Rp. 285.957.897.587,00
2019

2 | Tahun | Rp. 228.087.544.520,00 | Rp. 59.226.976.370,00 | Rp. 287.314.520.890,00
2020

3 | Tahun | Rp.259.197.289.137,00 | Rp. 64.135.358.743,00 | Rp. 298.121.805.383,00
2021

4 | Tahun | Rp.232.575.925.442,00 | Rp. 52.179.666.296,00 | Rp. 284.755.591.738,00
2022

Sumber data BKAD Tahun 2022
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Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan SPM Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Sebagai Berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel. 48
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM PAUD

No. Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Alokasi PAUD | Rp.5.770.335.800 | Rp. 6.464.289.930 Rp. 9.938.494.730 | Rp. 10.979.137.130
2 |Total Belanja

Langsung

Dinas

o Rp. 57.412.359.503 | Rp. 59.226.976.370 | Rp. 64.135.358.743 | Rp. 52.179.666.296

Pendidikan

dan

Kebudayaan
3 |Persentase

] 10,05% 10,91% 15,49% 21,04%
alokasi

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

b. Pendidikan Dasar

langsung Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan

Tabel. 49
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM Pendidikan Dasar
No. Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
1 | Alokasi Rp. 38.352.544.977 |Rp. 43.172.738.084 | Rp. 47.449.306.607 Rp. 36.802.164.987
Pendidikan
Dasar
2 [Total belanja Rp. 57.412.359.503 |Rp. 59.226.976.370 | Rp. 64.135.358.743

Rp. 52.179.666.296

Persentase

alokasi

66,80%

66,72,84%

73,98%

6670,52%

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel. 50
Alokasi Anggaran Berdasarkan SPM Pendidikan Kesetaraan
No. Uraian Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
1 | Alokasi
Pendidikan Rp. 706.221.000 Rp. 2.016.386.000 Rp. 4.433.526.700 | Rp. 3.001.477.743
Kesetaraan
2 | Total Rp.59.226.976.370 Rp.52.179.66.296
Belanja Rp. 57.412.359.503 Rp.64.135.358.743
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Langsung
Dinas
Pendidikan
3 | Persentase 1,23% 3,40% 6,91% 5,75%

alokasi

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

e. Dukungan Personil

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Barru digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 51
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru

Berdasarkan Golongan

JENIS KELAMIN
NO. GOL
L P JUMLAH
1. GOL. IV 10 0 10
2. GOL. Il 8 10 18
3. GOL. Il 3 1 4
4. GOL. | 0 0

JUMLAH 21 11 32

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

Dukungan personil dan jumlah gedung yang mendukung Standar

Pelayanan Minimal pada urusan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel. 52
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

JENIS KELAMIN
NO. GOL JUMLAH
L P
1. SMA/SEDERAJAT 4 2 6
2. D1-D3 - - -
3. S1/SEDERAJAT 7 8 15
4. S2 10 1 11
5. S3 0 - 0
JUMLAH 21 11 32

Sumber data Dinas Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
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Sedangkan Pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Barru digambarkan
pada tabel berikut :
Tabel. 53
Daftar Guru PAUD Kabupaten Barru Berdasarkan Jenis PAUD

No. | Kecamatan TK RA | KB |TPA |SPS |JUMLAH

1 Balusu 31 9 15 0 0 55
2 Barru 73 15 37 0 6 131
3 Mallusetasi 40 2 38 0 0 80
4 Pujananting 8 0 50 0 2 60
5 Soppeng Riaja 23 16 39 0 0 78
6 Tanete Riaja 46 0 52 2 2 102
7 Tanete Rilau 43 22 43 0 0 108

JUMLAH 264 64 274 2 10 614

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
Sedangkan Penilik PAUD yang ada di Kabupaten Barru digambarkan
pada tabel berikut :

Tabel. 54
Daftar Penilik PAUD Kabupaten Barru berdasarkan Wilayah
No. Wilayah Kecamatan Penilik PAUD
L P JUMLAH
1 Balusu - - -
2 Barru - - -
3 Mallusetasi 1 - 1
4 Pujananting 1 - 1
5 Soppeng Riaja 1 - 1
6 Tanete Riaja - - -
7 Tanete Rilau 1 - 1
JUMLAH 4 : 4

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Secara umum jumlah lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel. 55
Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Barru
No. Kecamatan TK RA | KB | TPA | SPS | JUMLAH
1 Balusu 12 2 7 - - 21
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2 Barru 25 2 19 - 3 49
3 Mallusetasi 18 1 18 - - 37
4 Pujananting 3 - 26 - 1 30
5 Soppeng Riaja 12 4 19 - - 35
6 Tanete Riaja 20 - 26 1 1 48
7 Tanete Rilau 21 5 22 - - 48

JUMLAH 111 14 137 1 5 268

Sumber data Dinas Pendidikan

Tabel. 56
Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Barru
No. Kecamatan TK RA KB TPA | SPS | JUMLAH

1 Balusu 255 76 89 - - 420
2 Barru 724 193 216 - 7 1.140
3 Mallusetasi 472 17 145 R - 634
4 Pujananting 55 0 232 R 0 287
5 Soppeng Riaja 240 163 127 R - 530
6 Tanete Riaja 378 0 184 - 12 574
7 Tanete Rilau 466 151 302 - - 919

JUMLAH 2.590 600 1.295 - 19 4.504

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

b. Pendidikan Dasar
Jumlah Guru SD sebagai Berikut :

Tabel. 57
Daftar Guru SD Kabupaten Barru
Wilayah GURU SD
NO.
Kecamatan L P JUMLAH
1 Balusu 58 133 191
2 Barru 75 301 376
3 | Mallusetasi 39 185 224
4 | Pujananting 96 158 254
5 | Soppeng Riaja 37 137 174
6 | Tanete Riaja 76 222 298
7 | Tanete Rilau 82 259 376
JUMLAH 463 1.395 1.858

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
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Tabel. 58
Daftar Guru SMP Kabupaten Barru
Wilayah GURU SMP
NO.
Kecamatan (L) (P) JUMLAH
1 Balusu 18 51 69
2 Barru 35 81 116
3 Mallusetasi 36 51 87
4 Pujananting 31 42 73
5 Soppeng Riaja 31 67 98
6 Tanete Riaja 44 95 139
7 Tanete Rilau 36 83 119
JUMLAH 231 470 701

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Tabel. 59
Total Guru SD dan SMP Kabupaten Barru
Wilayah Total Guru SD dan SMP
NO.
Kecamatan (L) (P) JUMLAH
1 Balusu 76 184 260
2 Barru 110 382 492
3 Mallusetasi 75 236 311
4 Pujananting 127 200 327
5 Soppeng Riaja 68 204 272
6 Tanete Riaja 120 317 437
7 Tanete Rilau 118 342 460
JUMLAH 694 1865 2559

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
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Tabel. 60
Daftar Guru Ml Kabupaten Barru
Wilayah Guru Ml
NO.
Kecamatan L P JUMLAH

1 Balusu 5 17 22
2 Barru 9 35 44
3 Mallusetasi 6 14 20
4 Pujananting 6 8 14
5 Soppeng Riaja 3 17 20
6 Tanete Riaja 12 33 45
7 Tanete Rilau 33 83 116

JUMLAH 74 207 281

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Tabel. 61
Daftar Guru MTs Kabupaten Barru
NO. Wilayah Guru MTs

Kecamatan L P JUMLAH
1 Balusu 23 30 53
2 Barru 13 32 45
3 Mallusetasi 5 10 15
4 Pujananting 0 0 0
5 Soppeng Riaja 28 26 54
6 Tanete Riaja 9 22 31
7 Tanete Rilau 18 42 60

JUMLAH 96 162 258
Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel. 62
Total Guru Ml dan MTs Kabupaten Barru
NO. Wilayah Total Guru MI dan Guru MTs

Kecamatan L P JUMLAH
1 Balusu 28 47 75
2 Barru 22 67 89
3 | Mallusetasi 11 24 35
4 | pujananting 6 8 14
S | Soppeng Riaja 31 43 74
6 | Tanete Riaja 21 55 76
7 | Tanete Rilau 51 125 176

JUMLAH 170 369 539
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Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Sedangkan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten Barru
digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 63
Daftar Pengawas SD Sekabupaten Barru Berdasarkan Wilayah
NO. Wilayah Pengawas SD
Kecamatan L P JUMLAH
1 Balusu 1 - 1
2 Barru 1 1
3 Mallusetasi - 1 1
4 Pujananting 1 1
5 Soppeng Riaja 1 1
6 Tanete Riaja 1 1
7 Tanete Rilau 1 1
JUMLAH 6 1 7
Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
Tabel. 64
Daftar Pengawas SMP Kabupaten Barru Berdasarkan
Bidang Studi
. . Pengawas SMP
NO. Bidang Studi 3 g P JUMLAH
1 Bahasa Indonesia - - -
2 IPS
3 Bahasa Inggris
4 Pendidikan Agama
5 Matematika
6 POJK
7 PKN 1 - 1
8 BK
9 IPA
10 Seni Budaya
JUMLAH 1 - 1

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
Secara umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Barru dapat digambarkan

sebagai berikut :
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1. Satuan Pendidikan Dasar

Tabel. 65
Jumlah Sekolah Kabupaten Barru
Jumlah
NO. Uraian 2019 2020 2021 | 2022 | Keterangan
1 |SD 199 199 199 199
2 | Ml 27 27 27 27
3 | SMP 39 39 40 40
4 | MTs 14 14 14 14
TOTAL 279 279 280 280
Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
2. Peserta Didik
Tabel. 66
Jumlah Peserta Didik Kabupaten Barru
Jumlah
NO. Uraian 2019 2020 2021 2022 | Keterangan
1 |SD 17.273 | 17.168 | 17.099 | 16.798
2 | M 2.209 2.235 2.269 2483
3 | SMP 7.490 7.219 6.980 6.988
4 | MTs 2.827 2.746 2.813 3144
TOTAL 29.799 | 29.368 | 29.161 | 29.413
Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
3. Ruang Kelas
Tabel. 67
Jumlah Ruang Kelas Kabupaten Barru
Jumlah
NO. Uraian Keterangan
2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 |[SD 1.276 1.304 1.326
2 | Ml 162 162 162 162
3 | SMP 357 368 371
4 | MTs 42 42 42 42
TOTAL 1.837 1.876 1.901

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
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4. Rombongan Belajar
Tabel. 68

Jumlah Rombongan Belajar Kabupaten Barru

Jumlah
NO. Uraian Keterangan
2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 |Sb 1242 1.247 1.252 | 1.253
2 Ml 163 164 164 164
3 | SMP 356 298 289 286
4 | MTs 84 100 100 100
TOTAL 1.845 1.809 1.805 | 1.803
Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022
5. Rasio Rombel Dengan Siswa
Tabel. 69
Rasio Rombel Dengan Siswa Kabupaten Barru
Jumlah
NO. Uraian Keterangan
2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 |sSb 1:14 1:14 1:13 1:13
2 | Ml - 1:13 1:15
3 | SMP 1:24 1:24 1:24 1:24
4 MTs - 1:28 1:31
Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
6. Rasio Guru Dengan Siswa
Tabel. 70
Rasio Guru Dengan Siswa Kabupaten Barru
Jumlah
NO. Uraian Keterangan
2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 |sSb 1:9 1:9 1:8 1:9
2 | Ml - 1:8 1:8
3 | SMP 1:11 1:8 1:9 1:9
4 | MTs - 1:11 1:12

c. Pendidikan Kesetaraan

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Daftar Tutor Kesetaraan yang ada di Kabupaten Barru digambarkan pada tabel

berikut :
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Tabel. 71

Daftar Tutor Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Barru

JENIS KELAMIN
NO. Nama PKBM TOTAL
L P

1 SKB 18 44 62
2 PKBM Al-Ikhlash Addari 11 11 22
3 PKBM Mabbarakka 13 15 28
4 PKBM Manuba 11 32 43
5 PKBM Mattirowalie 5 9
6 PKBM Medina 3 7
7 PKBM Pammula Ladupa 4 9
8 PKBM Sipurio 7 11 18
9 PKBM Tompo Galung 4 0 4

Jumlah Total 76 126 202

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Gambaran Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Barru, dapat

dilihat pada tabel berikut :

1. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaran
Tabel. 72
Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan

di Kabupaten Barru

STATUS
NO. | LEMBAGA KECAMATAN LEMBAGA
NEGERI | NEGERI

1 PKBM MABBARAKKA PUJANANTING - 4

2 PKBM TOMPO GALUNG BARRU - v

3 PKBM SIPURIO BARRU - v

4 PKBM PAMMULA BARRU - v
LADUPPA

5 PKBM AL-IKHLAS BALUSU - v
ADDARY

6 PKBM MANUBA MALLUSETASI - v

7 PKBM MATTIROWALIE MALLUSETASI - v

8 PKBM MEDINA SOPPENG - v

RIAJA
9 SKB BARRU v -

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022
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2. Warga Belajar

Tabel. 73
Jumlah Peserta Paket A Kabupaten Barru
NO Wilayah Tutor Paket C
' Kecamatan L P JUMLAH
1 UPT SPNF SKB KAB.
BARRU 42 25 67
2 PKBM MATTIROWALIE 95 51 146
3 | PKBM MANUBA 16 25
4 PKBM SIPURIO 7 3 10
5 PKBM MABBARAKKA 35 52 87
6 PKBM PAMMULA LADUPA 32 22 54
TOTAL 227 162 389

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Tabel. 74

Jumlah Peserta Paket B Kabupaten Barru

NO SATUAN Warga Belajar Paket B
' PENDIDIKAN L P JUMLAH
UPT SPNF SKB KAB.
1 | BARRU 205 125 330
2 | PKBM MATTIROWALIE 276 200 476
3 | PKBM MANUBA 54 22 76
PKBM AL IKHLAS
4 | ADDARY 26 13 39
PKBM TOMPO
5 | GALUNG 36 34 70
6 | PKBM SIPURIO 40 16 56
7 | PKBM MABBARAKKA 127 93 220
PKBM PAMMULA
8 | LADUPA 65 35 100
9 | PKBM MEDINA 8 0 8
TOTAL 837 538 1375

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Tabel. 75
Jumlah Peserta Paket C Kabupaten Barru

Warga Belajar Paket C
NO. | SATUAN PENDIDIKAN
L P JUMLAH
UPT SPNF SKB KAB.

1 | BARRU 644 407 1051
2 | PKBM MATTIROWALIE 306 246 552
3 | PKBM MANUBA 127 71 198
4 | PKBM AL IKHLAS ADDARY 243 149 392
5 | PKBM TOMPO GALUNG 16 28 44
6 | PKBM SIPURIO 110 40 150
7 | PKBM MABBARAKKA 330 235 565
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8 PKBM PAMMULA LADUPA 87 67 154
9 PKBM MEDINA 13 6 19
TOTAL 1876 1249 3125

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

3. Ruang Kelas

Tabel. 76
Jumlah Ruang Kelas SPNF dan PKBM Kabupaten Barru
Wilayah Jumlah
NO. KET
Kecamatan 2019 | 2020 | 2021 2022
1 Balusu 1 6 6
2 Pujananting 8 49 49
3 Mallusetasi 11 19 19
4 Barru 16 21 20

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

4. Rombongan Belajar

Tabel. 77
Jumlah Rombongan Belajar Kesetaraan Kabupaten Barru
Wilayah Jumlah
NO- Kecamatan 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Keterangan
1 | Balusu 1 6 6 16
2 Pujananting 8 49 53 51
3 Mallusetasi 11 34 24 46
4 Barru 16 77 76 114

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

f. Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah
dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini
Permasalahan terkait dengan capaian SPM PAUD dilihat pada tabel
berikut :
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Tabel. 78
Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM PAUD

No Masalah Masalah Pokok Akar Masalah
1 APM PAUD 73,95% - Lembaga PAUD Lembaga Swasta
Swasta di Pelosok PAUD umumnya

Kurang Menarik memiliki sarana

Minat Masyarakat prasarana yang

kurang memadai

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, maka indikator Pendidikan PAUD yang sesuai adalah
Angka Partisipasi Murni (APM).

APM atau biasa disebut Net Enroliment Rate (NER) adalah persentase
jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah
pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah
seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk
usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitasi Pendidikan sesuai
pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia
sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Rendahnya capaian APM PAUD menunjukkan bahwa masih banyak
warga Negara yang belum berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD,
padahal jumlah Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Barru sudah
banyak. Berdasarkan data, jumlah TK/RA di Kabupaten Barru sebanyak
129 Lembaga, 1 diataranya berstatus negeri dan 128 Lainnya berstatus
swasta. Sedangkan jumlah KB sebanyak 130 yang merupakan Lembaga
swasta. Jika jumlah TK/RA/KB dibandingkan dengan jumlah penduduk
usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK/RA/KB dapat dihitung
sebagai berikut:

Formula
Rasio = Jumlah TK/RA/KB X 100%
Jumlah Penduduk Usia 5-6 tahun
Rasio = 268 x 100 = 4,41 %
6.091
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Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK/RA/KB, maka jumlah
Lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Barru sudah sangat berlebihan
untuk menampung keseluruhan penduduk usia 5-6 tahun. Namun
kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh
Lembaga PAUD.

Keberadaan sebahagian PAUD swasta dipelosok-pelosok kurang
menarik minat masyarakat untuk memasukkan anaknya pada Lembaga
tersebut, hal ini antara lain disebabkan Lembaga PAUD Swasta pada
umumnya memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Untuk menjawab masalah ini, maka beberapa hal dapat dilakukan untuk

memperbaiki capaian SPM PAUD, yakni:
b. Pendidikan Dasar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah
melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan pencapaian SPM
Pendidikan. Untuk itu SPM Pendidikan Dasar sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, sudah
tidak ditemukan permasalahan dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Barru. Namun untuk SPM
Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menunjukkan
bahwa capaian kinerja maksimal yaitu sedangkan target yang ditetapkan
100%.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat

diuraikan sebagaimana tabel berikut:
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Tabel. 79
Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Dasar
No. Masalah Masalah Pokok Akar Masalah
1 | APM - Masih terdapat peserta didik | - Kurangnya implementasi
Pendidikan yang berusia di bawah 7 kependidikan termasuk batas
Dasar 97,23% tahun atau di atas 12 tahun usia pada penerimaan siswa

- Berkurangnya Minat Belajar baru

Siswa - Masih adanya siswa yang
- Masih terdapat peserta didik mengulang

yang berusia dibawah 13 )
- Faktor Ekonomi
tahun atau 15 tahun

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

Faktor penyebab sehingga APM SD/MI sederajat dan APM SMP/MTs sederajat belum
maksimal antara lain karena masih adanya peserta didik dibawah usia 7 tahun yang
sekolah pada jenjang SD/MI sederajat dan 13 tahun pada jenjang SMP/MTs. Untuk
memperbaiki kondisi ini, maka pada kegiatan penerimaan siswa baru pemerintah

sebaiknya menerapkan kebijakan penerimaan siswa baru sesuai usia wajib.

Faktor lain yang menyebabkan APM masih rendah yakni angka melanjutkan
SD ke SMP belum maksimal, angka putus sekolah dan kondisi peserta didik yang
bermukim di daerah perbatasan. Jika indikator angka melanjutkan rendah, hal ini juga
membuat indikator putus sekolah juga ikut berpengaruh. Ini menggambarkan bahwa
ada penduduk usia sekolah yang tidak lagi berpartisipasi dalam layanan pendidikan.
Namun demikian tidak semua usia sekolah tersebut belum berpartisipasi dalam
layanan pendidikan, hal ini disebabkan karena peserta didik melanjutkan di luar
wilayah Kabupaten Barru, sama halnya dengan peserta didik yang bermukim di
daerah perbatasan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Barru namun
bersekolah di luar wilayah Kabupaten Barru, sehingga objek pembagi dalam formulasi
indikator menjadi lebih kecil. Rata-rata peserta didik yang tidak melanjutkan dan putus
sekolah disebabkan oleh factor ekonomi, sehingga intervensi yang dapat dilakukan
pemerintah daerah adalah memberikan beasiswa khusus bagi peserta didik yang

kurang mampu.

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menerapkan Program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Gratis sangat membantu
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penyelenggara pendidikan dan peserta didik, sehingga tata kelolanya perlu

ditingkatkan terus menerus dan berkelanjutan.

Secara umum kebijakan yang harus dilakukan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang bermutu, merata, terjangkau, setara
dan relevan;
2. Meningkatkan kualitas belajar didik melaluikegiatan bimbingan belajar; dan
3. Menerapkan SPM Pendidikan dasar sesuai ketentuan persturan perundang-
undangan.
c. Pendidikan Kesetaraan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
maka telah dilakukan identifikasi permaslahan terkait dengan capaian SMP.
Permasalahan yang dihadapi sehingga Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan
belum maksimal yaitu 99,03% sedangkan target dasar berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal adalah 100% dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 80
Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Kesetaraan
No. Masalah Masalah Pokok Akar Masalah
1 Realisasi SPM - Belum optimalnya - Masih rendahnya minat
Kesetaraan 99.03 %, pendidikan masyarakat yang belum
target 100% kesetaraan pada tamat SD/SMP/SMA
tingkat lanjut untuk mengikuti program

pendidikan kesetaraan

- Adanya sebagian
sasaran yang terdata
sebagai penduduk
Kabupaten Barru namun
bertempat tinggal di luar

Kabupaten Barru

Sumber data Dinas Pendidikan Tahun 2022

Untuk menjawab masalah ini, maka beberapa hal dapat dilakukan untuk
memperbaiki capaian SPM Pendidikan Kesetaraan, yakni:
1. Penerapan SPM Pendidikan Kesetaraan yang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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2. Mendorong pembentukan PKBM baru oleh masyarakat, mengingat
distribusi PKBM belum merata.
3. Masih perlu dilakukan sosialisasi, untuk memacu semangat dan animo

masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan.

4.2.Bidang Urusan Kesehatan
Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Barru Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
a. Jenis Pelayanan Dasar
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

W ©® N o U B~ W N

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar

10.Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai
standar

11.Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar

12.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah Pelayanan antenatal
yang diberikan kepada ibu hamil dengan standar kuantitas kunjungan 4
kali selama periode kehamilan yakni satu kali trimester satu, satu kali
trimester kedua , dua kali trimester ketiga dan dengan standar kualitas yang
memenuhi kriteria 10T. Tahun tahun 2021 jumlah sasaran ibu hamil 3391
dengan capaian 3070 (91%), pada tahun 2022 jumlah sasaran ibu hamil
3402 dengan capaian 3294 (97%) . Indikator ini naik jika dibandingkan
tahun 2021. Cakupan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan ibu hamil
K4 (kunjungan 4 kali 1,1,2) dan K6 (kunjungan 6 kali 2,1,3) sesuai standar
belum mencapai target disebabkan karena adanya perbedaan data
Pusdatin dan data Dukcapil terkait penetapan sasaran ibu hamil yang
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mengalami perbedaan. Data Pusdatin jumlah sasaran ibu hamil 2847
sedangkan data Dukcapil 3402, jadi ada selisih sasaran ibu hamil sebanyak
555 orang ibu hamil. Namun jika memakai sasaran Pusdatin sudah melebihi
target yaitu 115%.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil adalah:

- Orientasi dan Edukasi Petugas untuk Pelayanan Catin di Puskesmas

- Pertemuan Pengkajian Audit Maternal BOK Kabupaten

- Pengadaan Stiker P4K

- Pelaksanaan Kelas ibu hamil

- Workshop Penguatan Jejaring & Pendamping Ibu Hamil Resiko Tinggi
bagi Kader

- Pemantauan Bumil Resti

- Pemantauan Ibu Hamil Trimester 11|

- Pemantauan Ibu Hamil Yang Tidak Rutin Periksa Kehamilan

- Pemberian Suplement Zinck penderita diare bagi bumil

- Sweeping Ibu Hamil Baru & Bumil Resti

- Kunjungan Rumah Bumil K4

- Pelacakan Bumil K1

- Pelayanan ANC di Posyandu

- Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil diPosyandu

- Pendampingan calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K

- Skreening golongan darah, protein urine dan HB pada Ibu Hamil

- Sweeping Suntikan TT pada Ibu Hamil

- Pelacakan Pada Bumil Menjelang Persalinan

- Deteksi dini kehamilan pada pengantin baru

- screening Hepatitis pada lbu Hamil

- Pemeriksaan HIV dan shypilis pada ibu hamil

- Pendampingan Ibu hamil oleh dukun ke fasyankes

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar adalah pelayanan
persalinan yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi
dengan persalinan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong
oleh tenaga kesehatan dengan mengacu pada acuan persalinan normal

sesuai standar dan buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas
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kesehatan dasar dan rujukan. Tahun 2021 jumlah sasaran ibu hamil 3199
dengan capaian 2962 (93%), tahun 2022 jumlah sasaran ibu bersalin 3199
dengan capaian 2963 (93%). Permasalahan dikarenakan ada ibu hamil
yang melahirkan diluar faskes yang ditolong oleh dukun atau keluarga.
Disamping itu juga ada perbedaan data sasaran dari Pusdatin dan Dukcapil
sebanyak 482 orang ibu bersalin sehingga capaian kinerja yang seharusnya
109% bila menggunakan sasaran Pusdatin menjadi 92% dengan
menggunakan sasaran Dukcapil.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah:

- Peningkatan Kapasitas SDM Antenatal Care (ANC)

- Penguatan Manajemen Aktif Kala Ill kaitannya dengan Pendarahan
dalam Proses Persalinan

- Rumabh tunggu kelahiran

- Pemantauan Ibu Nifas

- Sweeping ibu nifas dan neunatus

- kegiatan Rujukan Persalinan

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Pelayanan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah
pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan standar kuantitas
kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal yakni kunjungan
neonatal 1(KN1), Kunjungan neonatal 2(KN2), kunjungan neonatal 3 (KN3)
dengan standar kualitas perawatan esensial saat lahir dan setelah lahir.
Pada tahun 2021 jumlah sasaran bayi baru lahir 3059 dengan capaian 3026
(99%). Tahun 2022 jumlah sasaran Bayi Baru Lahir 3109 dengan capaian
2965 (95%) . Indikator ini menurun capaiannya dibanding tahun
sebelumnya ini  di sebabkan karena sebagian ibu hamil yang datang
melahirkan kemudian kembali ke daerah dimana ibu hamil dan suami
bekerja. Adanya perbedaan antara data Pusdatin dan Dukcapil yang
mengalami perbedaan sasaran bayi baru lahir sebanyak 377 bayi sehingga
capaian kinerja hanya 96% sedangkan bila data Pusdatin digunakan
capaian kinerja 114%.

- Pemeriksaan neonatus atau Pelayanan kesehatan Bayi Baru
lahir/Neonatal

- Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi
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Orientasi Konselor ASI bagi Petugas Tkt. Kabupaten

- Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak Tkt. Kabupaten
- Pelacakan kasus kematian ibu dan Bayi

- Pemantauan bayi 9-15 bulan ibu reaktif hepatitis

- Pemantauan Neonatus & Neonatus Risti

- Pelacakan audit maternal/perinatal bayi/balita

- Pemantauan Bayi Resti

4. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan
balita meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit yang
dimaksudkan untuk memonitoring tumbuh kembang anak balita. Tahun
2021 jumlah sasaran balita 12788 dengan capaian 8682 (68%), tahun 2022
jumlah sasaran balita 12355 dengan capaian 10216 (83%) . Capaian
Indikator meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator ini tidak
mencapai target disebabkan ada ibu yang tidak membawa anaknya ke
sarana pelayanan kesehatan (posyandu, poskesdes, pustu dan
puskesmas). Selain itu juga dipengaruhi oleh mobilisasi orang tua yang

berdomisili dan bekerja di daerah perbatasan dan di luar daerah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan Balita adalah:

- Pelaksanaan SDIDTK pada Balita

- Pelaksanaan kelas ibu balita

- Penimbangan Rutin Bayi Balita di Posyandu

- Sweeping kegiatan SDIDTKA di Posyandu

- Pemeriksaan gigi dan Mulut di TK/PAUD

- Pelacakan Balita Yang tidak datang ke Posyandu dan yang tidak
terdeteksi pertumbuhannya

- Pemberian PMT penyuluhan

- Sweping Vitamin A

- Pelaksanaan pelayanan Imunisasi dasar di posyandu

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar adalah
pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai dengan standar

meliputi
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skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Pada tahun
2021 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 6762 dengan capaian 5211
(77%), tahun 2022 jumlah sasaran usia pendidikan dasar 9476 dengan
capaian 8430 (89%). Indikator ini belum mencapai target disebabkan
karena kurang maksimalnya perhatian dan kerjasama serta koordinasi
lintas program terutama dengan kepala sekolah dalam pelayanan

kesehatan di sekolah.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan Usia pendidikan
dasar adalah:

- Pelatihan Dokter Kecil

- Demonstrasi CTPS dan Sikat Gigi bersama di sekolah

- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekoalah

- Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

- Penyuluhan Kespro Remaja

- Pertemuan Tekhnis Penjaringan Anak Sekolah

- Pembinaan UKS dan kader kesehatan anak sekolah

- Pengukuran Kebugaran Jasmani anak sekolah

- Pemberian tablet Fe pada remaja putri

- Pemeriksaan berkala peserta didik

- Penyuluhan PHBS dan CTPS pada anak Sekolah Dasar
- Sweping pemberian tablet Fe pada remaja putri

- Pembinaan Kantin Sehat

- Pembinaan PKPR di sekolah

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar adalah pelayanan
kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan dan
skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tahun
2021 jumlah sasaran 117139 dengan capaian 2331 (2%), pada tahun 2022
jumlah sasaran 119623 dengan capaian 82072 (69%). Capaian Indikator
mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya namun belum
mencapai 100% dikarenakan kegiatan pelayananan skrining kesehatan

sebahagian tidak terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini

bekerja rangkap serta adanya keterbatasan alat.
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Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan usia produktif
adalah:

- Pelatihan Deteksi Dini Cancer Serviks dan Payudara

- Pelatihan Deteksi Dini Faktor resiko Pelayanan PTM

- Pemantauan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Sadanis

- Pelayanan Posbindu

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar adalah pelayanan
kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi Perilaku hidup bersih
dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan penyakit tidak
menular. Tahun 2021 jumlah sasaran 24230 dengan capaian 717 (3%),
tahun 2022 jumlah sasaran 18218 dengan capaian 8691 (48%). Capaian
Indikator belum mencapai target disebabkan karena terbatasnya petugas
dalam memberikan pelayanan dan belum optimalnya sosialisasi terkait
pelayanan kesehatan lansia dan masih terbatasnya sarana pemeriksaan
Kesehatan lansia di semua sarana pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan Kesehatan lanjut usia adalah:
- Penguatan Pelayanan Posyandu Lansia
- Penguatan Petugas tentang Puskesmas Santun Lansia
- Pelayanan Kesehatan Lansia di Posyandu
- Kunjungan pelayanan homecare lansia resti
- Screening IVA
- Penimbangan BB, Pengukuran TB dan Pemeriksaan TD Pada Lansia
- Screaning Penyakit Akibat Gangguan Kognitif, Degeneratif dan Mental

Emosional

- Kunjungan kader posyandu lansia

8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar adalah
pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah
dan edukasi. Pada tahun 2021 jumlah sasaran 47358 dengan capaian 2070
(4%), tahun 2022 jumlah sasaran 47718 dengan capaian 31107 (65%).
Indikator tidak mencapai target Hal ini dikarenakan Tidak tercapai 100 %
karena kegiatan pelayananan skrining kesehatan sebahagiaan tidak
terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini bekerja rangkap.
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Keterbatasan alat (tensimeter) karena rusak dan hilang serta kurangnya

kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP secara berkala.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan hipertensi adalah:
- Pemantauan Kegiatan Pelayanan Hipertensi Di Posbindu

- Pendampingan Penderita Hipertensi Melalui Kunjungan Rumah

- Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Hipertensi berbasis Web

- Workshop Program Informasi Posbindu PTM bagi Petugas Puskesmas

9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar adalah
pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi
pengukuran gula darah, edukasi, terapi farmakologi.

Pada tahun 2021 jumlah sasaran 2969 dengan capaian 973 (33%), pada
tahun 2022 jumlah sasaran 2991 dengan capaian 2811 (94%). Indikator
pelayanan kesehatan penderita diabetes militus tidak mencapai target. Hal
ini dikarenakan kegiatan pelayananan skrining kesehatan sebahagiaan
tidak terlaksana akibat dari SDM yang multifungsi dalam hal ini bekerja
rangkap. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke

FKTP secara berkala serta keterbatasan alat (clucometer) hilang dan rusak.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes

Militus adalah:

- Pelatihan Tekhnis Faktor resiko DM Secara Mandiri dan Berkelanjutan
bagi petugas Puskesmas

- Pendampingan Penderita PTM (Diabetes Melitus) Melalui Kunjungan
Rumah

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
adalah pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar
bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan
edukasi. Pada tahun 2021 jumlah sasaran 431 dengan capaian 219 (51%),
tahun 2022 jumlah sasaran 437 dengan capaian 385 (85%). Indikator

pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa tidak mencapai target
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hal ini dikarenakan kegiatan pelacakan atau skrining kasus ODGJ berat

belum terlaksana dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan penderita Diabetes
Militus adalah:

- Pengadaan Media KIE,PTM dan KESWA

- Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan NAPZA

- Pelatihan Konseling Jiwa Bagi Petugas Puskesmas dan Guru BK

- Sosialisasi Program Keswa Berbasis Masyarakat

11.Pelayanan kesehatan orang terduga TBC sesuai standar
Pelayanan kesehatan orangterdugaTBC sesuai standar adalah pelayanan
kesehatan orang terduga TBC sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis,
pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pada tahun 2021 jumlah sasaran
4123 dengan capaian 3395 (82%), pada tahun 2022 jumlah sasaran 2484
dengan capaian 2537 (102%) . Indikator pelayanan kesehatan orang
terduga TBC mencapai target karena pasien dengan gejala batuk sudah
berobat ke fasilitas kesehatan dan petugas yang berperan akitif.
Permasalahan yang dihadapi keterbatasan alat TCM.
Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TBC
adalah:
- Mapping Up dan Validasi Kasus TB
- Workshop Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)
- Ketuk Pintu TB Day
- Penjaringan Suspek TB
- Pelacakan Tb Kusta Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Gerakan Serentak Penemuan Kasus Atau Deteksi Dini Penderita

TB/Suspec TB

- Pengambilan Specimen Pada Penderita Suspec TB
- Pemeriksaan Kontak Serumah Penderita TB
- pemantauan kepatuhan minum obat pasien TB Paru

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar
adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada orang dengan resiko
terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining.

Pada tahun 2021 jumlah sasaran 4123 dengan capaian 3395 (82%), pada

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

tahun 2022 jumlah sasaran 3760 dengan capaian 3440 (91%). Capaian
indikator sudah naik dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target.
Indikator ini belum mencapai target dikarenakan penanganan kelompok
resiko tinggi (high risk group) tidak maksimal, selain itu keterbatasan tenaga
puskesmas yang harus menjangkau semua orang yang beresiko HIV
termasuk penjaja seks, transgender dan pengguna napza suntik dan
sering terjadi roling petugas di Puskesmas.

Kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinkeksi HIV adalah:

- Sosialisasi HIV Pada Populasi Kunci

- Pemantauan Triple Eliminasi HIV, Shipilis dan Hepatitis

- Pemantauan Triple Eliminasi HIV, Shipilis dan Hepatitis

- Pelacakan dan deteksi dini HIV/AIDS pada Ibu hamil di posyandu

- Screening HIV pada penderita TB

- Deteksi dini dan penemuan kasus HIV / AIDS

- Pemantauan dan tatalaksana kasus HIV

c. Realisasi
Realisasi kegiatan penyelenggara urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas

kesehatan sebagai berikut:

TABEL 81

CAPAIAN TARGET, DAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS
KESEHATAN KAB.BARRU TAHUN 2022

CAPAIAN , TARGET DAN RENCANA
0 1
CAPAIAN 2021 (%) PEMBIAYAAN SPM
NO JENIS TARGET
TARGET
PELAYANA BATAS PROGRAM
NASION TARGET NASION
N DASAR/ AL (%) WAKTU KEGIATAN .
INDIKATOR ° AL (%)
1 Pelayanan Program
kesehatan bagi Pemenuhan
ibu hamil Upayakesehatan
100 2022 | 99% 100 Perorangan Dan 100
Upayakesehatan
Masyarakat
/Penyediaan
Layanan
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Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

Pelayanan
Kesehatan Bagi
Ibu Bersalin

100

2022

93%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

Pelayanan
Kesehatan Bagi
Bayi Baru Lahir

100

2022

95%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

Pelayanan
Kesehatan Bagi
Balita

100

2022

83%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

Pelayanan
Kesehatan Bagi
Usia Pendidikan
dasar

100

2022

89%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upaya Kesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100
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Pelayanan
Kesehatan Bagi
Usia Produktif

100

2022

69%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

Pelayanan
Kesehatan Bagi
Usia Lanjut

100

2022

48%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

Pelayanan
Kesehatan
Penderita

hypertensi

100

2022

65%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

Pelayanan
Kesehatan Bagi
Dabetes Mellitus

100

2022

94%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

10

Pelayanan
Kesehatan Bagi
ODGJ Berat

100

2022

85%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat

100
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Daerah
Kabupaten/Kota

11 Pelayanan
Kesehatan Bagi
orang terduga

TBC

100

102

2022 %

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

12 Pelayanan
Kesehatan Bagi
Penderita HIV

100

2022 | 91%

100

Program Pemenuhan
Upayakesehatan
Perorangan Dan
Upayakesehatan
Masyarakat/
Penyediaan Layanan
Kesehatan Untuk
Ukm Dan Ukp
Rujukan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota

100

d. Alokasi Anggaran

Realisasi urusan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah tahun 2022

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru adalah 5 (Lima) program dan 14 (Empat

Belas) kegiatan.

Di Dinas Kesehatan Anggaran yang direncanakan pada

perjanjian kinerja tahun 2022 untuk pencapaian sasaran peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan adalah sebesar Rp. 146.800.494.908,- dan setelah

perubahan anggaran meningkat menjadi Rp. 232.114.441.874,- dan dari anggaran

tersebut terealisasi sebesar Rp. 205.645.853.211 atau 89 persen.

e. Dukungan Personil

1. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :

No Pendidikan Jumlah
1. | Strata Dua (S2) 82
2. | Strata Satu (S1) 377
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3. | Diploma Empat (D4) 65
4. | Diploma Tiga (D3) 170
5. | Diploma Satu (D1) 1
6. | SLTA 13
7. | SMP 1
Jumlah 709

2. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

+ Eselon = 1 orang
4+ Eselon Il = 9 orang
+ Eselon IV = 10 orang
+ Fungsional = 632 orang

Jumlah = 652 orang

3. Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan dan UPT Kesehatan Kabupaten Barru

menurut kepangkatan sebagai berikut :

No Pangkat Golongan Jumlah
1. | Pembina Utama Madya v/id 1
2. | Pembina Utama Muda IVic 13
3. | Pembina Tk.I IV/Ib 24
4. | Pembina IV/a 88
5. | Penata Tk.l li/d 194
6. | Penata li/c 101
7. | Penata Muda Tk.l /b 182
8. | Penata Muda li/a 59
9. | Pengatur Tk.l l/d 16
10. | Pengatur Il/c 27
11. | Pengatur Muda Tk.| /b 4
12. | Pengatur Il/a 0
Jumlah 709

f. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Kesehatan

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal untuk urusan

kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:
Tabel. 82
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Barru Tahun 2022
Provinsi : SULAWESI SELATAN
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Kabupaten/Kota : BARRU

Periode : Januari s/d Desember

NO JENIS PELAYANAN DASAR Sasaran Realisasi %

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3402 3294 97

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3199 2963 93

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3109 2965 95

4 Pelayanan Kesehatan Balita 12355 10216 83

5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 9476 8430 89
Pendidikan Dasar

6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 119623 82072 69
Produktif

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia 18218 8691 48
Lanjut

8 Pelayanan Kesehatan Penderita 47718 31107 65
Hipertensi

9 Pelayanan Kesehatan Penderita 2991 2811 94
Diabetes Melitus

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 437 385 85
Gangguan Jiwa berat

11 Pelayanan Kesehatan orang terduga 2484 2537 102
tuberkulosis; dan

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan 3760 3440 91
Risiko Terinfeksi HIV

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2022

g. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya Sumber Daya,
sumber daya manusia pelayanan masih belum memenuhi standarisasi pelayanan.
Sehingga masih terdapat kendala khususnya dalam pemberian pelayanan, masih
adanya tugas rangkap pegawai, perlunya dukungan anggaran dalam pelaksanaan

penerapan SPM.

Solusi, mengikut sertakan personil untuk pada bimbingan teknis, serta
pelatihan-pelatihan/diklat  standarisasi pelayanan dalam pekerjaan, perlu

pengangkatan tenaga perjanjian kerja, dan dukungan sumber daya logistik .

4.3.Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jenis Pelayanan Dasar
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Jenis urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan
dan Kawasan Pemukiman terdiri dari :

a.) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

b.) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
a.) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh kebutuhan
pokok air minum sehari-hari pada tahun 2022 mencapai 96.7 % dan
belum memperoleh akses air minum 3.25 % dari total jumlah rumah

yang ada di Kabupaten Barru.
b.) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh layanan
pengelolaan air limbah domestic pada tahun 2022 mencapai 10.39 %
dan belum memperoleh akses layanan pengelolaan air limbah 89.61 %

dari total jumlah rumah yang ada di Kabupaten Barru.

c. Realisasi

Realisasi urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

Tabel. 83

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan

NO JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS
PELAYANAN | (Pelaksanaan dan Penganggaran Tahun 2022) | Realisasi WAKTU
DASAR INDIKATOR | Target | Realisasi | NILAI | Kumulatif | PENCAPAIAN
(TAHUN)
1. Pemenuhan Peningkatan 250 SR 0 0 96,7% 2022
Kebutuhan Air SPAM Jaringan
Minum Sehari- Perpipaan di
hari Kawasan
Perdesaan
2. Penyediaan Pembangunan/ | 500 SR 602 SR 100% 10.39% 2022
Pelayanan Penyediaan
Pengolahan Air | Sistem
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Limbah
Domestik

Pengelolaan Air
Limbah

d. Alokasi Anggaran

Adapun pencapaian program kegiatan urusan Pekerjaan Umum pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada tahun anggaran 2022 dengan

jumlah dua (2) Program dan dua (2) Kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Pengelolaan Air Limbah Rp. 4.113.140.000,- dan Air Bersih Rp.
596.740.000,-.

e.

f.

Dukungan Personil

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

- Pegawai Struktural

SD = 0 Orang
SMP = 0 Orang
SMU = 0 Orang
Diploma = 1 Orang
S1 = 12 Orang
S2 = 5 Orang
Jumlah = 18 Orang

2. Berdasarkan Jabatan Struktural

- Eselonll = 1 Orang
- Eselon i = 3 Orang
- Eselon IV = 9 Orang
Jumlah = 13 Orang

Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar

bidang pekerjaan umum yang dilakukan oleh Dinas PUTR, Perumahan

dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Permasala

han :

- Pendataan,sinkronisasi, dan validasi data terkait akses air

minum dan pengelolaan air limbah tidak terkoordinasikan

dengan baik
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- Belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum
dan penyediaan pengelolaan air limbah

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM Perangkat Daerah)

- Kurang komunikasi dengan PDAM dan Pemerintah Daerah
dalam rangka meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan SPAM sesuai NSPK

- Sistem Pengelolaan Air Limbah IPLT belum berfungsi secara optimal

- Kemampuan pendanaan kabupaten dalam mengalokasikan
anggaranuntuk memenuhi layanan air minum dan pengolahan
air limbah masih terbatas

Solusi :

- Meningkatkan kapasitas SDM perangkat Daerah, dan
memasukkan kriteria sasaran sosialisasi ke dalam kerangka
acuan kerja kegiatan

- Untuk memenuhi kebutuhan data, maka perlu dibentuk tim
kordinasi yang difasilitasi oleh Kabupaten dalam melakukan
sinkronisasi dan validasi data

- Koordinasi dengan berbagai pihak terkait akses air minum dan
layanan pengolahan air limbah domestic perlu ditingkatkan

- Penganggaran daerah perlu mempertimbangkan pemenuhan

layanan dasar sebagai prioritas

4.4.Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan SPM Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR-
PERKIM Kabupaten Barru merupakan implementasi dari kebijakan dan strategi
penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dijadikan acuan
dalam pencapaian target.

Urusan Perumahan Rakayat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan
Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Barru

tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Dasar
SPM Perumahan Rakyat merupakan penjabaran dari target yang
ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
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Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Kabupaten/ Kota terdiri

atas:

a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota;

b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi program Pemerintah

Daerah kabupaten/kota.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target dan realisasi pencapaian SPM bidang urusan Perumahn Rakyat
pada kabupaten Barru sebagai berikut:

a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak
huni bagi korban bencana pada tahun 2022 adalah 100 %.

b) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program pemerintah daerah

c) Jumlah penduduk di Kabupaten Barru yang memperoleh rumah layak

huni bagi yang terkena relokasi program Pemerintah daerah 0 %.

c. Realisasi

Realisasi urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum,

Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut:

Tabel. 84

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan

Huni Bagi Korban Bencana

mendapatkan rumah layak
huni bagi korban bencana

JENIS PELAYANAN TARGET REALISASI
NO INDIKATOR
DASAR 2022 2022
1. Penyediaan dan Persentase jumlah
Rehabilitasi Rumah Layak penduduk yang
100% 100%

Penyediaan rumah layak
huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program

pemerintah daerah

Persentase jumlah
penduduk yang
mendapatkan rumah layak
huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program

pemerintah daerah

0%

0%
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d.Alokasi Anggaran

Tabel 85
Alokasi Anggaran
TARGET REALISASI
ALOKASI REALISASI
NO | SUMBER DANA FASILITASI FASILITASI
ANGARAN ANGGARAN
(UNIT) (UNIT)
APBD
1. Rp. 69,800,000 0 17 0
(DPUTRPKP)

Adapun pencapaian target 100% dikarenakan tidak ada penetapan
bencana daerah kabupaten barru pada tahun 2022 atau tahun sebelumnya
yang menjadi dasar dalam penetapan penerima layanan dasar SPM
perumahan. Lebih lajut terhadap penyediaan rumah layak huni di
Kabupaten Barru dilaksanakan Program kawasan Pemukiman dengan
kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas
dibawah 10 ha yang didalamnya terdapat pelaksanaan Penyediaan Rumah
Swadaya Bagi masyarakat Prasejahtera sebayak 50 unit Rumah dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- per unit.,

e. Dukungan Personil
Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat tidak terlepas dari
Dukungan Personil sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan
kesejahteraan sosial. Dukungan Personil dalam proses penerapan dan
pencapaian SPM terdiri dari PNS dan Non PNS yang perinciannya adalah
sebagai berikut :

a) PNS : Orang
b) Non PNS:
- Staf Honorer : Orang

f. Permasalahan dan Solusi
Adapun permasalahan dan solusi terhadap setiap jenis pelayanan dasar
bidang perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan:
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b)

Daerah rawan bencana belum ditetapkan di tahun 2022 sehingga
pendataan terkait daerah rawan benca abelum di programkan di daerah.
Penganngaran belum mengcover seluruh kegiatan dalam program urusan
SPM Perumahan rakyat;

Pendataan, sinkronisasi, dan validasi data terkait jumlah rumah yang
terkena dampak bencana tidak terkoordinasikan dengan baik
Pemerintah kabupaten Barru tidak memiliki program yang untuk
memfasilitasi relokasi rumah

Solusi :

Untuk melakukan pendataan daerah rawan bencana diperlukan
penetapan daerah rawan bencana di Kabupate Barru;

Penganggran untuk kegiatan pendataan, verifikasi, fasilitasi dan
koordinasi terkait SPM Perumahan Rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan data, maka perlu dibentuk tim kordinasi atau
Tim Satgas yang difasilitasi olen Kabupaten dalam melakukan
sinkronisasi dan validasi data.

Forum komunikasi dan koordinasi dalam penyediaan dan fasilitasi

relokasi rumah terdampak atau rawan bencana

4.5.Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan

Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 pada Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan realisasi sebagai berikut

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran terdiri dari :

a)

b)

Jenis pelayanan dasar bidang Polisi Pamong Praja dengan kegiatan :

1) Program kegiatan penegakan hukum peraturan daerah dan
peraturan kepala daerabh.

Jenis pelayanan dasar Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan kegiatan :

1) Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian
kebakaran

2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

3) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran
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b. Target pencapaian SPM oleh Daerah

a. Program kegiatan Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah selama pelaksanaan tidak
mendapatkan laporan keberatan dan pelanggaran hukum tentang
penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah.

b. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan kegiatan :

1) Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian

kebakaran

- Alat Komunikasi
Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan
kejadian kebakaran dengan pengadaan alat komunikasi dengan
jumlah komandan lapangan dan komandan pos sebanyak 7
orang dengan jumlah pos jaga 7 unit dan jumlah kendaraan
pemadam kebakaran 12 unit.

Tabel 86
Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian
kebakaran
No | Langkah Variabel Komponen Capaian SKPD Ket
) kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1 | Layanan Response Time penanggulangan kejadian kebakaran 15 Menit
1. Pengada | 1. Alat Jumlah komandan a. 12.unit Satpol.PP
an alat komun | lapangan b.1 dan
komunik ikasi a. Jumlah Pemada
asi HT kendaraan unit m
pemadam Kebakara
kebakaran n
b. Harga perunit
sesuai jenis
2. Kesia | a.Jumlah ring di Satpol.PP
pan pusdalops dan
saran | b.Jumlah Pemada
a perangkat m
pusdal komputer Kebakara
ops c. Jumlah sound n
damka system/sirine/to
r a
d. Harga per unit
jenis

- Kesiapan sarana pusdalops damkar
Dalam pemenuhan layanan respon cepat (Response Time) kesiapan sarana

pusdalops damkar telah memnuhi jumlah ring di pusdalops 00 buah dengan
jumlah perangkat komputer sebanyak 1 wunit dan jumlah sound

systemsirine/toa 00 unit.
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Tabel. 87
Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar
No. Langkah Variabel Komponen Capaian SKPD Ket
kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
2 Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
1. Penyediaan |1. Penyediaan | a. Jumlah pos Satpol.PP
mobil/kapal mobil/kapal sektor/pos dan
damkar//unit damkar/unit damkar Pemadam
operasional operasional | b. Jumlah unit a. 7pos Kebakaran
damkar damkar mobil per pos b. 1 unit dan 5 unit
lainnya lainnya sektor /pos c. 570.000.000
damkar
¢. Harga satu unit
2. Pemelihara | a. Jumlah unit Satpol.PP
an rutin mobil dan
mobil damkar/kapal Pemadam
damkar/ damkar/unit Kebakaran
unit operasional
operasional damkar lainnya
damkar b. Jumlah
lainnya pemeliharaan
rutin mobil
damkar/kapal |, 15 it mobil
damkar/unit
operasional damkar
damkar lainnya b. Rp. 260.215.450
c. 10.000.000
dalam satu
tahun
¢. Harga biaya
pemeliharaan
rutin perunit
mobil
damkar/kapal
damkar/unit
operasional
lainnya
3. Pembelian a. Jumlah unit
bahan bakar mobil
mobil damkar/kapal
damkar/unit damkar/unit
operasional operasional
damkar damkar lainnya
lainnya b. Jumlah
kebutuhan a. 12 unit SatgoI.PP
bahan bakar b. 3.137 liter an
. ) . Pemadam
setiap unit c. rp. 6.800 rupiah Kebakaran
mobil
damkar/kapal
damkar/unit
operasional
lainnya
c. Harga perliter
bahan bakar
4. Pendidikan | a. Jumlah Satpol.PP
pelatihan petugas dan
petugas b. Jumlah Pemadam
pemadam pelatihan 1 Kebakaran
kebakaran c. Biaya per
pelatihan

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

2. Penyediaan 1. Penyediaan | a. Jumlah/jenis/s Satpol.PP
peralatan peralatan et/paket/unit dan
dan dan peralatan dan Pemadam
perlengkapa perlengkap perlengkapan Kebakaran
n pemadam an pemadam 2 10 set
kebakaran pemadam kebakaran .b Rop. 5.000.000

kebakaran b. Harga - R 9000,

perjumlah/

jenis/set/paket/

unit

2. Penyediaan | a. Jumlah Satpol.PP

alat jenis/set/paket/ dan
perlindunga unit peralatan Pemadam
n diri dan Kebakaran
petugas perlengkapan a 10 set

pemadam b

b Ezeggara” Rp. 5.000.000

perjumlah/

jenis/set/paket/

unit

3. Penyediaan 1. Penyediaan | a. Jumlah/volume 1 Satpol.PP
peralatan tandon /tandon dan
dan air/air/ foam air/air/foam Pemadam
perlengkapa untuk untuk Kebakaran
n pemadam pemadaman pemadaman
kebakaran b. Harga per

jumlah/volume

2. Pemelihara | a. Jumlah unit 1 Satpol.PP

an rutin tandon air dan
tandon air b. Jumlah Pemadam
untuk pemeliharaan Kebakaran
pemdaman rutin tandon air

dalam satu

tahun

c. Harga biaya

pemeliharaan

tandon air per

unit

4. Kesiapan 1. Kesiapsiaga | a. Jumlah a. 150 orang Satpol.PP
petugas an petugas petugas b. Rp. 750.000. dan
pemadam damkar pemadam Pemadam
kebakaran kebakaran Kebakaran

b. Honorarium
piket jaga
2. Pelaksanaan| a. Jumlah 150 orang Satpol.PP
pemadaman petugas dan
kebakaran pemadam Pemadam
kebakaran Kebakaran
b. Honorarium
per kejadian
kebakaran

Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

Dalam pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan
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sosialisasi pencegahan kebakaran di 7 (tujuh) kecamatan dengan 00 Kali
melaksanakan sosialisasi.

Tabel. 88
Kesiapan Pelaksanaan Pemadaman dan Sosialisasi Kebakaran
No. | Langkah kegiatan Variabel Komponen Capaian SKPD Ket
1 2 3 4 5 6 7
2 | Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
1. Sosialisasi Sosialisasi  |a. Frekuensi kegiatan 0 Satpol.PP
Masyarakat masyarakat sosialisasi dan
Tanggap b. Biaya Pemadam
Kebakaran penyelenggaraan Kebakaran
per sosialisasi
2. Pelatihan/simula | Pelatihan/si fa. Frekuensi 0 Satpol.PP
si dan mulasi dan Pelatihan/simulasi dan
penyuluhan penyuluhan dan penyuluhan Pemadam
masyarakat masyarakat |b. Biaya per Kebakaran
relawan relawan Pelatihan/simulasi
kebakaran kebakaran dan penyuluhan
3. Pembentukan Pembentuka |a. Jumlah satlakar 0 Satpol.PP
Sistem n satuan b. Biaya paket dan
Ketahanan relawan pelatiahn/simulasi Pemadam
Lingkungan kebakaran Kebakaran
(SKKL)

- Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
Dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran melakukan pelatihan simulasi
penyelamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun , dan penyelamatan
pemadam kebakaran an evakuasi korban kebakaran 1 (satu) kali dalam
kasus kebakaran di 1 (satu titik kejadaian kebakaran).

Tabel. 89
Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
No. | Langkah kegiatan Variabel Komponen Capaian SKPD | Ket
1 2 3 4 5 6 7
3 | Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
1. Pelatihan/simula | Pelatihan/si | c. Frekuensi 1 Satpol.P
si dan mulasi dan Pelatihan/simula 0x 100% P dan
penyuluhan penyuluhan sidan 0 Pemada
masyarakat masyarakat penyuluhan m
relawan relawan b. Biaya per =0 Kebakar
kebakaran kebakaran Pelatihan/simula an
sidan
penyuluhan

- Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
Pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi kebakaran
belum dilaksanakan dengan baik karena belum terbentuk tim layanan
kebakaran di Desa dan Kelurahan

Tabel. 90
Kesiapan Pelaksanaan Pemadaman dan Sosialisasi Kebakaran
N Langkah Variabel Komponen Capaian SKPD | Ket
0. kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
4 | Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
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1. Sosialisasi 1. Sosia | a. Frekuensi 0 Satpol.P
Masyarakat lisasi kegiatan P dan
Tanggap masyarakat sosialisasi Pemada
Kebakaran b. Biaya m

penyelenggaraa Kebakar
n per sosialisasi an

2. Pelatihan/sim | 1. Pelati | a. Frekuensi 0 Satpol.P
ulasi dan han/simula Pelatihan/simula P dan
penyuluhan si dan sidan Pemada
masyarakat penyuluhan penyuluhan m
relawan masyarakat | b. Biaya per Kebakar
kebakaran relawan Pelatihan/simula an
relawan kebakaran si dan
kebakaran penyuluhan

3. Pembentukan | 1. Pem | a. Jumlah satlakar 0 Satpol.P
Sistem bentukan b. Biaya paket P dan
Ketahanan satuan pelatiahn/simula Pemada
Lingkungan relawan Si m
(SKKL) kebakaran Kebakar

an

- Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran
Pengadaan pendataan petugas, inspeksi dan investigasi kebakaran yang

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun mengadakan upacara

kesiapsiagaan bencana.

Tabel. 91
Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran
N Langkah Variabel Komponen Capaian SKPD Ke
0. kegiatan t
1 2 3 4 5 6 7
5 | Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran
1. Pendataan 1. Penye | a. Jenis tenaga 0 Satpol.PP
diaan ahli dan
tenaga ahli b. Jumlah potensi Pemadam
yang resiko Kebakaran
kompoten ¢. Jumlah orang
dalam d. Jumlah bulan
penyusunan kerja
kajian e. Jumlah
potensi pertemuan
resiko f. ATK dan
bahaya pengadaan
kebakaran laporan
2. Penye | a. Jenis tenaga 0 Satpol.PP
diaan ahli dan
tenaga ahli b. Jumlah orang Pemadam
yang c. Jumlah bulan Kebakaran
kompoten kerja
dalam d. Jumlah
penyusunan pertemuan
dokumen e. ATK dan
rencana pengadaan
induk sistem laporan
protektif
kebakaran
4.3. Penye | a. Jenis tenaga 0 Satpol.PP
diaan ahli dan
tenaga ahli b. Jumlah orang
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yang . Jumlah bulan Pemadam
kompoten kerja Kebakaran
dalam . Jumlah
penyusunan pertemuan
dokumen . ATK dan
rencana pengadaan
operasi laporan
penanggula
ngan
kebakaran
dan
penyelamata
n
4.4. Disku . Penyediaan 0 Satpol.PP
si publik tempat dan dan
terhadap meja, kursi Pemadam
dokumen serta sound Kebakaran
rencana system
induk sistem . Penyediaan
proteksi peralatan
kebakaran pendukung
yang (infocus, layar,
disusun komputer set)
untuk . pengadaanmat
disempurnak erai/atk/dokum
an dan entasi
ditetapkan . Akomodasi dan
menjadi konsultasi
dokumen . Transportasi
yang peserta
sah/legal . Jumlah peserta
. Honor tenaga
ahli
. Jumlah tenaga
ahli laporan
4.5. Pelap . Frekuensi a. 15 menit Satpol.PP
oran pendataan b. 7 orang dan
kejadian kejadian c.0 Pemadam
kebakaran kebakaran d.o Kebakaran
. Jumlah petugas
pendataan
. Honorarium
petugas
pendataan
. Biaya belanja
bahan/atk
penyusunan
laporan
2. Inspeksi 1. Invent . Jumlah a. 7 bangunan | Satpol.PP
aris sarana bangunan gedung dan
proteksi gedung b. 150 orang Pemadam
kebakaran . Jumlah petugas C. Kebakaran
bangunan . Biaya per
gedung kegiatan
2. Inspek | a. Jumlah 0 Satpol.PP
si sarana bangunan/sara dan
proteksi na proteksi Pemadam
kebakaran kebakaran Kebakaran
bangunan . Jumlah petugas
gedung . Biaya per
kegiatan

KABUPATEN BARRU TAHUN 2022




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD )

3. Pendi | a. Jumlah petugas 0 Satpol.PP
dikan dan b. Jumlah dan
pelatihan pelatihan Pemadam
petugas c. Biaya per Kebakaran
inspeksi pelatihan

3. Investigasi 1. Investi | a. Jumlah petugas | a. 150 Satpol.PP
pasca gasi b. Jumlah sarana orang dan
kebakaran kejadian dan prasarana b.15 menit Pemadam

kebakaran pendukung c.12 unit Kebakaran

c. Biaya kegiatan d.o

2. Investi | a. Jumlah petugas a. Satpol.PP
gasi b. Frekuensi 150rang dan
penyebab investigasi 2. 15 menit Pemadam
kebakaran c. Jumlah sarana | 3. 12 unit Kebakaran
dan prasarana
pendukung

d. Biaya per
kegiatan
investigasi

c. Realisasi
Realisasi kegiatan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

Tabel 92
Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi kebakaran
No Pelayanan Capaian Target dan Rencana Pembiayaan
Dasar Capaian (%) P 9 SPM y
GA
Target P
Indikator N;(Z%n \I?vz\tl?ti (%) ;:tr Program/Kegiatan Pembiayaan
al
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah warga | 100% 202 | - 100 | Penegakan Perda | Rp.139.257.600
negara yang 1
memperoleh
layanan akibat
dari
penegakan
hukum perda
dan perkada
2 Jumlah warga | 100% 202 | 10 100 | Program Rp.1.614.114.800
negara yang 1 0 peningkatan
memperoleh kesiagaan dan
layanan pencegahan
penyelamatan bahaya kebakaran
dan evakuasi
korban
kebakaran
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d. Alokasi Anggaran
Penyelenggara urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran terdiri dari 3 program dan 27 kegiatan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp. 8.245.929.924,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.
7.513.843.263,- atau 95,28 persen.

e. Dukungan personil

1. Berdasarkan kualifikasi pendidikan

SD =1 orang
SMU = 23 orang
Dill =1 orang
S1 = 23 orang
S2 =4 orang
Jumlah :mg

2.Berdasarkan pangkat dan golongan
Gologan IV =4 orang

Golongan Il =29 orang
Golongan Il =18 orang
Golongan| =1 orang

Jumlah = 52 orang

3. Berdasarkan jabatan struktural

- Jabatan struktural

Eselon Il =1 orang
Eselon Il =4 orang
Eselon IV = 8 orang
Jumlah ~ =13orang

- Jabatan fungsional

Fungsional Pol.PP pertama =1 orang
Fungsional Pol.PP terampil =5 orang
Jumlah = 6 orang
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5.5

Permasalahan dan solusi

Dari tabel diatas tidak ada indikator yang mencapai target. Dalam mencapai

setiap target dari indikator banyak permasalahan yang dihadapi sehingga

pencapaian target belum maksimal. Adapun permasalahan tersebut adalah

sebagai berikut :

Kurangnya pemahaman sumber daya manusia perencana dan pelaksana
teknis mengenai standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan;
Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi;

Lemahnya fungsi organisasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;
Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil
pemadam kebakaran

Masih adanya daerah yang tidak terjangkau wilayah manajemen
kebakaran

Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya

pengendalian kebakaran di lokasi luar wmk

Dari permasalahan diatas, maka solusi yang diharapkan adalah sebagai
berikut:

Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk
mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal,

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam
upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas
operasional;

Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna
mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

Mengusulkan kepada instansi terkait untuk perbaikan jalan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah yaitu:
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a. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah terdiri dari :
- Pelayanan informasi rawan bencana.
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Penerapan Standar Pelayanan minimal di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100
tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal table

berikut:
Tabel. 93
Target Pencapaian SPM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No. Jenis Pelayanan Indikator Capaian Target

1 Pelayanan informasi rawan | Jumlah warga Negara yang memperoleh | 100 %
bencana informasi rawan bencana

2 Pelayanan pencegahan | Jumlah warga Negara yang memperoleh | 100%
dan kesiapsiagaan | layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana terhadap bencana

3 Pelayanan penyelamatan | Jumlah warga Negara yang memperoleh | 100 %
dan evakuasi korban | layanan penyelamatan dan evakuasi korban
bencana bencana

(sumber data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022)

c. Realisasi

Dalam realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang

dilaksanakan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah sebagai

berikut :

- Pelayanan informasi rawan bencana mencapai 100 %

- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
mencapai 100 %

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 100
%

Dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam yang

ada di Badan Penanggulanagan Bencana terlihat dalam table berikut :
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Tabel. 94

Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No URAIAN BANYAKNYA KET
1 KENDARAAN RODA 4 2 UNIT
2 KENDARAAN RODA 2 11 UNIT
3 PERAHU (LCR) + FIBER + PERAHU 2+4 UNIT
LIPAT)
SPEED BOAT 1 UNIT
MOBIL TANGKI AIR 1 UNIT

Tabel. 95
Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

No

Jenis Pelayanan

Capaian Indikator

Capaian / Realisasi

Pelayanan
informasi rawan

Bencana

Persentase warga
Negara yang
memperoleh
layanan informasi

rawan bencana

- Penyusunan
Risiko Bencana
Kabupaten/Kota

- Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi
dan
Edukasi (KIE) Rawan
Bencana
Kabupaten/Kota (Per

Kajian

Jenis Bencana)

1 dokumen

2 jenis

100 %

100 %

Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan

terhadap Bencana

Persentase warga
yang memperoleh
layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan

terhadap bencana

- Penyusunan Rencana
Penanggulangan
Bencana

Kabupaten/Kota

- Pelatihan Pencegahan
dan Mitigasi
Bencana

Kabupaten/Kota

- Pengendalian Operasi
dan Penyediaan
Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Kabupaten/Kota

- Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan
Kesiapsiagaan

terhadap Bencana

1 dokumen

100 Orang

1 call
center

26 buah

2 kawasan
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- Penguatan Kapasitas
Kawasan untuk

Pencegahan dan 30 orang
Kesiapsiagaan

- Penanganan
Pascabencana 10 orang
Kabupaten/Kota

- Pengembangan
Kapasitas Tim Reaksi
Cepat (TRC) Bencana | 1 dokumen

Kabupaten/Kota
- Penyusunan

Rencana Kontijensi

3. Pelayanan Persentase warga | - Respon Cepat 1 Posko 100 %
penyelamatan dan | Negara yang Darurat Bencana
Kabupaten/Kota
evakuasi  korban | memperoleh .
- Pencarian,
bencana layanan Pertolongan dan
Evakuasi .
penyelamatan dan Korban Bencana 150 jiwa 100%
evakuasi  korban Kabupaten/Kota

Penyediaan Logistik
- Penyelamatan dan
Evakuasi Korban 150 paket | 100 %
Bencana
Kabupaten/Kota

bencana

d. Alokasi Anggaran
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari
belanja lansung sebanyak 2 Program dan 35 Kegiatan dengan Alokasi
anggaran sebesar Rp. 3.015.581.446,00,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.
2.560.154.084,- atau 92,53 persen.

e. Dukungan personil
1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pegawai Struktural

SMU = 2 Orang
Diploma = 0 Orang
S1 = 14 Orang
S2 = 3 Orang
Jumlah = 19 Orang

2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Pegawai Struktural
Golongan IV = = 4 Orang
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Golongan Il = 13 Orang
Golongan Il = 2 Orang
Jumlah = 19 Orang
Berdasarkan Jabatan Struktural
Eselon Il = 1 Orang
Eselon IlI = 4 Orang
Eselon IV = 8 Orang
Jumlah = 13 Orang

f. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran serta operasional yang
belum memadai;

Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada
rencana matriks kegiatan dan masih bertumpuk pada akhir anggaran
Belum seimbangnya antara jumlah aparat dengan volume kerja

Belum terukurnya dengan jelas tingkat capaian kinerja yang dicapai
(output/outcome kegiatan tidak jelas/tidak terukur) dalam penyusunan

anggaran dan masih monoton.

Solusi

Seluruh program dan kegiatan harus mengacu pada rencana operasional
kegiatan

Perlunya penempatan personil sesuai dengan beban kerja

Perlunya mengenali, memahami uraian tugas pokok dan fungsi
Mengedepankan fungsi koordinasi dalam menyusun rencana kerja
Meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menyusun rencana kerja
Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanggulangan
bencana

Perlunya penambahan personil dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat
yang profesional.

4.6. Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Barru merupakan implementasi dari kebijakan dan strategi
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penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh
Kementerian Sosial Rl dan dijadikan acuan dalam pencapaian target.
Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru
tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Jenis Pelayanan Dasar
SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang
ditetapkan oleh Kementerian Sosial Rl berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/
Kota.
SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar
sebagai berikut :
a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis
di Luar Panti;
e) Perlindungan dan Jaminan sosial pada Saat dan Pasca Bencana bagi
Korban Bencana Kabupaten/ Kota.
b. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Daerah
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Kabupaten
Barru adalah sebagai berikut :
a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
Jumlah warga penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial
di luar panti tahun 2022 Semesterl | sebanyak 100 Orang dengan perincian,
sebanyak 9 orang penderita dan eks penderita kusta mendapatkan bantuan beras,
Rehabilitasi bagi penderita ganguan jiwa yang di rujuk ke Makassar sebanyak 9,
Bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar sebanyak 73
Org.Penyandang disabilitas yang mendapatkan paket sandang sebanyak 1 Org.
Dan penyandang disabilitas yang menerima bantuan Bahan Natura sebanyak 17
Org.
b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
Jumlah warga anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru
pada Tahun 2022 sebanyak 47 orang dengan perincian sebagai berikut, anak
yang membutuhkan mendapatkan pendampingan 11 Org, anak yang

mendapatkan akses layanan kesehatan dasar 5 Org, dan 10 Org yang masuk
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penerima PKH, Anak yang mendapatkan bantuan Permakanan 5 Org. Anak
terlantar yang menerima paket sandang 16 Org
¢) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Barru menangani Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia sebanyak 92 orang dengan perincian seperti berikut, 50 Org Lansia
Penerima PKH. 13 Org yang mendapatkan Bantuan bahan natura dan
pendampingan lansia terlantar 25 Org. 4 Org yang mendapatkan bahan Sandang.
d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis di Luar
Panti;
Pada tahun 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Barru sampai saat ini
penanganann gelandang dan pengemis Khususnya Orang penaganan Orang
Dalam gangguan Jiwa ( ODGJ ) sebanyak 9 Orang.
e) Perlindungan dan Jaminan sosial pada Saat dan Pasca Bencana bagi Korban
Bencana Kabupaten/ Kota.
Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan terkait dengan bencana sebanyak 76
KK, dengan perincian sebanyak 24 KK Korban Angin Puting Beliung ,23 KK
Korban bencana kebakaran ,26 KK Korban Banjir dan korban Tanah Longsor 3
KK.
Tabel. 96
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan sosial Tahun 2022

Realisasi
2021
100

Jenis Pelayanan _ )
No. Indikator Pencapaian
Dasar

Target
2021
100

1. Rehabilitasi
Dasar

Sosial | Jumlah warga negara

Penyandang
Disabilitas Terlantar di

Luar Panti

penyandang disabilitas yang
memperoleh rehabilitasi sosial

di luar panti

Org

Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar

di Luar Panti

Jumlah anak terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial

di luar panti

47 Org

47

Rehabilitasi Sosial

Dasar Lanjut Usia

Terlantar di Luar Panti

Jumlah warga negara lanjut

yang
memperoleh rehabilitasi sosial

usia terlantar

di luar panti

92 Org

92

Rehabilitasi Sosial

Dasar Tuna Sosial
Khususnya

Gelandangan dan
Pengemis di Luar

Panti

Jumlah warga negara
gelandangan dan pengemis
yang memperoleh rehabilitasi
sosial dasar tuna sosial di luar

panti
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5. | Perlindungan dan | Jumlah warga negara korban | 100 KK 76
Jaminan Sosial pada | bencana kab/ kota yang
Saat Tanggap dan | memperoleh perlindungan dan
Pasca Bencana Kab/ | jaminan social

Kota

c. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang
Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Barru tahun 2022 dirinci pada tabel berikut

Tabel. 97
Alokasi Anggaran untuk Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Barru

No. Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp) Keterangan
1. APBD 4.732.601.555
2. APBN 6.014.250 Program Keluarga
Harapan 8342 KPM
3. APBN 2.016.000.000 Program BPNT 1080
KPM

d. Dukungan Personil
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial tidak terlepas dari Dukungan Personil
sebagai pelaksana program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
Dukungan Personil dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri
dari PNS dan Non PNS yang perinciannya adalah sebagai berikut :

c) PNS : 21 Orang
d) Non PNS:

- Staf Honorer : 7 Orang

- TKSK : 7 Orang

- Tagana Aktif : 10 Orang

- Pendamping Anak: 1 Orang
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e. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
- Terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah dalam
penanganan kesejahteraan sosial;
- Sarana dan prasarana pelayanan kurang mendukung/ memadai;
- Terbatasnya pemahaman pelaksana tentang Standar Operasional

Pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Solusi

- Melaksanakan pendataan 1 kali dalam 3 tahun dan pemutakhiran
data setiap tahun terkait data Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS);

- Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan
yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung dan
memudahkan pelayanan bidang kesejahteraan sosial;

- Peningkatan SDM melalui bimbingan dan pelatihan teknis dalam
rangka pemenuhan kompetensi minimal dalam rangka pelayanan
penanganan PMKS sesuai SOP yang ditetapkan.

- Dengan dibentuknya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ( SLRT
Juntuk memudahkan PMKS mengakses berbagai layanan
perlindungan sosial dan penaggulangan kemiskinan yang dikelola
pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.

4.7. Program dan Kegiatan
Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan
Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
A. Program Kegiatan Pendidikan
Program dan Kegiatan wajib yang merupakan pendukung program kegiatan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dalam pemenuhan SPM urusan

Pendidikan, antara lain:
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1.) Program Pengelolaan Pendidikan
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.) Program Pengelola Kekayaan Budaya
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
- Pemberdayaan Jasa Juru Budaya
- Pengembangan Nilai Sejarah, Adat dan Tradisi
3.) Program Pengembangan Kebudayaan
- Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
4.) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
5.) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

B. Program Kegiatan Terkait Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan
Program dan Kegiatan yang bukan merupakan kegiatan wajib atau atau
non urusan yang merupakan pendukung program kegiatan tugas pokok dan
fungsi dinas Pendidikan, antara lain:

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
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- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Bidang Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Program dan Kegiatan wajib yang merupakan pendukung program
kegiatan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan dalam pemenuhan SPM urusan
kesehatan, antara lain:

1.) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
Masyarakat
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung
pemenuhan pelayanan minimal adalah :
1.) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan
3.) Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana bagi
korban bencana
4.) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman
- Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan
- Kegiatan Penataan lingkungan pemukiman kawasan perkotaan dan
pedesaan (lanjutan)
5.) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Umum Perkotaan
(Lanjutan)
6.) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana air bersih Pedesaan

(lanjutan)
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4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

1)

2)

3)

Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
relokasi Program Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan sarana dan Prasarana IPLT

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Pemerintahan

Daerah yaitu :

A. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

B.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pemenuhan
pelayanan minimal adalah :
1.) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Walikota
2.) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Peyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan untuk diterapkan di

daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, tidak

terlepas dari program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan
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pencapaian SPM. Prinsip pengembangan dan penyelenggaraan program
tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah daerah
dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan program
strategis bagi pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan pembanguan
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah.adapun

program dan kegiatan BPBD tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
sebagai berikut :

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah
Daerah

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah,
2. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:

2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,
2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana,
2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.4. Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana,
Program dan kegiatan wajib yang merupakan pendukung program

kegiatan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam melaksanakan pemenuhan SPM urusan ketentraman, ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat, antara lain :

Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

6. Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pemenuhan
pelayanan minimal adalah :
1.) Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
- Kegiatan Penyediaan Pemakaman

- Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
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2.) Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
- Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan

Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

3.) Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten
Kota
- Penyediaan Makanan
- Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

4.) Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5.) Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
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BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah
wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas dan

transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan ini merupakan hasil koordinasi,
kerjasama dan partisipasi semua stakeholders sesuai dengan bidang, fungsi dan
tugas masing-masing, yang didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya
yang sah berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun

anggaran.

Diharapkan hasil dari pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barru
Tahun 2022 ini dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan
pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat dijadikan pedoman

dalam menyusun strategi pembangunan daerah dimasa yang akan datang..

Tentunya sebagai manusia biasa yang tak luput dari ketidaksempurnaan
Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan
pemerintahan hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun Anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik
yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik
dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja
pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh Stakeholders atas kerja keras dan kerja
samanya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 yang
tidak terlepas dari dukungan DPRD, jajaran perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barru termasuk pemerintah desa, seluruh stakeholder

pembangunan, dan seluruh rakyat Kabupaten Barru yang telah mendukung dan
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mensukseskan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan

daerah dan kemasyarakatan.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah
dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten

Barru. Amin.

Barru, Maret 2023
BUPATI BARRU

Ir .H. SUARDI SALEH, M.Si
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